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This article aims to determine the concept and examine the 
relationship between agency workers and companies involved in 
work agreements with the outsourcing system in Indonesia. There 
is a legal vacuum in defining this work relationship that gives more 
benefits to the company, which on the other hand also creates 
problems related to the protection of agency workers’ rights. 
This research is a normative legal research. The approach used 
by the author is the statutory approach, case approach and the 
conceptual approach. The sources of law used consist of primary 
and secondary legal materials. The data collection technique 
used by the writer is a library research obtained from a review 
of legal regulations related to outsourcing contract workers. The 
technique of analyzing legal materials uses the syllogistic method 
with a deductive mindset. The result of this study is that with the 
existence of a legal vacuum in defining a legal relationship, the 
work agreement must have legal certainty in accordance with the 
work agreement arrangement in the outsourcing system and the 
agreement principle in the work agreement itself. This is intended 
so that contract workers and companies in the outsourcing system 
can mutually fulfill their rights and obligations according to the 
binding agreement of each party.

Abstrak:
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui konsep dan mengkaji 
hubungan antara pekerja outsourcing dengan perusahaan yang 
terlibat dalam perjanjian kerja dengan sistem outsourcing di 
Indonesia. Terdapat kekosongan hukum dalam mendefinisikan 
hubungan kerja tersebut yang memberikan keuntungan lebih pada 
perusahaan, yang pada sisi lain juga menimbulkan permasalahan 
terkait dengan perlindungan hak-hak pekerja outsourcing. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan 
yang digunakan penulis adalah pendekatan undang-undang, 
pendekatan kasus dan pendekatan konsep. Sumber hukum yang
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Article Information Abstract
digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis 
adalah studi kepustakaan yang diperoleh dari hasil telaah aturan 
hukum terkait pekerja kontrak outsourcing. Teknik analisis 
bahan hukum menggunakan metode silogisme dengan pola pikir 
deduktif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dengan adanya 
kekosongan hukum dalam mendefinisikan hubungan hukum, 
maka dalam perjanjian kerja tersebut harus memiliki kepastian 
hukum yang sesuai dengan pengaturan perjanjian kerja dalam 
sistem outsourcing maupun asas perjanjian dalam perjanjian 
kerja itu sendiri. Hal ini ditujukan agar pekerja kontrak dan 
perusahaan dalam sistem outsourcing dapat saling memenuhi hak 
dan kewajiban sesuai perjanjian megikat masing-masing pihak.

A.  Pendahuluan
Dalam dunia usaha, kerja sama antara perusahaan dilakukan dengan perjanjian kerja bersama 

yang memuat tentang bagaimana hubungan yang akan dijalin oleh masing-masing pihak. Dari 
hubungan tersebut maka akan dibutuhkan sumber daya manusia yang akan menjadi faktor 
penting pelaksanaan. Dalam iklim persaingan usaha yang semakin ketat, perusahaan berusaha 
untuk melakukan efisiensi biaya produksi (cost of production). Untuk itu perusahaan berupaya 
fokus menangani pekerjaan dan mendayagunakan tenaga pekerja kontrak dalam melaksanakan 
kegiatan tersebut. Salah satu solusinya adalah dengan sistem outsourcing yang diharapkan untuk 
memberi kontribusi maksimal sesuai dengan tuntutan perusahaan. Dengan sistem ini perusahaan  
dapat  menghemat  pengeluaran  dalam  membiayai  sumber daya manusia (SDM) yang bekerja 
di perusahaan yang bersangkutan.  Outsourcing sendiri dapat diartikan sebagai pemindahan atau 
pendelegasian beberapa proses bisnis kepada suatu badan penyedia jasa.

Hubungan yang terjalin antara pekerja dan pengusaha diikat melalui perjanjian kerja, dilihat 
pengertian perjanjian kerja menurut  KUH Perdata menunjukan bahwa hubungan antara pekerja 
dan pengusaha adalah hubungan bawahan dan atasan serta adanya wewenang perintah yang 
membedakan antara perjanjian kerja dan perjanjian lainnya. Secara tidak langsung, hubungan 
tersebut menempatkan pekerja berada di bawah pengusaha dan membuka peluang dalam 
penyalahgunaan kekuasaan. Maka dari itu perlindungan bagi pekerja sangat dibutuhkan demi 
melindungi hak-haknya baik sebagai pekerja maupun sebagai manusia itu sendiri.

Pekerja kontrak tersebut terikat dengan perusahaan dengan adanya Perjanjian Kerja Waktu 
Tertentu (PKWT), yang terkadang terdapat pelanggaran akan pemenuhan hak-hak pekerja yang 
biasa disebut pekerja kontrak. Hal ini disebabkan karena pekerja kontrak berada pada pihak 
yang lemah. Dalam pembuatan perjanjian kerja terdapat ketentuan bahwa dalam membuat surat 
perjanjian haruslah ada itikad baik yang melandasi setiap perjanjian sehingga isi perjanjian kerja 
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tersebut mencerminkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. 
Namun pengalihan dengan sistem outsourcing dapat menimbulkan beberapa permasalahan yang 
cukup bervariasi terutama masalah ketenagakerjaan. Dalam praktek pelaksanaannya banyak terjadi 
penyimpangan dari perusahaan, terutama dalam pemenuhan perlindungan hukum bagi pekerja 
kontrak yang seharusnya memenuhi kriteria-kriteria yang telah disebutkan dalam perundang- 
undangan. Penyimpangan ini tidak ditanggapi serius oleh pengusaha, dikarenakan penggunaan 
outsourcing dalam dunia usaha di Indonesia kini semakin marak dan telah menjadi kebutuhan 
yang tidak dapat ditunda-tunda oleh pelaku usaha, sedangkan pengaturan yang sudah ada belum 
memadai untuk  memberi perlindungan yang  cukup  terhadap  subyek  hukum  dalam outsourcing. 
Hal ini menjadi bukti bahwa hukum dapat dikalahkan dengan kepentingan perekonomian.

Dalam perkembangannya, karena dianggap tidak memberikan jaminan kepastian bekerja, 
tidak lama setelah UU Ketenagakerjaan diberlakukan, sebanyak 37 serikat pekerja/serikat buruh 
mengajukan perlawanan atas legalisasi sistem outsourcing dan PKWT ini. Caranya dengan 
mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana teregistrasi 
dengan permohonan No. 12/PUU-I/2003. Selain itu terdapat pengajuan permohonan yang serupa, 
tercantum pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. Perkara 27/PUU-IX/2011, permohonan ini 
diajukan oleh Didik Suprijadi yang bertindak atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi 
Petugas Pembaca Meter Listrik Indonesia (AP2ML) pada 21 Maret 2011. Keduanya mengajukan 
judicial review terhadap Pasal-Pasal tentang Outsourcing yang termuat dalam UU Ketenagakerjaan 
yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Terdapat suatu kasus pada PT Jakarta International Container Terminal (JICT),  perusahaan  
ini  biasa  memakai  tenaga  kerja outsourcing.  Pada  31 Desember 2017 kerja sama PT JICT 
dan perusahaan penyedia outsourcing (PT Empco) berakhir, secara otomatis 400 karyawan 
outsourcing di  bawah  PT Empco harus putus kontraknya. Sebenarnya hal ini adalah hal yang 
wajar saja, bahkan ketika PT JICT mengontrak karyawan outsourcing baru, di bawah  PT Multi 
Tally Indonesia, yang memang keluar sebagai pemenang tender perusahaan penyedia outsourcing 
berikutnya. Yang terjadi kemudian adalah, para karyawan yang di bawah naungan PT Empco, 
menolak pemutusan hubungan kerja. Jika dalam konteks outsourcing maka bagaimana 
perusahaan pemberi pekerjaan yang menggunakan jasa pekerja outosourcing saat mengikat 
kerjasama dengan perusahaan outsourcing dimana karyawan outsourcing yang bersangkutan 
tercatat sebagai karyawan. Pemberhentian kerja tersebut harus sesuai dengan isi perjanjian yang 
termasuk di dalamnya masa kontrak kerja. Hal-hal seperti ini tidak akan menjadi suatu masalah 
apabila perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh tetap memberikan hak mereka pada saat kontrak 
diberhentikan melalui PHK, begitu juga berlaku di bidang industri apapun yang melibatkan 
pelanggaran hak bagi pekerja terutama dalam penulisan ini bagi pekerja outsourcing.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pekerja 
kontrak yang terikat dalam perjanjian kerja dengan sistem outsourcing di Indonesia, dilihat dari 
hubungan hukum yang dimiliki pekerja kontrak tersebut dan bagaimana perjanjian kerja itu 
sendiri berlaku sesuai dengan asas yang ada dalam pembuatan perjanjian.
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B.  	Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sifat penelitian yang digunakan oleh 

peneliti merupakan penelitian preskriptif. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan 
undang-undang (statue approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konsep 
(conceptual approach). Sumber hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan 
bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknik 
analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dengan pola pikir deduktif.

C.  	Hasil Penelitian dan Pembahasan
Outsourcing bukan merupakan hal baru dalam dunia ketenagakerjaan dan perusahaan. 

Outsourcing diambil dari bahasa inggris yang berarti “alih daya”, dan kata outsourcing itu sendiri 
memiliki nama lain yaitu “contracting out” merupakan sebuah pemindahan operasi dari satu 
perusahaan ke tempat lain. Pada awalnya outsourcing didapatkan dari ide bahwa perusahaan 
lebih efektif dan efisien apabila sebagian proses bisnisnya diserahkan pengerjaannya kepada 
perusahaan lain yang memiliki kompetensi dan spesialisasi dalam produksi tersebut, hal itu 
meletakkan outsourcing pada jaman sekarang menjadi bagian utama dari perhitungan strategi 
perusahaan. Gagasan awal berkembangya outsourcing adalah untuk membagi resiko usaha dalam 
berbagai masalah, yang pada tahap awal masih belum menjadi strategi formal bisnis perusahaan. 
Hal ini terjadi karena banyak perusahaan yang semata-mata mempersiapkan diri pada bagian-
bagian tertentu yang bisa mereka kerjakan, sedangkan bagian-bagian yang tidak bisa dikerjakan 
secara internal, dikerjakan melalui outsource. Adapun yang dimaksud dengan hubungan kerja 
berdasarkan sistem outsourcing adalah adanya pekerja yang dipekerjakan di suatu perusahaan 
dengan sistem kontrak yang diberikan oleh perusahaan pengerah tenaga kerja (perusahaan 
outsourcing) untuk perusahaan pemberi kerja.

Dari uraian tentang sistem outsourcing tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan kerja 
termaksud adalah termasuk jenis hubungan kerja berdasarkan perjanjian pengiriman/peminjaman 
pekerja (uitzendverhouding). Pada hubungan kerja demikian ditemukan adanya 3 (tiga) pihak 
yang terkait satu sama lain, yaitu:

1.   Perusahaan penyedia atau pengirim tenaga kerja/pekerja (penyedia)

2.   Perusahaan pengguna tenaga kerja/pekerja (pengguna)

3.   Tenaga kerja/pekerja.

Dapat disimpulkan terdapat tiga pihak yang masing-masing memiliki hubungan  satu  dengan 
yang lain. Dalam  hal  hubungan  antara perusahaan pengguna dengan penyedia, perusahaan dapat 
menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian 
pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan jasa pekerja atau buruh yang dibuat secara 
tertulis. Kemudian dalam hubungan antara pekerja dengan penyedia yang berdasarkan dengan 
peraturan perundang-undangan yang ada, hubungan antara karyawan outsourcing dengan 
perusahaan outsourcing merupakan hubungan kerja dengan menggunakan Perjanjian Kerja. 
Perjanjian kerja tersebut dapat berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun 



Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Kontrak... 205Privat Law Volume 11 Nomor 2 (Juli-Desember 2023)          

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Yang terakhir adalah hubungan antara karyawan 
outsourcing dengan perusahaan pengguna, yang timbul didasarkan atas adanya perjanjian antara 
perusahaan pengguna dengan perusahaan penyedia (perusahaan outsourcing) tempat karyawan 
outsourcing itu terdaftar sebagai karyawan. Jika dilihat dari sisi hubungan hukum secara langsung, 
maka tidak terdapat hubungan kerja antara karyawan outsourcing dengan perusahaan pengguna 
jasa pekerja/buruh tempat karyawan outsourcing itu ditempatkan.

Terlepas dari penjabaran singkat tersebut, adapun beberapa hal yang mengindikasikan 
lemahnya perlindungan hukum bagi pekerja kontrak. Penyimpangan dan/atau pelanggaran 
tersebut dapat dikategorikan dalam hal perusahaan tidak melakukan klasifikasi terhadap pekerjaan 
utama perusahaan (core business) dan  pekerjaan  penunjang yang menjadi dasar pelaksanaan 
outsourcing; perusahaan pengguna jasa yang tidak berbadan hukum; dan yang utama adalah 
perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja outsourcing yang sangat minim.

Fakta dan peristiwa yang sering terjadi dalam pelaksanaannya, seperti hubungan kerja antara 
pekerja dan perusahaan pengguna yang tidak dibuat tertulis;  perusahaan  outsourcing  membayar 
upah  murah  tidak  sesuai  upah minimum; penerapan waktu kerja yang tidak jelas bagi pekerja 
outsourcing; seringnya pekerja outsourcing tidak diikutsertakan dalam program jamsostek; secara 
umum perusahaan outsourcing tidak menerapkan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi 
pekerjanya; dan pekerja outsourcing sebagai pekerja kontrak tidak memiliki job security dan 
jaminan pengembangan karir, kelangsungan kerja, serta hak-hak dasar lainnya.

Pekerja outsourcing  dengan sistem kontrak memiliki hak yang lebih sedikit ketimbang 
pekerja lainnya, hal ini tepaku pada batas waktu yang dimuat dalam perjanjian kerja yang 
mengikat mereka. Dengan kondisi tersebut, pekerja outsourcing terkesan seperti ‘bertahan hidup’ 
dalam melakukan pekerjaannya dan hal itu bertentangan dengan martabat manusia yang dimiliki 
sejak lahir dan juga tidak menunjukkan bentuk kekeluargaan yang ada dalam peraturan dasar 
negara kita. Hidup sesuai martabat manusia tidaklah hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok 
saja, melainkan juga memenuhi segala kebutuhan lain untuk berkembang, memiliki rasa yang 
sama, dan memenuhi hasrat yang dimilikinya sebagai manusia untuk mendapatkan lebih.

Legitimasi pelaksanaan outsourcing dimulai pada saat dilakukannya judicial review pertama 
kali terhadap UUK. Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-I/2003 dalam perkara 
permohonan Pengujian Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seperti juga halnya pada 
Putusan Mahkamah Konstitusi No. Perkara 27/PUU-IX/2011 yang diajukan dengan permohonan 
yang kurang lebih sama dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-I/2003, namun 
lebih spesifik menyebutkan Pasal 59 (PKWT) dan Pasal 64 (pengaturan outsourcing). Kedua 
permohonan judicial review tersebut diajukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.

Dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan juga maraknya demo dan mogok nasional 
yang dilakukan oleh pekerja/buruh yang menuntut penghapusan outsourcing. Dengan hasil 
diusulkannya dua model perlindungan dalam putusan No. 27/PUU-XI/2011, yaitu perjanjian yang 
dibuat tidak dengan PKWT melainkan PKWTT dan menerapkan prinsip pengalihan tindakan 
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perlindungan terhadap pekerja outsourcing. Menanggapi dari tuntutan Pemohon tersebut, 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) pada tahun 2012 menerbitkan putusan terkait 
ketentuan outsourcing dengan Putusan No. 27/PUU-XI/2011. Kemudian di akhir tahun 2012 
terbitlah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat- 
Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.

D.  Simpulan
Dari uraian tentang sistem outsourcing tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum 

antara pekerja kontrak outsourcing dan perusahaan penyedia jasa (perusahaan outsourcing) 
termuat dalam perjanjian kerja. Sedangkan hubungan hukum antara perusahaan outsourcing 
dengan perusahaan pengguna jasa outsourcing dimuat  dalam perjanjian kerjasama sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan. Pada hubungan hukum demikian ditemukan adanya 3 (tiga) pihak 
yang terkait satu sama lain, yaitu perusahaan outsourcing (penyedia); perusahaan pengguna jasa 
outsourcing (pengguna); dan pekerja/buruh. Pada hubungan segitiga tersebut dapat diidentifikasi 
adanya 3 (tiga) hubungan, yaitu hubungan kerja antara penyedia dan pengguna; hubungan kerja 
antara pengguna dan pekerja; dan hubungan kerja antara penyedia dan pekerja.

Kejelasan dalam hubungan antara pekerja outsourcing dengan kedua perusahaan merupakan 
peran penting dalam menciptakan perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing, kejelasan 
hubungan  hukum dan perjanjian yang mengikat akan menjadi dasar perlindungan hukum bagi 
pekerja outsourcing. Untuk mewujudkan perjanjian yang imbang dan adil tersebut, perjanjian 
kerja yang dilakukan oleh pekerja outsourcing dengan pengusaha harus memenuhi ketentuan 
asas-asas hukum kontrak dan syarat-syarat perjanjian kerja baik yang materiil maupun yang 
formil. Perjanjian kerja harus memenuhi ketentuan asas-asas yang meliputi asas konsensualisme, 
asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikatnya perjanjian.

E.  Saran
Pemerintah c.q. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker) harus 

mengakomodir secara hukum bagaimana hubungan antara pekerja kontrak outsourcing dengan 
perusahaan yang menggunakan jasanya. Pemerintah bersama dengan pihak terkait harus segera 
memperbaiki regulasi yang mengatur mengenai hubungan kerja dalam sistem outsourcing 
sebagai upaya perlindungan terhadap pekerja kontrak outsourcing. Sedangkan untuk pekerja/
buruh outsourcing itu sendiri ada baiknya mempelajari identitas perusahaan outsourcing tersebut 
sebelum adanya perjanjian kerja, karena mereka adalah pihak yang memegang tanggung jawab 
penuh atas hak pekerja/buruh outsourcing.
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This article aims to find out the first, the regulation of peer to 
peer lending transactions in the rule of law in Indonesia and the 
second, the form of legal protection against lenders in peer to peer 
lending transactions in relation to platforms that commit illegal 
acts. This type of research is normative with a prescriptive nature 
of research. Based on the results of research and discussion, 
the authors show that the regulation of peer to peer lending 
transactions in the rule of law in Indonesia has been regulated 
in several regulations, Undang-Undang Number 21 of 2011, 
Undang-Undang Number 11 of 2008 as amended by Undang-
Undang Number 19 of 2016 , Financial Services Authority 
Regulation Number 77/POJK.01/2016, Financial Services 
Authority Regulation Number 13/POJK.02/2018, Bank Indonesia 
Regulation Number 19/12/ PBI/ 2017. And as for the form of legal 
protection for lenders in peer to peer lending transactions, the 
relationship between platforms committing acts against the law is 
regulated in the Financial Services Authority Regulation Number 
77/POJK.01/2016.

Abstrak:
Artikel ini bertujuan untuk mengatahui yang pertama, pengaturan 
transaksi peer to peer lending dalam kaidah hukum di Indonesia 
lalu yang kedua, bentuk perlindungan hukum terhadap lender 
didalam transaksi peer to peer lending kaitannya platform 
yang melalukan perbuatan melawan hukum. Jenis penelitian 
ini normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Berdasarkan 
hasil penelitian dan pembahasan, penulis menunjukan bahwa 
pengaturan transaksi peer to peer lending dalam kaidah hukum 
di Indonesia telah diatur dalam beberapa pengaturan yaitu 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
13/POJK.02/2018, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/
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Article Information Abstract
PBI/2017. Dan adapun bentuk perlindungan hukum lender dalam 
transaksi peer to peer lending kaitannya platform melakukan 
perbuatan melawan hukum diatur didalam Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016.

A.  Pendahuluan
Perkembangan penggunaan internet saat ini telah berkembang dengan sangat pesat. Sejak 

dikenalnya internet pada tahun 1900an, internet telah menjadi kebutuhan mendasar bagi hampir 
seluruh kalangan masyarakat di dunia. Perkembangan internet dan cara penggunaannya pun 
semakin variatif, segala inovasi yang terjadi dalam pemakaian internet  sebagai dasarnya ditujukan 
kepada satu hal, memberikan kemudahan bagi pemakainya. Inovasi penggunaan internet ini 
telah merambah ke berbagai bidang. Inovasi dalam bidang keuangan sering kali disebut sebagai 
financial technology adalah kata yang dipakai untuk menggambarkan inovasi–inovasi dalam 
bidang keuangan, salah satu bentuk perkembangan teknologi melalui internet dalam bidang 
keuangan ini adalah peer to peer lending. Perkembangan dunia digital telah memberikan berbagai 
layanan yang memudahkan bagi masyarakat salah satunya yaitu dengan kehadiran layanan pinjam 
meminjam uang berbasis teknologi informasi atau peer to peer lending (Patwardan,2018:16)

Melalui peer to peer lending ini, masyarakat yang memerlukan dana dalam jumlah mikro 
maupun makro dapat secara cepat mendapatkan pinjaman tanpa perlu mengajukan kredit ke bank. 
Layanan pinjaman peer to peer lending dapat diakses oleh masyarakat melalui aplikasi pada 
gawai. Hal ini tentu berbeda dengan fasilitas kredit atau pembiayaan perbankan dimana debitor 
yang memerlukan pinjaman harus mendatangi kantor perbankan terkait dan harus menjalani 
proses antri sampai menandatangani perjanjian kredit. Di dalam peer to peer lending ini sendiri 
terdapat 3 pihak yaitu platform penyelenggara peer to peer lending  atau aplikasi, pemberi dana/
pinjaman yang sering disebut lender, dan penerima dana/pijaman yang sering disebut borrower 
(Hartanto, Budiharto, Lestari, 2018:1225).

Dan pada layanan pinjam meminjam uang melalui peer to peer lending juga tidak 
mempersyaratkan adanya agunan yang tentu saja hal ini berbeda dengan fasilitas  kredit  ataupun  
pembiayaan  perbankan  yang  biasanya mempersyaratkan adanya agunan (Wang et al,2015:20). 
Pengguna pada awalnya tertarik dengan konsep peer to peer lending karena dampak krisis 
finansial 2008. Pada saat itu bank menutup penyaluran kredit baru dan memberikan suku bunga 
yang mendekati 0% kepada para deposan uang. Oleh karena itu peminjam harus mencari sumber 
pendanaan alternatif dan pemilik dana aktif mencari investasi dengan imbal hasil yang lebih 
tinggi.

Di Indonesia, sebelum Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi 
Informasi, platform peer to peer lending. sejatinya telah ada dalam masyarakat. Sebagai contoh 
platform uangteman.com yang  telah  dikenal  di  Indonesia  sejak 2015.  OJK menerbitkan  POJK 
No. 77/POJK.01/2016. Berdasarkan peraturan tersebut, yang dimaksud dengan layanan pinjam 
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meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan 
untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam mata uang rupiah 
secara sistem elektronik. Peer to peer lending berbeda dengan layanan pinjam meminjam uang 
sebagaimana diatur pada Pasal 1754 KUHPerdata. Pada perjanjian pinjam meminjam uang 
sebagaimana diatur pada Pasal 1754 KUH Perdata para pihak yang terlibat adalah pemberi 
pinjaman dan penerima pinjaman dimana para pihak ini memiliki hubungan hukum secara 
langsung melalui perjanjian pinjam meminjam. dalam layanan peer to peer lending, pemberi 
pinjaman/lender tidak bertemu langsung dengan penerima pinjaman/borrower, bahkan diantara 
para pihak dapat saja tidak saling mengenal karena dalam sistem peer to peer lending terdapat 
pihak lain yakni platform peer to peer lending yang menghubungkan kepentingan antara para 
pihak ini.

Meskipun perusahaan penyelenggara platform peer to peer lending memiliki kemiripan 
dengan perbankan yang menerima uang dari deposan dan menyalurkannya melalui fasilitas 
kredit atau pembiayaan, perusahaan penyelenggara peer to peer lending bukanlah perbankan. 
Berdasarkan uraian di atas, artikel ini berusaha untuk mengkaji perlindungan hukum lender dalam 
transaksi yang diselenggarakan pada platform peer to peer lending.

B.  	Metode Penelitian
Jenis Penelitian yang digunakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif dengan 

pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual 
approach). Jenis dan sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data 
sekunder dan menggunakan bahan hukum primer yang  terdiri  dari  peraturan  perundang-
undangan  dan  bahan  hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal hukum, artikel serta bahan 
dari internet. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah dengan metode silogisme melalui 
pola piker deduktif. Pola pikir deduktif ini terdapat 2 (dua) premis untuk membangun analisis 
terhadap isu hukum yaitu berupa premis mayor yang merupakan aturan hukum yang berlaku dan 
premis minor yang merupakan fakta hukum atau kondisi empiris dalam pelaksanaan suatu aturan 
hukum. Kemudian dari kedua premis tersebut ditarik kesimpulan atau konklusi.

C.	 Hasil dan Pembahasan
1.	 Pengaturan Transaksi Peer to Peer Lending dalam Kaidah Hukum di Indonesia

Peer to Peer Lending berkembang di Indonesia, sejak tahun 2016 Peer to Peer 
Lending mulai berkembang dan dikenal oleh masyarakat Indonesia. Peer to Peer 
Lending membantu para UMKM yang membutuhkan dana untuk modal usahanya 
tanpa menggunakan angunan. Fintech jenis Peer to Peer Lending termasuk ke dalam 
jenis pembaruan dalam proses bisnis, model bisnis, dan instrument keuangan yang 
memberikan nilai baru dalam sektor jasa keuangan salah satunya di Indonesia. Peer to 
Peer Lending ini hadir di tengah masyarakat pada zaman milenial sebagai wujud bahwa 
pengajuan kredit tidak hanya dilakukan apabila seseorang tersebut memiliki rekening 
pada salah satu bank, melainkan juga pada seseorang yang tidak memiliki rekening di 
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salah satu bank. Penawaran yang diberikan oleh Peer to Peer Lending antara lain karena 
memiliki system transaksi digital dipandang lebih memberikan kemudahan, kecepatan, 
kepraktisan karena mudah dilakukan dimana saja dan kapan saja. Selain itu keunggulan 
Peer to Peer Lending juga membuat inovasi baru dengan cara melakukan verifikasi 
nasabah tanpa adanya tatap muka secara langsung dan tanpa harus menggunkan kertas 
atau paperless yang seperti digunakan dalam Bank Konvensional.

Pengaturan transaksi peer to peer lending dalam kaidah hukum di Indonesia telah 
diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia:

a.    Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Perkembangan yang terjadi dalam dunia keuangan semakin berinovasi terkait 
mekanisme pengawasan dalam nasabah bank dalam konteks bank secrecy, yang 
sebelumnya hal ini adalah wewenang dari Bank Indonesia. Setelah disahkannya 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang 
selanjutnya ditulis OJK telah dipindah tangankan fungsinya kepada OJK. Oleh 
sebab itu OJK menjadi Dewan Komesioner yang bertugas untuk melakukan 
pengawasan.

b.	 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kemajuan teknologi internet yang semakin meningkat dan berkembang lebih 
pesat ini menyebabkan banyaknya inovasi dan peluang akses media informasi yang 
sangat luas terbuka. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik. Didalam hal ini mengatur tentang perlindungan, penyelenggaran sistem 
elektronik, tanda tangan elektronik, kontrak elektronik.

c.	 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang  Layanan 
Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan Informasi

Perkembangan teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan 
industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya pembiayaan yang ada didalam 
masyarakat khusunya dalam bidang pinjam meminjam uang berbasis teknologi dan 
informasi, oleh sebab itu Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan pengaturan tentang 
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan Informasi adapun yang 
diatur didalamnya berupa prosedur pelaksanaan  layanan  pinjam  meminjam  uang  
berbasis teknologi, dan menjalaskan secara rinci tentang transaksi peer to peer 
lending. Didalam kegiatan transaksi peer to peer lending harus terdapat adanya 
perjanjian, perjanjian ini harus dituangkan dalam dokumen  elektronik,   dilaksankan   
dengan menggunkan   tanda tangan elektronik yang mengikuti ketentuan penggunaan 
tanda tangan elektronik (digital signature) yang diatur didalam pasal 41 Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 dan Undang-Undang No.19 
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Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transasksi Elektronik. Perjanjian yang dilakukan dalam transaksi 
peer to peer lending ada dua jenis pelaksanaanya yaitu yang pertama diatur dalam 
Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 yakni;

1)	 Perjanjian antara penyelenggara Peer to Peer Lending dengan pemberi 
pinjaman;

2)	 Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Dilihat dari garis besar dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 ini sudah 
dijelaskan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi 
adalah penyelenggaraan jasa keuangan untuk mempertemukan lender dengan 
borrower yang disediakan platform penyelenggara peer to peer lending dengan 
menggunakan elektronik dan jaringan internet. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
telah meresmikan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia) sebagai wadah 
berkumpulnya fintech peer to peer lending yang sudah terdaftar dalam Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) kehadiran AFPI ini tentunya menguntungkan bagi masyarakat 
yang akan melakukan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi (Prayogo 
Ryza:2019).

Pada prinsipnya POJK Nomor 77/POJK.01/2016 lahir untuk memudahkan 
dan memberikan maximum security terhadap para pihak yang ada dalam transaksi 
peer to peer lending (I Wayan Bagus P, 2018:4). POJK Nomor 77/POJK.01/2016 
memuat prinsip-prinsip pokok yang mengatur kegiatan yang dilakukan dalam 
transaksi peer to peer lending yaitu seperti kegiatan usaha peer to peer lending, 
Batasan-batasan pemberian pinjaman dana, pendaftaran dan perizinan, klasifikasi 
para pihak, mitigasi risiko, kerahasiaan data, sistem pengamanan, larangan, sanksi 
dan ketentuan lainnya.

d. 	 Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang   Onovasi   
Keuangan Digital (IKD) di Sektor Jasa Keuangan

Inovasi Keuangan Digital merupakan pembaruan aktivitas yang berupa model 
bisnis, proses bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah di 
sektor keuangan yang menggunakan teknologi digital (Ernama, Budiharto, dan 
Hendro, 2017:5).  Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 13/POJK.02/2018 
ini mengatur lebih umum dibandingkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
77/POJK.O1/2016 hal ini dikarenakan karena Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
Nomor 13/POJK.02/2018   mengatur   segala   jenis inovasi keungan dibidang digital 
yang ada di Indonesia seperti contohnya penyelesaian transaksi, penghimpunan 
modal, penyelesaian transaksi, penghimpunan modal, pengelolaan investasi, 
penghimpunan dan penyaluran dana, perasuransian, pendukung pasar, pendukung 
keuangan dibidang digital lainnya.
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e.	 Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  19/12/PBI/2017  tentang Penyelenggaraan 
Teknologi Finansial

Pengaturan lainnya yang mengatur transaksi peer to peer lending yaitu Bank 
Indonesia sebagai lembaga yang bertugas untuk mengatur dan menjaga kelancaran 
sistem pembayaran mentepakan dasar hukum penyelenggaran fintech dalam system 
pembelajaran di Indonesia melalui peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 
tentang Penyelenggaran Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Bank Indonesia   
telah   mendefinisikan  fintech sebagai hasil gabungan antara jasa keuangan dengan 
teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat. 
Yang sebelumnya jika melakukan transaksi pembayaran harus dengan tatap muka 
tetap didalam peer to peer lending ini tidak harus dengan tatap muka melainkan 
hanya dengan menggunakan gawai dan bisa diakses dalam kurun waktu 24jam.

2. 	 Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Lender dalam Transaksi Peer to Peer 
Lending Kaitannya Platform Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Pengaturan Peer to Peer Lending sudah dijelaskan dibeberapa pengaturan yang  
ada didalam  kaidah hukum  di  Indonesia,  dalam  hal  perlindungan hukum terhadap 
lender dalam transaksi peer to peer lending kaitannya platform melakukan perbuatan 
melawan hukum. Dijelaskan bahwa lender adalah orang, badan hukum, dan/atau badan 
usaha yang memiliki piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis 
teknologi informasi. Transaksi didalam peer to peer lending tidak akan bisa jalan tanpa 
adanya lender. Namun tanpa adanya platform penyedia transaksi peer to peer lending 
antara lender dan borrower tidak bisa dipertemukan. Platform penyedia transaksi peer 
to peer lending berbentuk website dan yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) dalam hal ini platform sangat berperan penting pada transaksi peer to peer lending. 
Namun pada kenyataannya banyak platform penyedia transaksi peer to peer lending 
yang melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam KUHPerdata perbuatan melawan 
hukum ada di dalam pasal 1365 dan pasal 1366.

Ketentuan yang ada dalam pasal 1365 KUHPerdata mengatur mengenai sebab-
akibat dari suatu perbuatan melawan hukum baik karena subjek tersebut berbuat atau 
karena tidak berbuat. Namun pasal 1366 KUHPerdata lebih mengarah pada tuntutan 
pertanggungjawaban pada subjek yang telah melakukan perbuatan melawan hukum 
yang diakibatkan adanya kesalahan karena kelalaian (overchtmatigenalaten) dan adapun 
unsur-unsur yang bisa digolongkan perbuatan melawan hukum apabila memenuhi 
sebagai berikut:

a.	 Adanya suatu perbuatan

b.  	 Perbuatan tersebut melawan hukum. 

c.   	Adanya kerugian bagi korban.

d.  	 Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Di dalam pasal 37 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terdapat bahwa;



215Perlindungan Hukum Lender dalam Transaksi...Privat Law Volume 11 Nomor 2 (Juli-Desember 2023)          

“Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul 
akibat kesalahan dan/atau kelalaian Direksi, dan/atau Pegawai Penyelenggara”

Jelas demikian dalam hal platform melakukan perbuatan melawan hukum dalam 
transaksi peer to peer lending platform wajib bertanggung jawab atas kerugian yang 
didapat lender saat platform melakukan perbuatan melawan hukum.Bersumber pada 
Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang 
didalamnya menyatakan bahwa:

Mengatur kewenangan OJK melakukan pembelaan hukum dalam rangka 
perlindungan konsumen dan masyarakat yang meliputi;

a. 	 Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan 
untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan 
tersebut;

b.   	Mengajukan Gugatan dalam hal ini bisa dijelaskan sebagai berikut;

1)  	 Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik lender yang dirugikan dari 
platform yang menyebabkan kerugian, baik yang menyebabkan kerugian 
dimaksud maupun dibawah penguasaan pihak lain dengan itikad baik dan/atau;

2)  	 Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak  lender kepada pihak platform 
sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor 
jasa keuangan;

3)  	 Ganti kerugian  tersebut hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian 
kepada pihak yang dirugikan yaitu lender.

D.	 Simpulan
Pengaturan tentang transaksi peer to peer lending dijelaskan didalam kaidah hukum di 

Indonesia melalui beberapa pengaturan yang ada seperti pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
2011 tentang OJK, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 
82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Otoritas 
Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi 
Informasi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan 
Digital (IKD) di Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang 
Penyelenggaraan Teknologi Financial namun kenyatannya pengaturan yang ada dalam kaidah 
hukum di Indonesia masih kurang efektif belum ada lembaga khusus untuk penyelesaian sengketa 
dalam penyelenggaraan transaksi peer to peer lending di Indonesia.

E.	 Saran
Sebaiknya pengaturan tentang transaksi peer to peer lending khususnya peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 perlu dilakukan revisi dan pembaharuan sehingga tidak 
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ada lagi menimbulkan ketidakpastian hukum para pihak dalam transaksi peer to peer lending. 
Platform penyelenggara transaksi peer to peer lending agar mematuhi semua ketentuan yang 
berlaku dalam pengaturan yang sudah diterapkan dalam kaidah hukum di Indonesia.
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This articles aims to analyse and examine the importance of 
implementing credit guarantee on peer to peer (p2p) lending 
mechanism in Indonesia as a form of prevention of Non 
Perfroming Loan Risk and the ideal type of credit guarantee to be 
applied on peer to per (p2p) lending mechanism. This research 
is a normative legal research with a perspective character 
with a consepual approach. The type of data used is secondary 
data which includes primary dan secondary legal materials. 
Meanwhile, the thechnique of collecting data in examining these 
problems use a literature study technique which is then carried 
out by technical analysis using the deductive method. The results 
show that there is urgency for the application of credit guarantee 
on peer to peer (p2p) lending sector based on 3 important aspects, 
namely philosophical, juridical, and sociological foundations. 
The urgency is related to the risk of non performing loan or 
default by the borrower which must be borne by the the lender. 
Implementing fiduciary security into peer to peer (p2p) lending 
mechanism can be an ideal solution to provide protection and 
legal certainty for lenders while minimizing the potentional risk 
of non performing loan.

Abstrak:
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji mengenai 
pentingnya penerapan jaminan kredit dalam mekanisme peer to 
peer (p2p) lending di Indonesia sebagai wujud penanggulangan 
risiko kredit macet dan jenis jaminan kredit yang ideal untuk 
diterapkan dalam mekanisme peer to peer (p2p) lending. 
Penelitian ini merupakan  penelitian  hukum  normatif  bersifat  
perskriptif  dengan  pendekatan konseptual. Jenis data yang 
digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum 
primer dan sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam 
mengkaji permasalahan tersebut dengan menggunakan teknik 
studi kepustakaan yang selanjutnya dilakukan teknis analisis 
menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan 
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Article Information Abstract
bahwa terdapat urgensi atas penerapan jaminan kredit pada 
sektor peer to peer (p2p) lending berdasarkan 3 aspek penting 
yakni landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Urgensi tersebut 
berkaitan dengan adanya risiko kredit macet atau gagal bayar oleh 
penerima pinjaman yang harus ditanggung pemberi pinjaman. 
Dengan menerapkan jaminan fidusia ke dalam mekanisme peer 
to peer (p2p) lending dapat menjadi solusi yang ideal untuk 
memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi pemberi 
pinjaman sekaligus meminimalisir potensi risiko kredit macet 
tersebut.

A.  	Pendahuluan
Kegiatan pinjam meminjam uang telah menjadi bagian dari kegiatan perekonomian masyarakat 

sejak dahulu hingga saat ini setelah masyarakat mengenal dan menggunakan uang sebagai alat 
pembayaran. Sebagian besar masyarakat telah melakukan kegiatan pinjam meminjam uang untuk 
berbagai hal kebutuhan perekonomiannya seperti untuk kepentingan bisnis agar dapat terus 
berjalan dan berkembang, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan untuk meningkatkan 
taraf kehidupannya (M. Bahsan, 2007:1). Pada awalnya, bank menjadi salah satu tempat yang biasa 
digunakan masyarakat untuk mendapatkan dana pinjaman melalui prosedur-prosedur yang cukup 
panjang dan pasti dilakukan secara tatap muka. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi 
informasi, perkonomian dunia memasuki babak baru dengan dikenalnya istilah digital economic 
yang mana di dalamnya meliputi industri financial technology (fintech). Fintech memiliki konsep 
yaitu adaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga 
perbankan sehingga diharapkan dapat memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, 
aman serta modern, meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di 
Indonesia, yaitu payment channel system, digital banking, online digital insurance, peer to peer 
(p2p) lending, serta crowd funding (Immanuel Adhitya, 2017:138).

Peer to peer (p2p) lending adalah proses pinjam meminjam yang mempertemukan penerima 
pinjaman dan pemberi pinjaman pada platform internet atau situs web tanpa perantara lembaga 
keuangan seperti bank. Situs web peer to peer bertindak sebagai perantara antara peminjam 
dan pemberi pinjaman (Bachmann dkk., 2011 : 5). Sebagai aplikasi revolusioner, peer to peer 
(p2p) lending dapat memfasilitasi pengeposan dan pencarian informasi dan menyediakan semua 
fungsi yang diperlukan untuk menyelesaikan transaksi secara efektif (Chen, 2012:2). Beberapa 
keunggulan dari peer to peer (p2p) lending yaitu tersedianya kuasa hukum untuk mempermudah 
transaksi online, penilaian risiko terhadap para pihak secara online, pengiriman informasi tagihan 
(collection) secara online, penyediaan informasi status pinjaman kepada para pihak secara online, 
penyediaan escrow account dan virtual account di perbankan kepada para pihak, sehingga seluruh 
pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan dan tersedianya dokumen 
perjanjian dalam bentuk elektronik secara online untuk keperluan para pihak (Penjelasan POJK 



220 Urgensi Pengaturan Jaminan Kredit dalam...Privat Law Volume 11 Nomor 2 (Juli-Desember 2023)            

77/2016). Milne dan Parboteeah (2016) menyebutkan keuntungan lainnya dari peer to peer (p2p) 
lending. Pertama, menawarkan keuntungan yang lebih tinggi untuk pemberi pinjaman daripada 
bank konvensional dan biaya rendah untuk peminjam. Kedua, memberikan akses kredit bagi 
beberapa kategori peminjam yang tidak bisa mendapatkan akses pinjaman dari bank. Ketiga, peer 
to peer (p2p) lending memiliki nilai sosial dibandingkan bank konvensional. Keempat, teknologi 
inovasi meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan (Milne, 2016:4).

Namun, dibalik segala kemudahan tersebut terdapat beberapa permasalahan risiko yang 
harus ditanggung oleh pihak yang terkait, diantaranya risiko tarif bunga yang tinggi, risiko kredit 
macet, hingga cara-cara penagihan yang tidak patut (Windy Sonya Novita, 2020:156). Pokorna 
dan Sponer mengemukakan bahwa risiko terbesar dimiliki oleh pemberi pinjaman yakni mengenai 
kredit buruk oleh penerima pinjaman (Pokorna, 2016:331). Banyak penerima pinjaman yang 
mengajukan pinjaman memiliki peringkat kredit rendah yang tidak memungkinkan bagi mereka 
untuk mendapatkan pinjaman melalui bank konvensional. Selain itu, tidak adanya  asuransi/per-
lindungan dari pemerintah kepada pemberi pinjaman apabila terjadi gagal bayar oleh penerima 
pinjaman (Corporate Finance Intitute, 2015). Berdasarkan data OJK mengenai perkembangan peer 
to peer (p2p) lending per Agustus 2020, tingkat keberhasilan bayar 90 hari (TKB90) mengalami 
penurunan menjadi 91,12% yang berarti wanprestasi pinjaman di atas 90 hari (TWP90) dari 157 
penyelenggara peer to peer (p2p) lending mencapai 8,88%. Angka tersebut melonjak banyak apabila 
dibandingkan rasio TWP90 per Januri 2020 yaitu sebesar 3,98% (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam 
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pun belum mengatur adanya jaminan kredit dalam 
perjanjian pinjam meminjam. Layanan keuangan tanpa jaminan khusus untuk disepakati seperti 
jaminan perorangan atau kebendaan memiliki risiko lebih tinggi (Lu, 2018:320). Risiko tersebut 
lebih mengacu bagi pemberi pinjaman. Trisandini, Anindya dan Ninis menjelaskan terkait posisi 
pemberi pinjaman dalam peer to peer (p2p) lending. Tanpa agunan khusus sebagai jaminan, posisi 
pemberi pinjaman akan sangat berisiko karena mereka hanya bertindak sebagai kreditor konkuren 
atas jaminan umum, terutama apabila penerima pinjaman gagal menyelesaikannya pelunasan 
utangnya (wanprestasi) (Usanti, 2019:166-167). Hal ini tentu tidak adil bagi pemberi pinjaman, 
mengingat mereka tidak mengetahui secara pasti aset penerima pinjaman dan berapa banyak 
kreditor yang melakukan perikatan dengannya. Oleh karena itu, dalam hal penerima pinjaman 
dianggap wanprestasi dalam pembayaran kreditnya, pemberi pinjaman dapat melakukan upaya 
hukum sesuai dengan hukum yang berlaku dengan menggugat  debitor wanprestasi tersebut ke 
pengadilan  negeri. Kendati demikian, akan bermasalah bila kreditnya tidak seberapa, seperti yang 
terjadi pada Danamas. Jumlah minimum kredit yang diberikan Danamas adalah Rp500.000, dan 
akan banyak membuang waktu, biaya, dan tenaga jika mereka mengajukan gugatan ke pengadilan 
umum atas pinjaman sekecil itu.

Berdasarkan permasalahan di atas nampak jelas bahwa belum adanya regulasi terkait 
penerapan jaminan kredit dalam layanan peer to peer (p2p) lending di Indonesia sebagai wujud 
perlindungan bagi pemberi pinjaman atas risiko kredit. Oleh karena itu artikel ini mengkaji 
urgensi pengaturan jaminan kredit dalam sektor peer to peer (p2p) lending di Indonesia.
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B.	 Metode Penelitian
Penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif yuridis 

dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (the statute approach) dan pendekatan 
analisis konsep hukum (analitical & conseptual Approach) dengan menggunakan sumber bahan 
hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam 
penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (literature research). Sedangkan teknik analisis 
bahan hukum yang digunakan adalah analisis silogisme deduksi yang berpangkal dari pengajuan 
premis mayor dan premis minor untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan atau konklusi.

C.  	Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pengaturan mengenai  jaminan  kredit  dalam  sektor  peer  to  peer  (p2p) lending di Indonesia 

dapat disusun berdasarkan:

1.   	Landasan Filosofis

Dasar filosofis jaminan kredit dalam peer to peer (p2p) lending terdapat pada sila 
kedua Pancasila. Pinjam meminjam uang merupakan implementasi upaya mewujudkan rasa 
kemanusiaan dengan saling membantu dalam bidang perekonomian. Dalam kegiatan usaha 
peer to peer (p2p) lending yang beradab tentu akan memperhatikan kepentingan pengguna 
dengan memitigasi risiko- risiko sedini mungkin, seperti melalui jaminan perlindungan 
data pribadi, peningkatan kualitas teknologi, dan menjamin perlindungan konsumen tanpa 
membeda-bedakan suku, ras, dan agama.

Sila kelima Pancasila pun turut memberikan landasan filosofis. Sebagai perwujudan 
sila tersebut, penyelenggara diharapkan dapat berlaku adil dengan memperhatikan hak dan 
kewajiban masing-masing pihak dalam melaksanakan pinjam meminjam uang. Selayaknya 
dalam kehidupan nyata, dalam peer to peer (p2p) lending tetap perlu menjamin kepentingan 
pemberi pinjaman atas pelunasan utang penerima pinjaman melalui penegasan kewajiban 
penyerahan jaminan kredit oleh penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman. Dengan 
menetapkan regulasi terkait jaminan kredit dalam peer to peer (p2p) lending, pemerintah 
dapat memenuhi kewajibannya kepada rakyat, dalam hal ini memastikan perlindungan 
kepentingan pemberi pinjaman atas risiko kredit macet oleh penerima pinjaman yang pada 
akhirnya akan berdampak pula pada stabilitas perekonomian negara.

Kemudian, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan 
kesejahteraan umum. Melalui pengaturan jaminan kredit yang dituangkan dalam bentuk 
undang-undang mengenai fintech peer to peer (p2p) lending mampu menjadi upaya nyata 
pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Inisiatif pembentukan 
undang-undang tersebut dipertegas pula dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 
Negara Tahun 1945.

Selanjutnya dipertegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum 
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merupakan negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada seluruh warga 
negaranya (Kusnardi dan Ibrahim, 1983:153) tanpa terkecuali. Hukum berfungsi sebagai 
perlindungan kepentingan manusia sehingga penegakkan hukum harus memperhatikan 4 
(empat) unsur perlindungan hukum (Ishaq, 2009 : 43) yaitu kepastian hukum, kemanfaatan 
hukum, keadilan hukum, jaminan hukum. Maka dari itu, sudah seharusnya Indonesia 
memberikan jaminan keadilan kepada warga negaranya melalui pembentukan peraturan 
hukum  yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya. Melalui 
pengaturan jaminan kredit dalam peer to peer (p2p) lending, pemberi pinjaman akan 
mendapatkan perlindungan sekaligus kepastian hukum atas pelunasan utang penerima 
pinjaman, mengingat dalam peer to peer (p2p) lending segala risiko kredit menjadi tanggung 
jawab pemberi pinjaman.

2.   	Landasan Yuridis

Pengaturan mengenai jaminan kredit bagi bank telah tertuang dalam Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 
tentang Perbankan. Berdasarkan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, 
sebagai wujud tanggung jawab atas dana masyarakat yang telah dihimpun serta untuk 
menanggulangi risiko kredit macet maka bank wajib melakukan analisis mendalam atas 
kemampuan dan kesanggupan calon debitor dalam melunasi utangnya. Analisis yang harus 
dilakukan bank dalam pemberian kredit atau pembiayaan tersebut melalui penilaian terhadap 
watak, kemampuan, modal, agunan, kondisi perekonomian, dan prospek usaha calon debitor. 
Mengenai agunan atau jaminan kredit tertuang pula dalam Pasal 11 yang menyatakan bahwa 
dalam pemberian kredit atau pembiayaan tersebut diikuti dengan pemberian jaminan kredit 
oleh debitor, sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 1998 didalam pemberian kredit akan diikuti pemberian jaminan kredit oleh 
debitor.

Meskipun pada dasarnya lembaga perbankan tidak dapat dipersamakan dengan peer to 
peer (p2p) lending yang merupakan lembaga pembiayaan (lebaga non-perbankan), namun 
pada intinya terdapat kesamaan terkait pelaksanaan pinjam meminjam uang yang tentu 
memiliki risiko utama dalam perkreditan yang cenderung sama pula. Risiko seperti kegagalan 
bayar, kredit macet perlu dimitigasi secara serius melalui pengaturan dalam undang- undang 
fintech terkait peer to peer  (p2p) lending  dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1998 tentang Perbankan yang telah menyiratkan hal tersebut.

Jaminan kredit dalam peer to peer (p2p) lending telah diisyaratkan dalam Buku II Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata. Jaminan secara umum dilandasi oleh Pasal 1131 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, telah diatur pula jaminan khusus yang terdiri 
dari jaminan kebendaan seperti gadai, hipotek, hak tanggungan, fidusia, resi gudang serta 
jaminan penanggungan perorangan, perusahaan, dan bank.
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3.   	Landasan Sosiologis

Pembentukan regulasi peer to peer (p2p) lending terkait jaminan kredit melalui dasar 
sosiologis adalah sebagai berikut:

Pertama, penyaluran pinjaman sejak awal didirikannya peer to peer (p2p) lending terus 
mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga bulan Agustus tercatat sudah sebanyak 
Rp104,53 triliun (naik 112,74%) dana tersalurkan. Eksistensi peer to peer (p2p) lending 
pun terbukti dengan meningkatnya jumlah rekening penerima pinjaman hingga 113,37% 
yoy dan penerima pinjaman sebesar 26,24% yoy. Sektor ini memiliki pertumbuhan yang 
signifikan dengan beberapa diantaranya dikarenakan sektor peer to peer (p2p) lending ini 
bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan pinjaman dana dengan cepat 
meskipun nominalnya tidak sebesar pada pinjaman bank konvensional serta menargetnya 
populasi unbanked sebagai wujud upaya mendorong kemajuan inklusi keuangan nasional. 
Berdasarkan riset Google, Tamasek dan Bain & Company 2019 yang bertajuk “e-Conomy 
South East Asia 2019” yang dilansir oleh Databoks, menyatakan bahwa sebanyak 42 juta 
orang Indonesia sudah memiliki akses perbankan dan 92 juta orang Indonesia atau setengah 
populasi orang dewasa,  masuk  dalam  kategori  unbanked  atau mereka  yang tidak memiliki 
akses perbankan (Viva Budy Kusnandar, 2019). Berdasarkan hal tersebut maka tidak heran 
apabila dalam beberapa kurun waktu saja sektor ini mampu memiliki pertumbuhan kredit 
yang sangat baik.

Namun, dengan segmentasi pasar yang cukup banyak menargetkan populasi unbanked, 
dapat menjadi ”boomerang” tersendiri apabila tidak diantisipasi dengan baik oleh pemerintah 
bahkan platform itu sendiri. Berdasarkan Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia 
oleh Otoritas Jasa Keuangan yang dilakukan pada tahun 2016 dan 2019 (Otoritas Jasa 
Keuangan, 2020), menunjukkan hasil bahwa melalui 12.773 responden di 34 provinsi di 
Indonesia yang mencakup 67 kota/kabupaten dengan mempertimbangkan gender dan strata 
wilayah perkotaan/perdesaan, tingkat literasi keuangan di Indonesia terjadi peningkatan 
sebesar 8,33% pada tahun 2019 yaitu 38,03% yang sebelumnya pada tahun 2016 sebesar 
29,7%. Apabila dibedah berdasarkan strata wilayah, indeks literasi keuangan pada perkotaan 
mencapai 41,41% sedangkan pada perdesaan sebesar 34,53% dan 68,49%. Dalam survei 
pada tahun 2016 mendapatkan hasil pula bahwa dari segi pengetahuan tentang fitur mencapai 
84,16%, pengetahuan tentang manfaat  mencapai  86,57%,  dan  pengetahuan  tentang  denda  
mencapai 66,04%. Namun, pengetahuan dari segi risiko, cara memperoleh, hak, kewajiban 
dan biaya tergolong rendah, yakni dibawah 50% (Strategi Nasional Keuangan Inklusif, 2018) 
sedangkan hal tersebut merupakan hal yang cukup krusial apabila dikaitkan dengan potensi 
risiko kredit macet akibat penerima pinjaman itu sendiri.

Kedua,  dalam Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 77/POJK.01/2016 tentang 
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tidak mengatur mengenai 
jaminan kredit bagi pemberi pinjaman dalam peer to peer (p2p) lending. Tanpa adanya aturan 
mengenai jaminan kredit akan memberikan kesempatan bagi oknum yang tidak bertanggung 
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jawab mendapatkan celah-celah untuk melakukan wanprestasi. Selain itu, mengakibatkan 
pemberi pinjaman kurang mendapatkan perhatian atas pemenuhan haknya untuk mendapatkan 
jaminan pelunasan utangnya. Pemberi pinjaman memiliki risiko kehilangan seluruh atau 
sebagian dananya atas perbuatan wanprestasi penerima pinjaman dan tidak akan menjadi 
tanggung jawab penyelenggara apabila hal tersebut terjadi.

Ketiga, LBH Jakarta mengatakan bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam peer 
to peer (p2p) lending seperti penetapan bunga yang besar dan terdapat peminjam rangkap 
di banyak penyelenggara jasa peer to peer (p2p) lending (Sitompul, 2018: 74). Selain 
karena belum diatur secara tegas melalui  peraturan  perundang-undangan, penetapan  bunga 
pinjaman oleh platform peer to peer (p2p) lending yang cenderung lebih tinggi dari pada bank 
konvensional kemungkinan besar dipengaruhi oleh tidak adanya kewajiban bagi penerima 
pinjaman untuk menyerahkan jaminan kredit sebagai persyaratan penting diterimanya 
pengajuan kreditnya. Permasalahan tersebut tentu menjadi pemicu terjadinya wanprestasi 
oleh penerima pinjaman yang sangat memengaruhi tingkat risiko kredit macet. Hal 
tersebut terbukti cukup mengkhawatirkan apabila tidak diperhatikan lebih serius dan tegas. 
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan mengenai Statistik Peer to Peer (P2P) Lending, 
diketahui bahwa tingkat kredit bermasalah terus meningkat sejak Januari 2020 yang tadinya 
hanya sebesar 3,98% kemudian menanjak sebesar 4,93% per April 2020 hingga mencapai 
angka 8,88% per Agustus 2020 dan diprediksi masih akan terus menanjak. Hal tersebut 
diperparah pula dengan gelagat yang mengkhawatirkan dari indikator tingkat keberhasilan 
90 hari (TKB90) yang turut mengalami penurunan.

Keempat, sempat adanya fenomena penagihan oleh beberapa platform peer to peer 
(p2p) lending yang tidak layak. Liputan6 Surabaya melalui websitenya mengatakan bahwa 
hal tersebut bermula diketahui dari adanya aduan oleh puluhan warga yang terjerat pinjaman 
online yang tidak dapat mengembalikan sejumlah dana yang dipersyaratkan oleh platform 
terkait karena tingginya bunga dan ketidaksesuaian jumlah pencairan dana kepada pihak yang 
berwenang (Liputan6.com, 2019). Platform tersebut kemudian menempuh cara penagihan 
dengan mengerahkan debt collector atau penagih utang dengan jalan meneror yang sangat 
mengintimidasi penerima pinjaman bahkan kerabatnya yang tidak ada hubungannya sama 
sekali dengan perjanjian kredit tersebut melalui pesan pendek di telepon seluler maupun 
media sosial. Penerima pinjaman yang terlilit utang tersebut pun menghadapi teroran dan 
beban malu tersebut dengan cara gali lubang tutup lubang pada beberapa platform peer 
to peer (p2p) lending lainnya sedangkan kualitas kredit dari penerima pinjaman tersebut 
tergolong rendah.

Kelima, meskipun penagihan dengan cara meneror bahkan mengintimidasi dilarang, 
Otoritas Jasa Keuangan belum menyediakan mekanisme mitigasi hingga penyelesaian sengketa 
apabila terjadi kredit macet  oleh penerima  pinjaman pada sektor peer to  peer (p2p) lending. 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif 
Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan hanya menjangkau sektor perasuransian, 
pasar modal, dana pensiun, perbankan, penjaminan, pembiayaan, dan pegadaian. Sebagai 
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kegiatan pembiayaan yang memanfaatkan teknologi informasi, penyelesaian sengketa pada 
sektor peer to peer (p2p) lending tidak selayaknya diselesaikan melalui lembaga alternatif 
penyelesaian sengketa konvensional, melainkan seharusnya diselesaikan melalui model 
online dispute resolution (ODR) atau penyelesaian sengketa daring. Landasan yuridis 
pelaksanaan ODR tersebut pun telah tercantum dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 
19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dengan landasan sosiologis yang kuat dapat sebagai acuan pembentukan kerangka 
hukum. Pembentukan regulasi peer to peer (p2p) lending terkait jaminan kredit akan 
berfungsi sebagai upaya perwujudan perlindungan hukum terhadap berbagai pihak yang 
terkait, sebagai mitigasi risiko kredit macet, sebagai penyelesaian masalah terkait mekanisme 
penagihan utang yang belum memadai, dan tentunya sebagai sarana perwujudan  stabilitas  
perekonomian  negara  dalam  ekosistem  ekonomi digital.

D.  	Simpulan
Urgensi pengaturan jaminan kredit dalam sektor peer to peer (p2p) lending di Indonesia 

dilihat berdasarkan aspek yaitu landasan filosofis yang bertumpu pada Sila Kedua dan Kelima 
Pancasila serta Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun  1945; 
landasan yuridis yang terdapat  pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; dan landasan sosiologis 
yang dapat dilihat berdasarkan data perkembangan fintech lending OJK per 31 Agustus 2020 
pertumbuhan  peer  to  peer  (p2p) lending  mengalami  peningkatan  yang  sangat signifikan baik 
dari sisi pengguna maupun platform itu sendiri, namun pertumbuhan sektor ini belum didukung 
dengan regulasi yang memadai dari pemerintah bahkan dari OJK sehingga belum memadainya 
pula mitigasi risiko atas kegagalan bayar dari penerima pinjaman yang ditanggung oleh pemberi 
pinjaman.

E.  	Saran
OJK sebagai regulator sekaligus pengawas dalam sektor peer to peer (p2p) lending   diharapkan   

merevisi   Peraturan   Otoritas   Jasa   Keuangan   Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam 
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sehingga mampu mengakomodasi pengaturan 
hukum jaminan sebagai wujud perlindungan sekaligus kepastian hukum bagi berbagai pihak yang 
terkait dan sebagai upaya meminimalisir risiko gagal bayar oleh penerima pinjaman.
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Many companies face the threat of difficulty paying their debts to 
their creditors. There are many reasons the debtor has not paid 
off the debt, including being unable to pay off the debt that has 
been given at all, the debt that has been paid is still insufficient for 
the debt bill, being late in paying the debt, or paying the debt but 
not in accordance with what has been agreed. The reconciliation 
plan in the PKPU contains one of which is the debtor’s plan to 
restructure his debts in accordance with the principle of business 
continuity, which most often is rescheduling, regulated in Article 
265 of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy. The 
parties are free to determine the content of the peace plan, the 
freedom of the content of this peace plan is known as the principle 
of freedom of contract. The peace agreement which has been 
ratified by the court, then the reconciliation has binding legal 
force for the Debtor and the Creditors.

Abstrak:
Banyaknya perusahaan-perusahaan yang menghadapi ancaman 
kesulitan membayar utang-utangnya terhadap para krediturnya. 
Banyak alasan utang tersebut tidak terbayarkan oleh debitor 
diantaranya karena tidak mampu sama sekali melunasi utang yang 
telah diberikan, utang yang telah dibayar masih belum mencukupi 
atas tagihan utang, terlambat membayar utang, atau membayar 
utang tetapi tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. 
Rencana perdamaian di dalam PKPU berisi salah satunya 
merupakan rencana debitur dalam melakukan restrukturisasi 
terhadap utangnya sesuai sesuai dengan asas keberlangsungan 
usaha, yang paling sering adalah rescheduling, diatur pada
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Article Information Abstract
Pasal 265 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 
Kepailitan. Para pihak bebas dalam menentukan isi dari rencana 
perdamaian tersebut, kebebasan isi dari rencana perdamaian ini 
dikenal dengan Asas kebebasan berkontrak. Perjanjian perdamaian 
yang telah disahkan oleh pengadilan maka perdamaian tersebut 
telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi Debitor dan 
para Kreditor.

A.	 Pendahuluan
Perkembangan perdagangan yang semakin cepat meningkat dan dalam skala yang lebih luas 

mengglobal, masalah utang piutang perusahaan juga semakin rumit, dan membutuhkan aturan 
hukum yang efektif. Perkembangan perekonomian global membutuhkan aturan hukum kepailitan 
untuk menyelesaikan masalah utang piutang perusahaan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan 
hukum para pelaku bisnis dalam menyelesaikan permasalahan utang piutang. Globalisasi hukum 
mengikuti globalisasi ekonomi, dalam arti substansi berbagai Undang-undang dan perjanjian-
perjanjian menyebar melewati batas-batas negara. (Sunarmi, 2010). Relevansi hukum ekonomi 
semakin menonjol sejak lintas niaga masuk dalam dunia tanpa batas atau globalisasi ekonomi. 
Memberikan dampak yang positif bagi sistem hukum yang ada dinegara Indonesia khususnya 
atau negara-negara lain yang bergabung dalam pembentukan setiap instrumen internasional. 
(Putri Maha Dewi, 2019)

Pailit merupakan suatu keadaan debitor yang tidak melaksanakan pembayaran uatang-
utangnya.Tidak  melaksanakan  kewajiban  ini  terjadi  beberapa alternatif  yaitu tidak  mempunyai  
kemampuan  membayar  utang  atau  memang  tidak punya niatan untuk melunasi utang-utangnya. 
(Man S.Sastrawidjaja, 2006)

Hukum kepailitan mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas kegiatan 
dunia usaha. Selayaknya hukum yang berfungsi memberikan jaminan perlindungan terhadap 
setiap aspek kehidupan dan setiap hubungan hukum, maka hukum kepailitan berperan dalam 
memberikan jaminan kepastian penyelesaian sengketa utang piutang diantara pelaku usaha 
dengan mengatur perlindungan terhadap kepentingan masing-masing pihak. (Sidabutar, Media 
Group. Jakarta. L.M.J., 2019)

Masalah kepailitan selalu menimbulkan akibat, membawa dampak yang besar dan penting 
terhadap perekonomian suatu negara yang dapat mengancam kerugian perekonomian negara yang 
bersangkutan. Kerugian tersebut ditimbulkan akibat banyaknya perusahaan-perusahaan yang 
menghadapi ancaman kesulitan membayar utang-utangnya terhadap para krediturnya. Kepentingan 
masyarakat yang harus diperhatikan oleh undang-undang Kepailitan adalah kepentingan-
kepentingan: 1. Negara yang hidup dari pajak yang dibayar oleh debitor; 2. Masyarakat yang 
memerlukan kesempatan kerja dari debitor; 3. Masyarakat yang memasok barang dan jasa kepada 
debitor; 4. Masyarakat yang tergantung hidupnya dari pasokan barang dan jasa debitor, baik mereka 
selaku konsumen maupun selaku pedagang. (Sutan Remy Sjahdeini, 2010)
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Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 
Utang (UUKPKPU) tidak memisahkan kedua hal tersebut untuk syarat dapat dinyatakan pailit. 
Karena dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU disebutkan tidak melaksanakan pembayaran secara 
“lunas”, tidak dimasalahkan berhenti membayarnya karena alasan apapun. Oleh karena itu, 
kemungkinan dalam praktik terdapat orang yang berutang akan tetapi yang bersangkutan tidak 
melaksanakan pembayaran yang menjadi utangnya langsung diputuskan pailit di lain pihak harta 
kekayaannya cukup membayar utangnya. 

Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dapat diajukan debitur ke pengadilan 
niaga, sebagai reaksi atas permohonan pailit  yang   diajukan  oleh (para) krediturnya. Penundaan 
kewajiban Pembayaran utang (surseance van betaling) yang dimohonkan oleh debitur melalui   
penasihat hukumnya ke pengadilan niaga tersebut pada umumnya dengan tujuan untuk  mengajukan  
rencana  perdamaian  yang meliputi  pembayaran seluruh  atau sebagian  utangnya  kepada  
kreditur konkuren,  agar   tidak   terjadi   kepailitan. Oleh  karena   itu, dalam mencegah terjadinya 
kepailitan dapat menguntungkan banyak  pihak,  baik  karyawan,  rantai usaha  (business chain) 
pemegang saham (shareholder) maupun kreditur yang akan terbayar utangnya. (Anto. S, 2012)

Pelaku usaha untuk memulai dan mengembangkan bisnisnya dalam hal perjanjian utang-
piutang sering menimbulkan masalah hukum. Perjanjian utang-piutang yang terjadi saat ini 
menimbulkan masalah karena banyak kasus yang terjadi karena tidak terbayarkan nya utang yang 
telah diberikan oleh kreditor kepada debitor merupakan hal yang sering dialami, karena tidak 
mampu sama sekali melunasi utang yang telah diberikan, utang yang telah dibayar masih belum 
mencukupi atas tagihan utang, terlambat membayar utang, atau membayar utang tetapi tidak 
sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. (Irna Nurhayati, 1999)

Terdapat berbagai cara untuk mengatasi terhadap utang yang tidak terbayarkan. Diantaranya 
adalah melalui lembaga Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya 
disebut PKPU). Lembaga kepailitan merupakan suatu lembaga hukum perdata sebagai realisasi 
dari dua asas pokok yang terkandung dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang Undang 
Hukum Perdata. Tindakan Pailit adalah suatu sitaan umum atas semua kekayaan Debitur Pailit 
yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim 
Pengawas. Harta pailit akan dibagikan sesuai dengan porsi besarnya tuntutan Kreditor. Prinsip 
kepailitan yang demikian ini merupakan realisasi dari ketentuan Pasal 1131 dan Kitab Undang- 
undang Hukum Perdata, yaitu kebendaan milik Debitor menjadi jaminan bersama-sama bagi 
semua Kreditor yang dibagi menurut prinsip keseimbangan atau “Pari Pasu Prorata Parte”. (Jerry 
Hoff, 2000)

Perlu diperhatikan disini bahwa tidak semua debitor yang lalai tersebut dapat dimohonkan 
pailit, karena menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang, yang merupakan manifestasi dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab 
Undang Undang Hukum Perdata, harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya 
adalah debitor tersebut mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya 
satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 
Tahun 2004).
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Rencana perdamaian perjanjian antara Debitur dan para Kreditornya ini merupakan 
penyesuaian jumlah piutang (yang diajukan Kreditor) dengan jumlah utang yang diajukan Debitur, 
dalam rangka menghindari terjadi likuidasi. (Anita Afriana dan Rai Mantili, 2017) Perjanjian 
tersebut harus disetujui oleh para Kreditor Konkuren dengan melakukan pemungutan suara dalam 
rapat Kreditor dan untuk beberapan kriteria juga harus disetujui oleh pengadilan. Jika disetujui, 
maka akan mengikat seluruh Kreditor Konkuren, dan bila Kreditor atau pengadilan menolak 
rencana perdamaian, maka Debitur akan dilikuidasi. (Anita Afriana dan Rai Mantili, 2017)

Perdamaian dengan rekstrukturisasi utang memiliki tujuan untuk memberi kesempatan 
kepada Debitur untuk dapat terus menjalankan usahanya dengan tenang, sehingga dapat melunasi 
utang-utangnya dan terhindar dari pailit. Pada prinsipnya perdamaian merupakan kesepakatan 
antara para pihak dengan itikad baik untuk mencari keadilan, serta mencari jalan yang terbaik 
bagi para pihak. Apalagi dalam asas hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran 
utang terdapat asas keberlangsungan usaha. 

Berkaitan dengan penundaan pembayaran utang sesuai dengan asas keberlangsungan usaha, 
dimungkinkan Debitor dapat terus menjalankan usahanya sebagai suatu going concern dengan 
memberikan kesempatan kepada Debitor untuk memperoleh kelonggaran waktu yang wajar dari 
kreditor-kreditornya guna dapat melunasi utang-utangnya, baik dengan atau tanpa memperbaharui 
syarat-syarat perjanjian kredit. Konsep perubahan hukum yang harus dapat memfasilitasi adanya 
bentuk preventif dari terjadinya likuidasi dalam proses kepailitan untuk pencapaian corporate 
resque. Dengan demikian, melalui pemberian penundaan.

Berdasar uraiaan latar belakang yang telah dikemukakan maka pada tulisan ini akan 
membahas permasalahan bagaimana pelaksanaan perjanjian perdamaian untuk menciptakan 
konsep corportae resque dalam restrukturisasi semi publik insolvency law di era bisnis modern?

B.	 Perjanjian Perdamaian
Era globalisasi dengan semangat reformasi negara Indonesia mengikuti konsep sosiologi 

modern yang mencanangkan hidup dinamis dan proaktif di tengah-tengah dunia yang sangat 
mementingkan kompetisi dan materialis, seakan menggeser tata nilai musyawarah dan 
mengabaikan etika bermusyawarah. (Ambar Mutiah dan Adi Sulistyono, 2022).

Pembangunan ekonomi nasional untuk mengatur kegiatan bisnis satunya adalah dengan 
adanya peraturan hukum nasional dalam hal ini terkait perjanjian utang-piutang yang sering 
dilakukan pelaku usaha untuk memulai dan mengembangkan bisnisnya yang tidak jarang 
menimbulkan masalah hukum yaitu antara kreditor sebagai pihak yang memberikan pinjaman 
dan debitor sebagai penerima pinjaman. 

Perjanjian utang-piutang yang terjadi saat ini menimbulkan masalah karena banyak kasus 
yang terjadi karena tidak terbayarkan nya utang yang telah diberikan oleh kreditor kepada debitor 
merupakan hal yang sering dialami. Banyak alasan utang tersebut tidak terbayarkan oleh debitor 
diantaranya karena tidak mampu sama sekali melunasi utang yang telah diberikan, utang yang 
telah dibayar masih belum mencukupi atas tagihan utang, terlambat membayar utang, atau 
membayar utang tetapi tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. 
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Sudikno Mertokusumo menyampaikan bahwa asas hukum, atau prinsip hukum bukanlah 
peraturan hukum konkret melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan 
latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam atau di belakang setiap sistem 
hukum yang terjelma dari peraturan perundangan dan putusan Hakim yang merupakan hukum 
positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut. 
(Sudikno Mertokusumo, 1991).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang merupakan respons terhadap perkembangan dalam bidang perekonomian 
dan perdagangan, serta kebutuhan masyarakat dalam menyelesaikan masalah pembiayaan usaha. 
Perkembangan dan kebutuhan tersebut perlu diiringi dengan adanya sebuah peraturan hukum 
kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat menjamin kepastian hukum 
dan pelindungan yang adil bagi pelaku usaha. UU KPKPU sebagai dasar pelaksanaan kepailitan 
dan penundaan kewajiban pembayaran utang dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat dan dalam penerapannya menimbulkan berbagai permasalahan.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu masa yang diberikan oleh 
Hakim Pengadilan Niaga kepada debitor maupun kreditor untuk dapat menegosiasikan tentang 
cara-cara pembayaran utang debitor.Bahkan bila nanti direstrukturisasi utangnya agar nantinya 
debitor masih dapat melanjutkan usaha (Kartini Muljadi dikutip dari Rudy A. Lontoh, 2021) . 
Asset-aset milik debitor tetap dapat dipertahankan sehingga hal ini yang menjadikan jaminan bagi 
kreditor agar dapat melunasi utangnya. Selain itu fasilitas PKPU ini dimaksudkan agar kreditor 
dapat memperoleh kepastian mengenai tagihan utangnya dan nantinya akan dilunasi oleh debitor, 
(Denny Kailimang dikutip dari, Rudy A. Lontoh et al, 2001) karena keadaan ekonomi debitor 
masih ada dan berkemungkinan membuat keuntungan untuk membayar utang. 

PKPU adalah suatu keringanan yang diberikan kepada suatu Debitor untuk menunda 
pembayaran utangnya yang mana Debitor mempunyai harapan dalam waktu yang relatif tidak lama 
akan memperoleh penghasilan yang akan cukup melunasi semua utang-utangnya. (Novitasari, 
2017).

Periode waktu tersebut kepada kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk 
memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang-utangnya dengan memberikan rencana per-
damaian (composition plan) terhadap seluruh atau sebagian utangnya itu, termasuk apabila perlu 
merestrukturisasi utangnya tersebut. (Robinton Sulaiman & Joko Prabowo, 2000)

PKPU dapat diajukan oleh debitur maupun Kreditor yang memiliki itikad baik, dimana 
permohonan pengajuan PKPU harus diajukan sebelum diucapkannya putusan pernyataan pailit. 
(Rahayu Hartini, 2008) PKPU adalah penawaran rencana perdamaian oleh debitur yang merupakan 
pemberian kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, yang 
dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada kreditor. PKPU akan membawa 
akibat hukum terhadap segala kekayaan Debitor, dimana selama berlangsungnya PKPU, Debitor 
tidak dapat dipaksakan untuk membayar utang-utangnya, dan semua tindakan eksekusi yang telah 
dimulai untuk memperoleh pelunasan utang harus ditangguhkan. (Kheriah, 2013).
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Perdamaian pada lembaga hukum kepailitan dengan perdamaian disini tidak ada perbedaan 
mendasar yang sudah menjadi pemahaman umum. Kesepakatan di antara kreditur dan debitur 
yang berselisih menjadi ciri pokok baik pada paredamian pada lembaga kepailitan maupun 
pemahaman umum. Kesepakatan merupakan esensi perdamian. Kesepakatan kreditur dan debitur 
pada lembaga kepailitan dapat terwujud untuk menyusun usulan debitor dalam hal rencana 
perdamaian (composition plan).

C.	 Corporate Rescue dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Penundaan   Kewajiban   Pembayaran   Utang   (PKPU) dapat dipahami sebagai suatu upaya 

untuk mencapai kata mufakat antara debitur dengan kreditor  berkenaan  dengan  penyelesaian  
utang-piutang.  PKPU  dapat pula  dipahami  sebagai suatu  periode  waktu  tertentu yang  diberikan 
kepada debitur dan kreditor yang ditetapkan melalui putusan pengadilan niaga guna membuat 
kesepakatan bersama  terkait  dengan cara pembayaran  atau  penyelesaian  permasalahan  utang-
piutang  diantara para pihak,   baik  seluruh   atau  sebagian   utang   juga   kemungkinan dilakukannya  
restrukturisasi  utang  tersebut. Secara  lebih  sederhana, PKPU  juga  dapat  diartikan sebagai  
moratorium  legal  yakni  penundaan pembayaran   utang   yang   diperkenankan   oleh peraturan   
perundang-undangan  guna  mencegah  terjadinya  krisis  keuangan  yang  semakin parah. Dari  
beberapa  kasus  kepailitan  yang terdapat  di  Indonesia  ada yang  berakhir  damai  melalui  PKPU  
dan ada  pula  yang  tetap  berakhir pada putusan pailit pengadilan Niaga. (Sudargo. G, 2008)

Pada dasarnya, pemberian PKPU kepada Debitor dimaksudkan agar Debitor yang berada 
dalam keadaan insolvensi, mempunyai kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian. 
Oleh karena itu, PKPU merupakan kesempatan bagi  debitur untuk melunasi atau melaksanakan 
kewajibannya atas utang-utang agar Debitor tidak sampai dinyatakan pailit. Undang-undang 
secara tegas menyatakan bahwa selama PKPU berlangsung, maka terhadap Debitor tidak dapat 
diajukan permohonan pailit. (Kartika Irwanti & Anggit Sinar Sitoresmi, 2019)

Perdamaian tidak didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, akan tetapi 
pemahaman secara umum dapat merujuk pada pandangan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 
Tahun 2004 yang pada prinsipnya rencana perdamaian meliputi tawaran pembayaran sebagian 
atau seluruh utang kepada kreditor. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, tawaran seperti itu terkategori 
bentuk restrukturisasi utang. (F. Yudhi Priyo Amboro, 2020) Perdamaian dalam proses PKPU 
merupakan salah satu jenis perjanjian. Perdamaian juga diatur dalam Pasal 1851 KUH Perdata 
bahwa perdamaian bisa mengakhiri perkara yang sudah ada atau perkara yang mungkin akan ada. 
Pasal 1859 KUH Perdata dan 1860 KUH Perdata. (Ishak, 2016). Bila penetapan perdamaian telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap maka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan 
berakhir (Munir Fuady, 2005), selanjutnya debitor tinggal menjalankan isi yang ada pada 
penetapan perdamaian yang telah dibuat bersama para kreditor. 

Perkara PKPU ditangguhkan dan mempersilahkan kedua belah pihak untuk melakukan 
restrukturisasi hingga berakhirnya PKPU (Pasal 243 Ayat (1) dan Pasal 244 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 
Utang), dan selama itu Debitor tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya, kecuali 
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bagi tagihan dari kreditor separatis dan kreditor konkuren serta tidak berlaku terhadap beberapa 
jenis biaya penting seperti tagihan yang dijamin dengan gadai (Pasal 242 ayat 1 Undang-Undang 
Nomor 37 Tahun 2004). Selain itu, untuk menjamin keberlangsungan PKPU baik Debitor maupun 
kreditor tidak dapat menjadi penggugat atau tergugat dalam perkara yang sama (Pasal 243 ayat 
(3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). (Kartika Irwanti & Anggit Sinar Sitoresmi, 2019).

Para pihak bebas dalam menentukan isi dari rencana perdamaian tersebut, kebebasan isi dari 
rencana perdamaian ini dikenal dengan Asas kebebasan berkontrak setiap orang bebas untuk 
mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat pejanjian macam apapun, sepanjang 
perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan 
kesusilaan. (Gemala Dewi, 2004) Kebebasan ini adalah wujud dari kehendak bebas, pancaran hak 
dan hak asasi manusia. 

Perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan maka perdamaian tersebut 
telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak, adapun akibat hukum dari 
suatu perdamaian yang telah disahkan (homologasi) oleh pengadilan terhadap para pihak yaitu: 
rencana perdamaian yang disepakati oleh Debitor dan para kreditor baik dengan atau tanpa 
adanya perubahan dan setelah kesepakatan itu disahkan oleh pengadilan niaga maka perjanjian 
perdamaian tersebut mengikat baik Debitor maupun semua kreditor. Perjanjian perdamaian yang 
telah disahkan dan memperoleh kekuatan hukum tetap juga mengakhiri penundaan kewajiban 
pembayaran utang dan debitor harus melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan utangnya 
kepada para kreditornya, sedangkan para kreditor berhak untuk menerima pelunasan utangnya 
dari debitor sesuai dengan total tagihan dan cara pembayaran yang telah ditentukan. Hal ini sesuai 
dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa Semua perjanjian yang 
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 

Inti dari kepailitan karena adanya utang piutang debitor kepada pihak lain. Salah satu 
upaya hukum dari debitor pailit adalah perdamaian sebelum ada kalkulasi utang piutang 
dengan dasar hukum Pasal 144 sampai dengan Pasal 177 UUKPKPU. Perdamaian pada proses 
kepailitan yang diajukan ke Pengadilan Niaga. ini adalah merupakan hak yang diberikan 
undang-undang kepada Debitor Pailit. Namun rencana perdamaian ini mempunyai jangka 
waktu yaitu bisa diajukan debitor pailit setidaknya delapan hari sebelum rapat kalkulasi utang 
piutang. Pembahasan usulan perdamaian diusahakan dilakukan dan diputuskan setelah selesai 
rapat pencocokan piutang. Perdamaian tersebut perlu harus disetujui oleh para Kreditor dan 
dihomologi Pengadilan. 

Penundaan pembayaran utang, dimungkinkan debitor dapat terus menjalankan usahanya 
sebagai suatu going concern dengan memberikan kesempatan kepada debitor untuk memperoleh 
kelonggaran waktu yang wajar dari kreditor-kreditornya guna dapat melunasi utang-utangnya, 
baik dengan atau tanpa memperbaharui syarat-syarat perjanjian kredit. Dengan demikian, 
melalui pemberian penundaan pembayaran yang diimplementasikan dalam bentuk kelangsungan 
usaha yang diberikan kepada debitor, maka debitor dapat melakukan restrukturisasi utang. 
Cara restrukturisasi utang yang digunakan terhadap pencapaian persetujuan perdamaian adalah 
rescheduling yang dikombinasi model lain sebagaimana tersebut di atas. Akan tetapi kreditor juga 
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akan melihat analisis solvabilitas dari perusahaan go public tersebut. Jika analisis solvabilitasnya 
positif maka perusahaan tersebut berkategori going concern (kepedulian) dan kreditor akan yakin 
untuk menyetujui usulan perdamaian yang disampaikan, begitu juga sebaliknya. Pencapaian 
corporate resque dalam memaksimalkan proses yang mengarah pada kepentingan kreditor maka 
tercipta model yang mengadopsi konsep perubahan hukum yang harus dapat memfasilitasi adanya 
bentuk preventif dari terjadinya likuidasi dalam proses kepailitan.

D.	 Penutup
Perdamaian adalah tujuan dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hal ini terjadi 

bila perdamaian yang direncanakan itu dirapatkan dan melibatkan semua kreditor. Apabila 
perdamaian hanya diikuti unsur minimal dari kreditor, maka perdamaian itu tidak dapat diterima 
atau setidaknya debitor nanti dapat dinyatakan pailit. Perdamaian dalam PKPU menawarkan cara-
cara pembayaran seluruh atau sebagian utangnya sebagai upaya menghindari kepailitan, sehingga 
perdamaian berlaku secara hukum dan mengikat para pihak diperlukan pengesahan perdamaian 
dari Pengadilan Niaga. Namun dalam praktik, ditemukan adanya penundaan pengesahan 
perdamaian yang telah disetujui para pihak akibat laporan yang belum diserahkan Pengurus 
dalam masa PKPU. Rencana perdamaian berisi salah satunya merupakan rencana debitur dalam 
melakukan restrukturisasi terhadap utangnya. Rencana perdamaian ini merupakan tawaran dari 
debitur atas pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada para kreditur. di dalam PKPU, 
yang paling sering adalah rescheduling. 

Rencana perdamaian di dalam PKPU, diatur pada Pasal 265 Undang-Undang Nomor 37 
Tahun 2004. Berbeda dengan rencana perdamaian dalam konsep kepailitan yang merupakan 
jalan alternatif untuk menghindarkan insolvensi dan pemberesan harta pailit, PKPU justru tujuan 
utamanya adalah tercapainya perdamaian dan akibat hukumnya memberikan penundaan untuk 
Debitor melakukan pembayaran utang dan untuk kreditor melakukan penagihan piutang. Hal ini 
terlihat pada Pasal 222 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan 
pada intinya pertama Debitor mengajukan PKPU dengan maksud untuk mengajukan rencana 
perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor dan 
kedua Kreditor memohon agar Debitor diberi PKPU untuk memungkinkan Debitor mengajukan 
rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada 
Kreditornya sesuai dengan asas keberlangsungan usaha. 
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This article aims to know the legal problem and solution for 
FinTech P2P Lending Company that is not doing verification or 
rechecking their Borrowers. This type of article is normative legal 
research that is prescriptive to find a new concept for resolving 
the legal  problem  by  using  the  statute approach.  This article  
uses secondary  data  with primary legal material and library 
research. The data analysis technique used by the author is a 
deduction and syllogism analysis. The result of this research is a 
Borrower who committing fraud by using other person’s identity 
or fake account can be found because of personal data leaks dan 
sells personal data by social media. Moreover, fake account on 
P2P Lending also caused by FinTech P2P Lending Company 
who is not using KYC Principles as appropriate in the bank or 
not rechecking their Borrowers. A solution for FinTech P2P 
Lending Company who wants to apply KYC Principles in their 
P2P Lending platform is using e-KYC.

Abstrak:
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum serta 
solusi bagi Penyelenggara FinTech P2P Lending yang tidak 
melakukan verifikasi atau pemeriksaan ulang terhadap Penerima 
Pinjamannya. Artikel ini termasuk ke dalam jenis penelitian 
normatif yang bersifat preskriptif untuk menemukan konsep baru 
guna menjawab isu hukum yang dihadapi dengan menggunakan 
pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam 
artikel ini merupakan data sekunder dengan bahan hukum primer 
yang menggunakan teknik pengumpulan data hukum kepustakaan. 
Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah teknik 
analisis data yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa terdapat Penerima Pinajaman 
yang melakukan penipuan identitas atau munculnya akun palsu 
yang disebabkan adanya kebocoran data pribadi dan praktik jual-
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Article Information Abstract
beli data pribadi pada media sosial. Selain itu, munculnya akun 
palsu pada P2P Lending juga disebabkan karena Penyelenggara 
FinTech P2P Lending tidak menerapkan prinsip KYC layaknya 
perbankan atau melakukan pemeriksaan ulang terhadap Penerima 
Pinjamannya. Solusi bagi Penyelenggara FinTech P2P Lending 
yang ingin menerapkan prinsip KYC pada platform P2P Lending 
miliknya adalah dengan menggunakan e-KYC.

A.  	Pendahuluan
Perkembangan era globalisasi secara pesat menjadi pendorong bagi berkembangnya 

teknologi informasi dan komunikasi. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi tentu 
membawa dampak yang terlihat jelas dalam kehidupan baik dalam masyarakat maupun negara. 
Implikasi yang diberikan melalui teknologi digital apabila dipakai dalam kehidupan sehari-hari 
sangatlah besar karena dapat meningkatkan produktivitas kerja, membangun hubungan sosio-
ekonomi,  serta  membantu  memudahkan dalam berbagai hal (Sri Adiningsih, 2019: 58). Pesatnya 
perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi lahirnya 
bentuk-bentuk perbuatan hukum baru dikarenakan adanya perubahan dalam kegiatan kehidupan 
masyarakat dalam berbagai bidang (Siswanto Sunarso, 2009: 5). Internet merupakan salah satu 
bentuk yang terlihat dari perkembangan teknologi yang ada juga menjadikan perekonomian dunia 
telah memasuki era baru yang lebih populer dengan istilah ekonomi digital.

Dewasa ini, industri keuangan telah mengalami ketertarikan pada perkembangan ekonomi 
digital. Salah satu faktor yang menjadi penyebab ketertarikan dalam industri keuangan adalah 
luasnya wilayah Indonesia yang menjadikan perbankan tidak dapat menjangkau pembukaan 
cabang disetiap daerah. Berkembangnya industri keuangan pada revolusi industri 4.0 memunculkan 
start up atau perusahaan rintisan dengan menawarkan peluang bisnis baru yang menguntungkan 
dengan memanfaatkan layanan digital. Salah satu contoh munculnya start up baru yaitu dengan 
adanya layanan jasa keuangan berbasis teknologi seperti Financial Technology atau yang sering 
disebut dengan FinTech.

Salah  satu  bentuk  layanan  FinTech  yang  kehadirannya mendapatkan  perhatian  lebih  
khususnya  di  Indonesia  yaitu  Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau 
Peer-to-Peer Lending (P2P Lending). Payung hukum P2P Lending di Indonesia adalah Peraturan  
Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang 
Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut POJK 77/2016). P2P Lending merupakan 
sebuah platform yang bertugas untuk mempertemukan pihak yang berkekurangan dana dengan 
pihak yang berkelebihan dana. P2P Lending dalam menjalankan usahanya menggunakan situs 
web khusus atau aplikasi yang harus diunduh dimana keduanya  merupakan  platform yang   dapat 
digunakan bagi pengguna layanan P2P Lending baik sebagai Penerima Pinjaman atau Pemberi 
Pinjaman. Oleh karena itu, subjek hukum yang terlibat dalam kegiatan P2P Lending ada tiga, yaitu 
Penyelenggara, Penerima Pinjaman, dan Pemberi Pinjaman. Contoh P2P Lending di Indonesia 
adalah Investree, Amartha, Koinworks, Modalku, AsetKu, dan lainnya.
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Dalam setiap kegiatan tentunya terdapat kelebihan dan kekurangannya, tak terkecuali P2P 
Lending yang juga memiliki kelebihan serta kekurangannya. Kelebihan yang didapatkan dengan 
menggunakan layanan P2P Lending yaitu mudahnya dalam mengakses platform P2P Lending 
dan dapat diakses selama 24 jam. Tanpa adanya kewajiban bagi Penerima Pinjaman untuk 
datang secara langsung ke kantor layanan keuangan terkait, menjadikan Penerima Pinjaman 
dapat menghemat lebih banyak waktunya. Adanya ketentuan dan syarat-syarat yang mudah guna 
membuat akun P2P Lending serta dapat diaksesnya P2P Lending oleh masyarakat di seluruh 
daerah Indonesia menjadi kelebihan lain dari P2P Lending. Tidak adanya jaminan atau agunan 
pada saat pengajuan pinjaman dana kepada Penyelenggara layaknya perbankan juga menjadi 
salah satu faktor mengapa P2P Lending diminati oleh masyarakat luas.

Sedangkan,   kekurangan   yang  ditimbulkan dari layanan   P2P Lending yaitu, tidak adanya 
peraturan mengenai batasan minimum dan maksimum dari bunga FinTech, adapun keputusan 
maksimum bunga FinTech yang dibuat oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)  
yaitu 0,8%  per  hari yang berarti dalam sebulan bunga maksimalnya yaitu 24% (https://www.
cnbcindonesia.com/tech/20190510104024-37-71645/catat-bunga-fintech-lending-maksimal-24-
per-bulan diakses pada 8 Januari 2021, pukul 14.45). Selanjutnya, kemudahan dalam mengakses 
serta mendaftarkan diri sebagai Penerima Pinjaman menjadikan informasi atau data diri mengenai  
kredibilitas  Penerima Pinjaman ini terbilang cukup umum dan  mudah,  sehingga Penyelenggara 
memiliki informasi yang sedikit mengenai Penerima Pinjamannya. Adanya informasi mengenai 
Penerima Pinjaman yang minim dapat menimbulkan permasalahan baru, yaitu munculnya akun 
palsu. Munculnya akun palsu ini dapat dilakukan oleh  Penerima  Pinjaman  dengan  mendaftarkan  
identitas  atau  data  diri orang lain pada platform P2P Lending untuk melakukan pinjaman dana.

Layanan P2P Lending meskipun memberikan banyak kemudahan dalam melakukan transaksi 
keuangan, juga memperlemah kedudukan dari Pemberi Pinjaman. Hal tersebut dikarenakan 
antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman tidak bertemu secara langsung melainkan 
hanya dipertemukan melalui platform yang telah disediakan oleh Penyelenggara P2P Lending itu 
sendiri. Pada perbankan konvensional, pihak bank wajib untuk bertemu secara langsung kepada 
debitor. Meskipun bukan dalam hal pengajuan pinjaman kredit, tetapi bank juga tetap mewajibkan 
nasabahnya untuk bertemu secara tatap muka setidaknya sekali dalam pembuatan rekening  
walaupun  dalam  pengisian  data diri  pada saat  pembukaan rekening dilakukan secara online. 
Prosedur ini dilakukan oleh bank guna mengenal lebih baik nasabah dari bank tersebut atau yang 
sering disebut sebagai  Know  Your  Customer Principles  (KYC).  Pasal 1 angka  2 Peraturan 
Bank Indonesia  Nomor  3/10/PBI/2001  tentang  Penerapan Prinsip  Mengenal  Nasabah  (Know  
Your Customer  Principles) sebagaimana telah diubah  dengan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 
5/21/PBI/2003 menyatakan bahwa Prinsip Mengenal Nasabah (selanjutnya disebut PBI KYC) 
adalah prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau  kegiatan   
transaksi  nasabah  termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Oleh karena itu, prinsip 
KYC ini diterapkan untuk menghindari risiko-risiko yang akan timbul nantinya.

Salah satu akibat tidak menerapkan prinsip KYC adalah adanya akun palsu yang telah 
terjadi pada PT Pasar Dana Pinjaman (Danamas). Danamas merupakan P2P Lending di bawah 
naungan Sinarmas Financial Service yang fokus untuk membiayai pinjaman produktif kepada 



241Penerapan Prinsip KYC pada FinanciaL ...Privat Law Volume 11 Nomor 2 (Juli-Desember 2023)          

penjual pulsa dan juga melayani fitur pinjaman di Traveloka. Kasus penipuan yang ditemui oleh 
Danamas berasal dari layanan kepada Penerima Pinjaman Danamas itu sendiri dan juga fitur 
paylater yang ada di Traveloka. CEO dari Danamas yaitu  Dani Lihardja  menjelaskan bahwa 
modus dari Penerima Pinjaman palsu tersebut diajukan dengan menggunakan data diri orang 
lain serta foto selfie dengan menunjukkan KTP orang lain. Selain itu, Penerima Pinjaman palsu 
mengelabui verifikasi lokasi dengan sengaja pergi ke tempat domisili pemilik KTP.

Akun palsu yang ada pada P2P Lending juga dapat disebabkan karena adanya oknum yang 
memperoleh identitas orang lain kemudian mengedit atau mengubah data tersebut menggunakan 
aplikasi agar terlihat seperti dokumen aslinya. Hal ini telah dilakukan oleh seseorang melalui 
akun Facebook miliknya yang membuka jasa edit KTP dan dokumen lain yang diperlukan untuk 
melakukan pinjaman online dimana identitas orang lain tersebut didapatkannya melalui database 
yang ada di perusahaan Leasing  Kreditplus.  Dokumen-dokumen yang  diedit  berupa foto,  KTP, 
KK, NPWP, SIM, ID Card (kartu pengenal), dan Slip Gaji Karyawan yang kemudian data tersebut 
digunakan untuk membuat akun penjualan pada platform Tokopedia dan melakukan pengajuan 
pinjaman online di Traveloka dengan menu PayLater dan juga Dana Rupiah. Terdapat tiga orang 
yang telah dirugikan karena identitas tersebut digunakan untuk pinjaman online, sedangkan 
ketiganya tidak pernah melakukan pinjaman online dan menerima dana pinjaman online tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memiliki ketertarikan untuk  menulis  mengenai  
penerapan prinsip KYC pada FinTech  P2P Lending yang akomodatif bagi perlindungan konsumen 
dikarenakan masih terdapat pengajuan pinjaman dana yang menggunakan data pribadi orang lain.

B.  	Metode Penelitian
Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian normatif yang bersifat preskriptif untuk 

menemukan konsep baru guna menjawab isu hukum   yang   dihadapi.   Metode   pendekatan   yang   
digunakan  dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini merupakan data sekunder dengan bahan hukum primer yang menggunakan 
teknik pengumpulan data hukum kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis 
adalah teknik analisis data yang bersifat deduksi dengan metode silogisme.

C.  	Hasil Penelitian dan Pembahasan
P2P Lending adalah salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan  pemanfaatan  teknologi  

yang  memungkinkan  Pemberi  Pinjaman dan  Penerima  Pinjaman  melakukan  transaksi  pinjam  
meminjam  tanpa harus bertemu langsung. Mekanisme P2P Lending ini dilakukan melalui sistem 
yang telah disediakan oleh Penyelenggara berupa platform baik melalui aplikasi maupun situs 
web. Meskipun P2P Lending merupakan salah satu bentuk layanan dari FinTech, akan tetapi 
terdapat perbedaan dimana FinTech bersifat umum dan tidak terbatas pada satu industri jasa 
keuangan tertentu, sedangkan P2P Lending terbatas pada inovasi jasa keuangan pada transaksi 
pinjam meminjam saja.

Penyelenggara  P2P  Lending  hanya  berperan  sebagai  perantara yang mempertemukan 
Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman dimana Pemberi Pinjaman maupun Penerima Pinjaman 
harus melakukan registrasi dan mengisi data diri yang diperlukan terlebih dahulu sebelum dapat 
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mengajukan pemberian pinjaman atau permohonan pinjaman. Hal ini berarti dalam pelaksanaan 
P2P Lending memiliki kemiripan dengan perbankan konvensional, akan tetapi P2P Lending 
bukanlah perbankan. Perbedaan yang sangat terlihat antara kredit dalam perbankan dan P2P 
Lending adalah adanya Collateral atau jaminan. Penerima Pinjaman pada P2P Lending tidak 
diwajibkan untuk memberikan jaminan, sedangkan debitor pada bank wajib untuk memberikan 
jaminan pada saat pengajuan pinjaman dana. Hal ini berarti bank dalam bertindak harus 
menerapkan prinsip kehati-hatian dalam segala tranksaksinya dan P2P Lending tidak menerapkan 
prinsip tersebut dengan baik. Prinsip kehati-hatian tercantum dalam Pasal 29 ayat 2 Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 
tentang Perbankan dimana bank wajib untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Selain prinsip 
5C tersebut, prinsip KYC juga merupakan salah satu upaya dari penerapan prinsip kehati-hatian 
yang diterapkan guna melindungi bank dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah 
(Bismar Nasution, 2005: 45). Masuknya KYC sebagai salah satu upaya penerapan prinsip kehati-
hatian berarti  bank  juga memiliki  kewajiban  untuk  menerapkan  prinsip  KYC tersebut yang 
telah dipertegas kembali pada Pasal 2 ayat 1 PBI KYC.

Prinsip KYC diterapkan guna melindungi perbankan dengan memastikan bahwa nasabah 
maupun debitornya menjalankan bisnis secara legal dan melindungi individu yang mungkin 
dirugikan melalui kejahatan finansial. Kemudahan yang ditawarkan pada P2P Lending seperti 
mengisi identitas diri untuk membuka akun menjadikan Penyelenggara tidak mengenal baik   
Penerima   Pinjamannya.  Oleh karena  itu,  apabila kemudahan  tersebut  tidak  diimbangi  dengan  
menerapkan  prinsip  KYC akan menimbulkan berbagai risiko. Risiko yang dapat muncul akibat 
Penyelenggara tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai Penerima Pinjamannya 
adalah munculnya akun palsu.

Munculnya  akun  palsu  pada   P2P  Lending   dapat   terjadi dikarenakan adanya kebocoran 
data pribadi baik melalui platform e- commerce maupun pemerintah yang kemudian terdapat 
oknum-oknum beritikad tidak baik yang menggunakan data tersebut untuk melakukan pinjaman 
atas nama orang lain tetapi untuk kepentingan sendiri. Selain itu, adanya  akun  palsu  pada  
P2P  Lending  juga  disebabkan  karena adanya praktik  jual-beli  data  pribadi  melalui  media  
sosial.  Data  pribadi  yang dijual pada media sosial tersebut memuat data KTP, KK, dan swafoto 
menggunakan KTP. Data-data yang dikumpulkan oleh penjual tersebut merupakan data yang 
sering diminta oleh platform P2P Lending. Munculnya  akun palsu ini  memberikan dampak  bagi  
berbagai  pihak seperti kerugian materi bagi Pemberi Pinjaman, turunnya reputasi serta kepercayaan 
masyarakat bagi Penyelenggara P2P Lending, dan penagihan kewajiban yang dilakukan oleh 
pihak Penyelenggara kepada pihak ketiga yang tidak mengetahui adanya pinjaman dana, tidak 
menerima pinjaman dana tersebut, dan selaku pihak yang data dirinya telah dicantumkan pada 
platform Penyelenggara oleh Penerima Pinjaman yang asli.

Faktor lain yang menyebabkan munculnya akun palsu juga dikarenakan Penyelenggara 
yang kurang berhati-hati, tidak mengenal Penerima Pinjamannya dengan baik, dan tidak 
melakukan verifikasi atau pemeriksaan ulang terhadap data diri Penerima  Pinjaman. Kemudahan 
yang ditawarkan mengenai syarat-syarat pada saat pembuatan akun P2P Lending semakin   
meningkatkan munculnya akun palsu,  hal ini dikarenakan data diri  yang  dibutuhkan pada saat  
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pengisian  pembuatan akun tergolong data yang mudah untuk didapatkan dan akan semakin 
mudah lagi apabila terjadi kebocoran data pribadi. Hal ini terlihat dari beberapa Penyelenggara 
yang dalam pembuatan akunnya, Penerima Pinjaman hanya diwajibkan untuk mengisi data diri 
secara umum seperti nama, alamat, nomor hp, dan melampirkan foto KTP. Meskipun terdapat 
persyaratan untuk melampirkan foto KTP, tetapi apabila tidak dibarengi dengan swafoto dari 
Penerima Pinjaman tersebut dengan KTP yang dilampirkannya tidak dapat menjamin secara 
pasti bahwa data diri serta foto KTP tersebut merupakan Penerima Pinjaman sebenarnya yang 
mendaftarkan dirinya.

Adanya pertumbuhan teknologi yang pesat mendesak negara untuk terus mengembangkan 
segala hal dalam aspek kehidupan, tak terkecuali pengembangan mengenai penerapan KYC. 
Selain itu, hadirnya FinTech juga menjadi  salah  satu  faktor  yang  semakin  mendesak  perintis  
usaha untuk melakukan inovasi dengan mengembangkan prinsip KYC yang ada di perbankan 
menjadi Electronic Know Your Customer (e-KYC) agar bisa diterapkan pula pada platform 
FinTech maupun P2P Lending. E-KYC merupakan prosedur pengenalan nasabah untuk melakukan  
identifikasi dan verifikasi identitas dari pengguna layanan FinTech secara digital salah satunya  
yaitu  P2P Lending. Proses dalam  e-KYC  ini  meniadakan pertemuan tatap muka secara langsung 
pada saat verifikasi pengguna yang mana proses ini berbanding terbalik dengan proses KYC di 
perbankan. Proses verifikasi e-KYC yang dilakukan secara online menghemat banyak waktu baik 
dari sisi Penyelenggara maupun Penerima Pinjaman.

Pasal 23 POJK 77/2016 menyatakan bahwa Penyelenggara dapat bekerjasama dan   melakukan  
pertukaran  data  dengan penyelenggara layanan  pendukung berbasis teknologi  informasi  dalam  
rangka peningkatan   kualitas   Layanan   Pinjam   Meminjam   Uang   Berbasis Teknologi Informasi. 
Hal ini berarti Penyelenggara diperbolehkan untuk bekerjasama dengan perusahaan atau platform 
yang menguasai bidang teknologi informasi dan komunikasi khususnya pada bidang e-KYC guna 
meningkatkan kualitas dari layanan yang diberikan oleh Penyelenggara dan meminimalisir risiko 
seperti akun palsu. Proses e-KYC sendiri juga berbeda-beda sesuai dengan kebijakan dari start up 
e-KYC masing-masing. Proses penerapan e-KYC ini dapat berupa panggilan video, mengunggah 
swafoto, melampirkan foto KTP elektronik yang telah terintegrasi dengan data unik seperti sidik 
jari dan retina, sampai dengan tandatangan digital.

Salah satu perusahaan start up yang mengembangkan produk e- KYC adalah IdentifAI. 
IdentifAI merupakan salah satu dari produk Nodeflux dimana produk tersebut dikembangkan 
untuk memberikan solusi melalui Artificial Intelligence (AI) atau Kecerdasan Buatan untuk proses 
e-KYC yang lebih baik. Dilansir melalui website IdentifAI (identifai.id), layanan yang dapat 
digunakan oleh Penyelenggara maupun kegiatan bisnis lainnya pada IdentifAI yaitu, Dukcapil 
Validation. Layanan ini bertujuan untuk melakukan validasi identitas biometri wajah seseorang 
melalui data dari Dukcapil karena pengembang e-KYC IdentifAI telah melakukan kerjasama 
dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam 
Negeri untuk Pemanfaatan Data Kependudukan. Layanan selanjutnya berupa Face Liveness 
Detection, layanan ini melakukan verifikasi bahwa foto yang diunggah merupakan foto secara 
langsung atau real time dan dapat mengetahui identitas palsu dengan membandingkan dua foto 
sebagai dasar pembuktian. Layanan lainnya yaitu Optical Character Recognition (OCR) KTP, 
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layanan ini melakukan pemindaian terhadap KTP yang dilampirkan secara otomatis dan memindai 
foto KTP tersebut untuk melakukan pencocokkan data. Nodeflux selaku pembentuk IdentifAI 
telah meraih peringkat 30 teratas untuk layanan Face Recognition Vendor Test (FRVT) dari 
National Institute of  Standards and Technology  (NIST)  serta masuk  dalam “Platform Bersama” 
yang dibentuk oleh Dukcapil agar pihak ketiga yang dalam hal ini yaitu Nodeflux sebagai perintis 
IdentifAI, memiliki akses pada Dukcapil dengan tujuan untuk melakukan proses verifikasi. 
Melalui kelebihan tersebut, IdentifAI merupakan platform yang aman bagi penggunanya  baik  
bagi  Penyelenggara  yang  bekerjasama  maupun Penerima Pinjaman P2P Lending tersebut.

Hadirnya start up pada bidang e-KYC yang semakin berkembang memudahkan Penyelenggara 
untuk melakukan verifikasi. Meskipun kedua pihak tidak bertemu secara langsung, bukan berarti 
dalam proses e-KYC Penerima Pinjaman dapat digantikan dengan orang lain atau menggunakan 
data-data serta foto lama untuk dilampirkan. Hal ini dikarenakan layanan e-KYC dilakukan secara 
online dimana data diri Penerima Pinjaman dapat diteruskan secara real time maupun melalui 
video call yang terjadi pada saat itu juga. E-KYC juga berguna untuk mengurangi adanya penipuan 
maupun akun palsu. Kelebihan dari e-KYC yang menjadi daya tarik bagi penggunanya adalah 
layanan yang diberikan lebih cepat dan fleksibel. Hal ini  dibuktikan  dengan  tidak  bertemunya  
Penyelenggara  dan  Penerima Pinjaman secara langsung yang berarti masing-masing pihak tetap 
berada pada lokasi masing-masing tanpa perlu menunggu lama dan membawa berbagai macam 
dokumen layakanya perbankan.

D.  	Simpulan
Penyelenggara P2P Lending yang tidak melakukan pemeriksaan kepada Penerima 

Pinjamannya memungkinkan untuk hadirnya akun palsu pada platform-nya. Adanya akun palsu 
disebabkan karena adanya kebocoran data pribadi atau praktik jual-beli data pribadi. Munculnya 
akun palsu menjadikan Penyelenggara perlu untuk mengenal Penerima Pinjamannya  dengan  baik  
dan  melakukan  verifikasi  atau  pemeriksaan ulang terhadap data diri Penerima Pinjamannya agar 
dapat memastikan bahwa data diri yang dicantumkan dalam platform tersebut benar-benar data 
diri dari Penerima Pinjaman asli. Tindakan verifikasi ini berarti Penyelenggara telah menerapkan 
prinsip KYC pada prosedurnya yang kemudian dikembangkan menjadi e-KYC dan merupakan 
solusi bagi Penyelenggara yang ingin melakukan verifikasi atau pemeriksaan kembali pengguna 
P2P Lending khususnya Penerima Pinjaman.

E.  	Saran
OJK diharapkan dapat mengeluarkan peraturan yang mewajibkan bagi seluruh Penyelenggara 

P2P Lending untuk menerapkan prinsip KYC dan memberikan sanksi yang tegas agar memberikan 
efek jera bagi Penyelenggara yang tidak menerapkan prinsip KYC pada platform-nya. Selain itu, 
stakeholder dan Penyelenggara juga diharapkan untuk memperketat ketentuan dan persyaratan 
pada saat pendaftaran akun P2P Lending guna menghindari permasalahan lain yang timbul di 
kemudian hari.
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This article aims to determine the legal consequences of medical 
malpractice by doctors against patients in the perspective of 
Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice and civil 
law. The research method used is a prescriptive normative 
legal research method. The legal approach used is the statutory 
approach. Sources of legal materials used include primary 
and secondary legal materials with legal material collection 
techniques using literature study or document study. The 
results of this study indicate that the Medical Practice Law only 
regulates disciplinary sanctions for doctors on the decision of 
the Indonesian Medical Discipline Honorary Council (MKDKI) 
as a follow-up if there is a complaint from a patient against a 
doctor’s actions that are considered detrimental, while the legal 
consequences must be borne by the doctor if proven to have 
committed medical malpractice it is not directly regulated by this 
law but is regulated by the Civil Code. The legal consequences of 
this medical malpractice cause the doctor’s responsibility to the 
patient. This responsibility is in the form of liability for losses due 
to default or liability for losses due to illegal acts.

Abstrak:
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dari 
tindakan malpraktik medis yang dilakukan dokter terhadap pasien 
dalam perspektif Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang 
Praktik Kedokteran dan hukum perdata. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat 
preskriptif. Pendekatan hukum yang digunakan adalah pendekatan 
perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan 
meliputi bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik 
pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan atau 
studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-
Undang Praktik Kedokteran hanya mengatur sanksi disiplin bagi 
dokter atas putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran 
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Article Information Abstract
Indonesia (MKDKI) sebagai tindak lanjut apabila terdapat aduan 
dari pasien terhadap tindakan dokter yang dianggap merugikan, 
sedangkan untuk akibat hukum yang harus ditanggung oleh 
dokter apabila terbukti melakukan malpraktik medis tidak diatur 
secara langsung oleh Undang-Undang ini melainkan diatur 
oleh KUHPerdata. Akibat hukum dari tindakan malpraktik 
medis ini menimbulkan tanggung jawab dokter terhadap pasien. 
Tanggung jawab tersebut berupa tanggung jawab kerugian karena 
wanprestasi maupun tanggung jawab kerugian karena perbuatan 
melanggar hukum.

A.   Pendahuluan
Kesehatan merupakan hal penting bagi setiap manusia sehingga pada saat seseorang merasa 

dirinya tidak  sehat,  maka  mereka akan  segera  mendatangi tempat  pelayanan kesehatan untuk 
memeriksakan kondisi keadaannya. Dalam pelayanan kesehatan akan muncul hubungan antara 
dokter dengan pasien. Hubungan antara dokter dan pasien berawal dari pola hubungan vertikal 
paternalistik yang bertolak dari prinsip “father knows best” (Hermien Hadiati Koeswadji, 1998: 
36). Dalam pola ini posisi dokter dan pasien tidak sederajat karena dokter dianggap mengetahui 
segala sesuatu yang berkaitan dengan penyakit, sedangkan pasien dianggap tidak mengetahui 
apapun mengenai penyakit, apalagi tentang cara penyembuhannya. Pola hubungan vertikal 
paternalistik ini berangsur- angsur berubah dan telah mengalami perubahan dimana pola hubungan 
antara dokter dan pasien sekarang telah berubah menjadi pola  hubungan horizontal kontraktual 
dimana pasien tidak lagi menjadi objek tetapi menjadi subjek dalam pola hubungan tersebut.

Dalam sudut pandang hukum perdata, hubungan dokter dan pasien termasuk dalam cakupan 
perjanjian hukum (verbintenis). Ilmu hukum mengenal dua jenis perjanjian yang diatur dalam 
KUHPerdata, yaitu perjanjian yang didasarakan pada hasil kerja (resultaatverbintenis) dan 
perjanjian yang didasarkan pada upaya maksimal (inspanningsverbintenis) (Mulyohadi,dkk, 
2006: 10). Oleh karena itu perjanjian antara dokter dan pasien pada umumnya termasuk perjanjian 
inspanningverbintenis atau perjanjian upaya, karena dokter dalam hal ini memiliki kewajiban untuk 
melakukan upaya semaksimal mungkin dengan mengerahkan seluruh kemampuan berdasarkan 
standar profesinya untuk kesembuhan pasien. Perjanjian antara dokter dengan pasien tersebut 
dinamakan perjanjian atau transaksi terapeutik. Transaksi terapeutik adalah suatu perjanjian  
antara dokter  dengan  pasien  untuk  mencari terapi  yang  paling  tepat  bagi kesembuhan pasien 
(Bahder Johan Nasution, 2005:11). Transaksi terapeutik memang tidak diatur secara khusus 
dan bukan merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dikenal dalam KUHPerdata. Namun, 
sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1319 Buku III KUHPerdata yang menjelaskan 
bahwa semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan 
suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat didalam KUHPerdata. 
Dengan demikian, apa yang diatur dalam ketentuan Buku III KUHPerdata berlaku juga untuk 
transaksi terapeutik.
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Objek dalam transaksi terapeutik adalah upaya untuk kesembuhan pasien, bukan hasil dari 
suatu tindakan medis. Karena  objek  dari transaksi terapeutik merupakan  upaya maksimal, maka 
hasilnya pun belum pasti. Akibatnya saat upaya tersebut gagal, dalam hal ini berarti pasien tidak 
sembuh atau bahkan meninggal dunia itu merupakan resiko medis yang harus dihadapi oleh 
dokter maupun pasien.

Ukuran perbuatan dokter dalam melakukan upaya maksimal untuk kesembuhan pasien dalam 
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut UU 
Praktik Kedokteran) disebutkan dalam Pasal 50 dan Pasal 51 yang isinya mengatur tentang hak 
dan kewajiban dokter. Ukuran perbuatan dokter disebutkan dengan istilah “standar profesi dan 
standar prosedur operasional.” Selain itu Pasal 44 Ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap dokter 
dalam menyelenggarakan praktik kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran atau 
kedokteran gigi. Hal ini berguna untuk menilai apakah standar pelayanan medis yang diberikan 
oleh dokter tersebut sudah sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan atau belum.

Dalam proses penanganan medis, dokter tidak dapat memberikan jaminan untuk 
menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasien. Hal ini mengingat banyaknya faktor yang 
terdapat dalam diri pasien seperti kondisi fisik pasien, daya tahan tubuh pasien, kualitas obat, 
stadium penyakit yang diderita dan ketaatan pasien dalam melaksanakan perintah dari dokter. 
Semua hal ini tidaklah sama, karena setiap pasien memiliki ciri dan sifatnya masing-masing. 
Terlepas dari faktor pasien tersebut di atas, terdapat satu faktor yang dapat mengakibatkan 
kemungkinan tidak  berhasilnya proses penanganan  medis terhadap pasien yaitu tindakan medis 
yang dilakukan oleh dokter tidak sesuai dengan standar profesi medis dan standar prosedur 
operasional yang berlaku baik secara sengaja ataupun lalai sehingga menimbulkan kerugian atau 
bahkan kematian pada diri pasien. Kesalahan atau kelalaian dapat menjadi salah satu faktor yang 
dapat menyebabkan malpraktik medis.

Malpraktik atau Malpractice berasal dari kata “mal” yang berarti buruk dan “practice” yang 
berarti suatu tindakan atau praktik, sehingga secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu tindakan 
medis yang buruk, yang dilakukan dokter dalam hubungannya dengan pasien. Sebagai korban 
malpraktik yang dirugikan, sudah tentu pasien dapat menuntut apa yang menjadi haknya. Pasien 
yang menjadi korban malpraktik dapat menuntut ganti rugi atau meminta tanggung jawab dari 
dokter yang bersangkutan. Pasal 66 UU Praktik Kedokteran menjelaskan bahwa setiap orang 
dapat mengadukan tindakan dokter yang merugikan kepentingan pasien kepada Ketua Majelis 
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia secara tertulis. Hal ini juga tidak menghilangkan hak 
pasien tersebut untuk melaporkan dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang ataupun 
menggugat kerugian perdata ke pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai apa saja akibat 
hukum dari tindakan malpraktik medis yang dilakukan dokter terhadap pasien dalam perspektif 
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan hukum perdata.

B.   Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum 

normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal dengan cara meneliti bahan-bahan 
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kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Sifat penelitian hukum yang 
digunakan dalam penelitian ini bersifat preskriptif. Pendekatan hukum yang digunakan adalah 
pendekatan perundang-undangan (statute approach). Jenis bahan hukum yang digunakan 
meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian 
ini menggunakan studi kepustakaan (library research). Adapun teknik analisis bahan hukum 
dilakukan dengan metode deduksi yang berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian 
diturunkan menjadi premis minor. Dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau 
konklusi (Peter Mahmud Marzuki, 2014:89-90).

C.   Hasil Penelitian dan Pembahasan
Dokter sebagai salah satu profesi di bidang kesehatan memiliki kode etik yang wajib dipatuhi 

dan dijadikan pedoman dalam setiap mejalankan profesinya. Seorang dokter dapat dikatakan telah 
melakukan suatu praktik yang buruk atau malpraktik apabila dokter tersebut tidak memenuhi 
syarat-syarat yang telah ditentukan oleh kode etik baik itu standar profesi, standar prosedur 
operasional, ataupun standar pelayanan medik kedokteran yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan praktik kedokteran, dokter berkewajiban untuk memenuhi syarat 
administrasi sebelum melakukan praktik. Menurut Pasal 36 UU Praktik Kedokteran, dokter 
yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik. Dokter yang 
melanggar kewajiban administrasi dianggap telah memberikan jalan menuju tindakan malpraktik 
medis. Pelanggaran administrasi kedokteran merupakan salah satu sifat  melanggar  hukum dari 
malpraktik kedokteran. Pelanggaran hukum administrasi kedokteran tersebut dapat menjadi 
tindakan malpraktik apabila dalam penyelenggaraan praktik dokter menimbulkan kerugian 
terhadap kondisi fisik, nyawa, maupun kesehatan pasien.

Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan bahwa suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan 
dimana salah satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.  
Hubungan hukum antara dokter dengan pasien berawal pada saat pasien mendatangi tempat 
praktik dokter untuk memeriksakan kondisi kesehatannya. Saat pasien datang dan bertemu dengan 
dokter, berarti pasien bersedia untuk mengikatkan dirinya dengan dokter dalam suatu transaksi 
terapeutik. Kemudian dalam transaksi terapeutik timbul kesepakatan yang terbentuk pada saat 
pasien memberikan persetujuan (informed consent) kepada dokter sebelum dilakukannya tindakan 
medis.

Ketika pasien memeriksakan diri ke dokter maka pasien memiliki kehendak agar dokter 
memberikan suatu pelayanan medis yang sesuai dengan keperluan menurut standar profesi dan 
standar prosedur operasional kedokteran yang berlaku. Sebelum melakukan pemeriksaan, dokter 
berkewajiban untuk  menanyakan hal apa yang  menjadi keluhan pasien, kemudian memberikan 
penjelasan secara lengkap mengenai diagnosis penyakit yang dikeluhkan pasien. Tindakan ini 
merupakan suatu penegasan dari penawaran umum dokter dalam memberikan jasa pelayanan 
medis. Setelah dokter memberikan penjelasan dan menentukan tindakan medis untuk pasien, 
pasien berhak menerima atau menolak untuk dilakukannya tindakan medis. Hal ini sesuai dengan 
aturan dalam Pasal 45 UU Praktik Kedokteran, yang mana sebelum dilakukannya tindakan medis 
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harus mendapat persetujuan dari pasien yang bersangkutan setelah pasien mendapat penjelasan 
dari dokter tentang perlunya melakukan tindakan medis tersebut. Seperti yang telah disinggung 
diatas, dengan adanya persetujuan tindakan medis menandakan bahwa pasien menyetujui adanya 
upaya penyembuhan sebelum tindakan medis itu dilakukan. Dalam praktik kedokteran persetujuan 
tindakan medis disebut dengan istilah informed consent. Informed berarti telah diinformasikan, 
telah diberitahukan, telah disampaikan, sedangkan Consent berarti suatu persetujuan yang 
diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu (Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, 2007:73).

Dalam transaksi terapeutik terdapat hubungan hukum antara dokter dengan pasien yang 
memuat hak dan kewajiban bagi para pihak. Kewajiban dokter sebagai pemberi layanan medis 
secara umum harus sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional kedokteran 
yang berlaku. Dengan dilanggarnya standar profesi dan standar prosedur operasional ini maka 
dapat menimbulkan tindakan malpraktik medis yang merugikan pasien. Standar profesi dan 
standar prosedur pelayanan kesehatan berguna untuk menilai apakah tindakan medis yang 
dilakukan oleh dokter tersebut sudah sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan atau belum 
sekaligus menjadi pembatas agar setiap langkah dokter tidak melenceng keluar atau harus sama 
dengan norma dalam standar profesi dan standar prosedur pelayanan yang berlaku.

Malpraktik pada dasarnya merupakan suatu tindakan medis yang buruk yang bertentangan 
dengan kode etik, standar profesi, serta standar prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku, 
baik disengaja maupun akibat kelalaian yang mengakibatkan kerugian atau kematian pada 
pasien. Dalam pelaksanaan tindakan pelayanan kesehatan, tidak menutup kemungkinan terjadi 
suatu kesalahan ataupun kelalaian. Kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan dokter dalam 
melaksanakan tugas profesinya dapat berakibat fatal baik terhadap badan maupun jiwa dari pasien 
dan hal ini tentu saja sangat merugikan bagi pihak pasien sebagai korban malpraktik.

Dalam konsep ilmu hukum perdata, kesalahan dapat dibedakan antara pengertian dalam arti 
luas dan arti sempit. Kesalahan dalam arti luas  meliputi kesengajaan dan kelalaian, sedangkan 
dalam arti sempit kesalahan hanya mencakup kelalaian. Kesengajaan diartikan sebagai perbuatan 
yang dilakukan secara sadar yang memang dikehendaki dan diketahui oleh pelaku tentang apa 
yang dilakukan itu. Kelalaian dapat diartikan sebagai sikap batin yang diwujudkan dalam bentuk 
ketidak hati-hatian sehingga tidak terpikirnya kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan 
orang lain. Sikap batin dapat diartikan sebagai keadaan yang ada di dalam batin seseorang 
sebelum berbuat sesuatu, yang dapat berupa  kehendak,  pengetahuan,  perasaan,  dan  pikiran  
(Widodo  Tresno  Novianto, 2015:496). Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang 
bukan berupa kesengajaan, namun bukan merupakan sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Saat 
suatu kelalaian terjadi, tidak ada niat jahat dari diri pelaku. Kelalaian dalam tindakan medis 
menyebabkan ketidakpuasan pasien terhadap dokter dalam melakukan upaya penyembuhan 
penyakit yang diderita pasien sesuai dengan profesi kedokteran. Kesalahan yang dilakukan dokter 
baik kesengajaan ataupun kelalaian tersebut mungkin dapat menimbulkan kerugian kepada diri 
pasien dan keluarga pasien. Dengan adanya kerugian yang dialami pasien ataupun keluarga pasien, 
seorang dokter dapat dituntut secara perdata atas dasar wanprestasi dan perbuatan melanggar 
hukum, selain itu juga dapat dituntut atas dasar lalai yang menimbulkan kerugian.
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Pasal 66 UU Praktik Kedokteran menjelaskan bahwa setiap orang yang mengalami kerugian 
atas tindakan dokter atau dokter gigi pada saat melakukan praktik kedokteran dapat mengadukan 
secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan 
sekaligus tidak menghilangkan hak setiap orang tersebut untuk menggugat  kerugian perdata ke 
pengadilan. Kepentingan pasien yang dirugikan oleh tindakan dokter tersebut dapat menimbulkan 
adanya sengketa medik. Sengketa medik dalam  pelayanan  kesehatan  dapat  berimbas  kepada  
dokter  selaku  tenaga  kesehatan dan/atau rumah sakit/klinik selaku penyedia fasilitas kesehatan 
dengan pemberian konsekuensi hukum yang menuntut pertanggungjawaban. Upaya penyelesaian 
dalam sengketa medik ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yakni: (Ari Purwadi, 2017:109)

1. 	 Penyelesaian  sengketa   dengan  cara   musyawarah,   jika   musyawarah   belum menemukan 
kesepakatan, maka sengketa dapat dibawa kepada lembaga profesi dokter maupun pengadilan;

2. 	 Dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan).

Dalam upaya penyelesaian sengketa medik baik secara musyawarah maupun melalui 
jalur pengadilan, untuk dapat menyebut seorang dokter telah melakukan kesalahan baik secara 
disengaja atau lalai, ada beberapa sikap tindak dari dokter tersebut yang harus dibuktikan. Menurut 
J. Guwandi, hal-hal yang harus dibuktikan, antara lain: (Kevin G. Y. Ronoko, 2015:87)

1. 	 Bertentangan dengan etika, moral dan disiplin;

2. 	 Bertentangan dengan hukum;

3. 	 Bertentangan dengan standar profesi medis;

4. 	 Kekurangan ilmu pengetahuan atau tertinggal ilmu di dalam profesinya yang sudah berlaku 
umum di kalangan tersebut;

5. 	 Menelantarkan  (negligence,  abandonment),  kelalaian, kurang  hati-hati, acuh, kurang peduli 
terhadap keselamatan pasien, kesalahan yang menyolok dan sebagainya.

Pada proses gugatan perdata yang  menyangkut  gugatan seorang pasien terhadap dokter 
yang menanganinya, hampir semua merupakan masalah tuntutan ganti kerugian. Tuntutan ganti 
kerugian tersebut dapat dibedakan menjadi tuntutan atas dasar wanprestasi maupun perbuatan 
melanggar hukum. Wanprestasi dapat diartikan sebagai suatu keadaan tidak terpenuhinya prestasi 
yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian atau perikatan. Hal tersebut terjadi karena kesalahan 
debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Tanggung jawab karena wanprestasi diawali 
saat adanya perjanjian yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Dalam 
perjanjian tersebut apabila salah satu pihak melanggar kewajiban atau tidak melaksanakan sesuai 
dengan apa yang diperjanjikan maka salah satu pihak tersebut dapat dinyatakan wanprestasi.

Pada dasarnya perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, 
atau untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdata). Dalam transaksi terapeutik dokter 
memiliki prestasi untuk berbuat sesuatu dalam bentuk penanganan medis terhadap pasien yang 
dilakukan sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional yang berlaku. Menurut 
Wahyu Wiriadinata, gugatan yang berdasarkan atas wanprestasi, harus terlebih dahulu  dibuktikan  
bahwa  dokter telah  benar-benar  mengadakan  suatu perjanjian kemudian dokter tersebut tidak 
melakukan sesuai apa yang diperjanjikan dalam transaksi terapeutik, seperti: melakukan sesuatu 
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yang dilarang dilakukan dalam perjanjian; terlambat melakukan tindakan yang diperjanjikan; 
serta salah dalam melaksanakan apa yang telah diperjanjikan (Wahyu Wiriadinata, 2014:50).

Dasar gugatan wanprestasi pasien tersebut harus memiliki bukti kerugian yang ditanggung 
pasien akibat tidak dipenuhinya kewajiban (prestasi) dokter sesuai dengan standar profesi dan 
standar prosedur operasional medis yang berlaku dalam suatu transaksi terapeutik. Sedangkan 
untuk gugatan yang didasarkan atas perbuatan melanggar hukum terjadi saat dokter dalam 
melakukan perlakuan medis terdapat kesalahan dan/atau kelalaian sehingga menimbulkan 
kerugian terhadap pasien (Widodo Tresno Novianto, 2015: 490). Apabila menilik lebih lanjut 
pada KUHPerdata Pasal 1365 yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang 
membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan 
kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dalam perkembangannya, perbuatan melanggar  
hukum (onrechtmatigedaad) diperluas menjadi 4 (empat) kriteria, yaitu pertama, melanggar hak 
orang lain; atau kedua, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau ketiga, melanggar 
kaidah tata susila; atau keempat bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati- hati 
yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau 
terhadap harta benda orang lain.

Jika seorang pasien yang kepentingannya merasa dirugikan hendak mengajukan gugatan 
berdasarkan perbuatan melanggar hukum terhadap dokter, maka pasien tersebut harus 
membuktikan bahwa telah terjadi suatu perbuatan melanggar hukum sesuai dengan kriteria 
yang disebutkan di atas. Selain itu, pasien juga harus membuktikan bahwa ada hubungan kausal 
antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang dideritanya. Gugatan berdasarkan 
perbuatan melanggar hukum dapat ditujukan pada pelaku perbuatan itu sendiri, apabila ia 
melakukan kesalahan, kelalaian, dan kurang  hati-hati sehingga menyebabkan timbulnya kerugian 
pada orang lain. Dalam suatu proses gugatan, dasar gugatan dirasa kurang tepat apabila hanya 
didasarkan pada pasal 1365 KUHPerdata saja, melainkan harus didasarkan juga dengan pasal 
1366 KUHPerdata. Hal ini dikarenakan adanya teori atau doktrin mengenai tindakan malpraktik 
medik yang dilakukan terkhusus oleh dokter. 

Terdapat  3  (tiga)  hal  dalam  teori atau  doktrin  tersebut  yakni:  (Setya  Wahyudi, 2011:59)

1. 	 Intensional Profesional Misconduct, yaitu dokter akan dinyatakan bersalah atau buruk dalam 
melakukan praktik apabila saat berpraktik melakukan pelanggaran terhadap standar profesi 
dan dilakukan secara sengaja. Dokter melakukan praktik dengan tidak mematuhi standar 
profesi dalam aturan yang berlaku dan tidak ada unsur kealpaan atau kelalaian.

2. 	 Negligence atau kelalaian, yaitu dokter yang karena kelalaiannya menyebabkan meninggal 
atau cacat tubuh pada diri pasien.

3. 	 Lack of Skill, yaitu kurang berkompeten atau diluar kompetensinya sebagai seorang dokter 
dalam melakukan tindakan medik.

Pada kenyataannya, pasien tidak mudah untuk menyatakan bahwa setiap kerugian dalam 
sengketa medik adalah akibat tindakan dokter. Dapat saja musibah yang menimpa pasien terjadi 
di luar dugaan dokter. Dokter telah melakukan upaya sebagaimana mestinya dan semampunya 
sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional yang ada, akan tetapi bila musibah 
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atau kerugian tetap menimpa pasien, maka hal ini tidak termasuk tindakan kelalaian tenaga 
kesehatan karena hal tersebut bisa dikatakan sebagai resiko medis. Dalam hal ini, apabila pasien 
dan/atau keluarga pasien tetap menuntut kerugian, dokter sebagai pemberi layanan kesehatan 
mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai 
dengan standar profesi dan standar prosedur operasional sesuai Pasal 50 Undang-Undang Praktik 
Kedokteran.

Terdapat perbedaan kerugian yang dapat dituntut atas dasar sengketa medik dalam pelayanan 
kesehatan yang menyangkut dokter dengan pasien melalui gugatan wanprestasi dan perbuatan 
melanggar hukum. Kerugian yang dituntut atas dasar gugatan wanprestasi merupakan kerugian 
materil atau kerugian kebendaan/kekayaan, yaitu kerugian yang nyata atau diderita langsung oleh 
pihak yang dirugikan. Sedangkan kerugian yang dituntut atas dasar gugatan perbuatan melanggar 
hukum merupakan kerugian imateriil yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima 
oleh pihak yang dirugikan dikemudian hari. Nilai kerugian yang dapat dituntut oleh penggugat 
dalam gugatan perbuatan melanggar hukum tidak ditentukan oleh Undang-Undang. Penggugat 
dapat memperkirakan sendiri nilai kerugian materil dan immateril yang diderita. Kemudian nilai 
kerugian tersebut diserahkan kepada hakim yang memutus dengan prinsip ex aquo et bono, yaitu 
putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan.

D.   Simpulan
Malpraktik merupakan suatu tindakan medis yang buruk yang bertentangan dengan kode 

etik, standar profesi, serta standar prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku, baik disengaja 
maupun akibat  kelalaian yang  mengakibatkan kerugian kepada pasien. UU Praktik Kedokteran 
Pasal 69 menyebutkan sanksi disiplin bagi dokter dari putusan Majelis Kehormatan Disiplin 
Kedokteran Indonesia (MKDKI) sebagai tindak lanjut atas pengaduan pasien yang merasa 
dirugikan atas tindakan dokter, sebagaimana juga telah diatur sebelumnya dalam Pasal 66 UU 
Praktik  Kedokteran. Pasal 69 tersebut  hanya mengatur sanksi disiplin bagi dokter atas putusan 
MKDKI saja, namun akibat hukum yang harus ditanggung oleh dokter yang terbukti bersalah 
dalam kasus malpraktik tidak diatur secara langsung oleh Undang-Undang Praktik Kedokteran 
melainkan diatur dalam KUHPerdata. Tanggung jawab dokter yang dianggap telah melakukan 
malpraktik medis biasanya menyangkut masalah tuntutan ganti kerugian. Tanggung jawab 
tersebut dibedakan menjadi tanggung jawab kerugian karena wanprestasi maupun tanggung 
jawab kerugian karena perbuatan melanggar hukum.

E.   Saran
Berdasarkan pembahasan di atas, penulis memberikan saran kepada dokter dalam 

menyelenggarakan praktik kedokteran agar dapat menjunjung tinggi profesionalisme dalam 
menjalankan tugas serta profesinya dengan lebih berhati-hati, tetap mematuhi etika, dan standar 
profesi yang berlaku sehingga tidak memicu timbulnya gugatan ganti kerugian atas tuduhan 
malpraktik medis.
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that is faced with confiscation in bankruptcy, position, and legal 
protection for separatist creditors in the execution of bankruptcy 
assets when confronted with confiscation in a criminal act of 
corruption. The research method used is normative legal research 
with a statutory approach and a case approach. Based on the 
results of the research, it can be concluded that the position of 
creditors is weak in the sense that they do not have legal certainty 
when the execution of the bankruptcy assets is faced with seizure 
in a corruption case, so that no party can execute the bankruptcy 
property which is included in the confiscation in the case of crime. 
criminal corruption until there is a verdict with permanent legal 
force, and the loss to the state has been paid off based on the 
sale of assets included in the assets obtained from the proceeds of 
the criminal act of corruption as stipulated in the court decision. 
In the confiscation of a corruption crime case, the principle of 
public interest applies so that the position of the confiscation in 
the corruption case is stronger than the seizure contained in the 
execution of the bankruptcy bailout which in fact is the application 
of the principle of personal interest. This has resulted in a stronger 
public interest principle as emphasized in the Preamble to the 
1945 Constitution of the Republic of Indonesia (vide paragraph 
IV) along with its torso in Articles 33 and 44 have outlined that 
all government officials must carry out activities leading to the 
implementation. public interest.

Abstrak:
Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan hukum 
negara dalam sita tindak pidana korupsi yang dihadapkan dengan 
sita dalam kepailitan, kedudukan, dan perlindungan hukum bagi 
kreditor separatis dalam eksekusi harta pailit apabila dihadapkan 
dengan sita dalam tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang
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Article Information Abstract
digunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan 
perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulan bahwa kedudukan para kreditor 
adalah lemah dalam arti belum memiliki kepastian hukum 
pada saat eksekusi harta pailit dihadapkan dengan sita di dalam 
perkara tindak pidana korupsi, sehingga tidak ada pihak yang 
dapat mengeksekusi harta pailit yang termasuk ke dalam sita di 
dalam perkara tindak pidana korupsi sampai dengan terdapat 
putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan kerugian yang 
menimpa negara sudah di lunasi berdasarkan penjualan harta 
yang termasuk ke dalam harta yang diperoleh dari hasil tindak 
pidana korupsi sebagaimana ditetapkan di dalam putusan 
pengadilan. Di dalam sita perkara tindak pidana korupsi tersebut 
berlaku asas kepentingan umum sehingga kedudukan sita dalam 
perkara tindak pidana korupsi tersebut lebih kuat dibandingkan 
dengan sita yang terdapat dalam eksekusi harta boedel pailit yang 
notabenenya merupakan penerapan dari asas kepentingan pribadi. 
Hal ini mengakibatkan asas kepentingan umum lebih dikuatkan 
sebagaimana di tegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang 
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (vide alinea IV) beserta 
batang tubuhnya pada Pasal 33 dan Pasal 44 telah menggariskan 
bahwa segenap aparat pemerintahan harus melaksanakan kegiatan-
kegiatan yang menuju pada penyelenggaraan kepentingan umum.

A.  Pendahuluan
Dalam kegiatan bisnis selalu terjadi hubungan hukum antara pihak yang satu dengan yang 

lain, hubungan hukum itu biasa berupa perjanjian kredit ataupun perjanjian bisnis lainnya.  
Hubungan hukum tersebut tidak senantiasa selamanya mulus atau lancar sesuai dengan yang 
diharapkan. Dalam praktik sering kali terjadi hubungan hukum tersebut tidak bisa dipenuhi oleh 
salah satu pihak atau kedua-duanya, sehingga terjadi dengan apa yang disebut wanprestasi.

Penyelesaian wanprestasi suatu perjanjian yang terkait dengan masalah uang atau sesuatu 
yang dapat dimiliki dengan uang/hutang, dapat diselesaikan melalui litigasi dan non litigasi. 
Sarana hukum litigasi salah satunya adalah dengan mengajukan gugatan wanprestasi ataupun 
permohonan kepailitan dari pihak kreditur kepada debitur melalui Peradilan Niaga. Pengajuan 
permohonan kepailitan bisa diajukan oleh pihak debitur (sendiri) atau dapat diajukan oleh kreditur 
atau para kreditur.

Proses permohonan kepailitan diajukan pada Pengadilan Niaga, apabila dikabulkan maka 
akan dikeluarkan Putusan Kepailitan. Kepailitan adalah sita umum terhadap seluruh asset 
debitur melalui putusan Pengadilan. Dalam putusan kepailitan tersebut selanjutnya akan ditunjuk 
Kurator dibawah Hakim Pengawas untuk membereskan boedel pailit (harta debitur pailit) yang 
selanjutnya akan dibagikan kepada kreditur berdasarkan asas pari passu prorate parte yang diatur 
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dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan  barang-barang itu 
menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya, hasil penjualan barang-barang itu 
dibagi menurut perbandingan utang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada 
alasan-alasan sah untuk didahulukan.

Dalam praktik sehari-hari sering dijumpai adanya persinggungan antara kepentingan yang 
satu dengan kepentingan yang lain. Sebagai contoh kasus adalah kasus PT Hanson Internasional 
yang sudah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negri Jakarta Pusat yang dalam hal ini adalah 
pengadilan niaga yang putusannya tertera pada Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2020/
PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibacakan pada tanggal 22 Juni 2020 juncto Putusan Mahkamah Agung 
Nomor 1173 K/Pdt.Sus- Pailit/2020 yang dibacakan pada tanggal 23 September 2020. Disamping 
kepentingan kreditor dalam pemenuhan piutangnya yang berdasarkan putusan tersebut sudah 
dapat dilakukan pemberesan oleh kurator dan dapat dilakukan eksekusi terhadap sita harta boedel 
pailit tersebut namun direktur utama dari PT Hanson Internasional tersebut juga terjerat oleh 
kasus perkara tindak pidana korupsi jiwa sraya ( Anonim, Hanson Internasional Pailit, Legislator 
Khawatir Nasib Nasabah Jiwasraya, diakses pada https://www.hukumonline.com/berita/baca/
lt5f4f7ac97af6e/hanson-internasional-pailit--legislator-khawatirkan-nasib-nasabah-jiwasraya/,   
diakses pada  tanggal 1 Februari 2021 pada Pukul 11.00 WIB.)

sehingga guna kepentingan penyidikan, pembuktian, dan persidangan dilakukanlah sita dalam 
perkara tindak pidana korupsi dimana sita yang dilakukan tersebut juga menyangkut dengan harta 
boedel pailit sehingga menghambat terjadinya pemberesan harta boedel pailit tersebut.

Merujuk pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kewenangan kurator dalam melakukan pengurusan 
dan/atau pemberesan harta boedel pailit dilakukan sejak tanggal putusan pailit diucapkan dan 
berlaku zero hour principal. Harta boedel pailit akan tetap dapat dilakukan pemberesannya 
meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan 
sampai dengan apabila Putusan Kasasi tersebut memutus lain.

Pemberesan merupakan salah satu tindakan kurator terhadap pengurusan harta debitor pailit 
yang pelaksanaan pemberesan tersebut baru dapat dilakukan setelah debitor pailit benar-benar 
dalam keadaan tidak mampu membayar setelah adanya putusan pernyataan pailit atau dikenal 
dengan istilah insolvensi. Secara teknis insolvensi adalah keadaan suatu perusahaan yang kondisi 
aktiva lebih kecil dari pasiva (Sutan Remy Sjahdeini, 2016 :154-155). sehingga menimbulkan 
konsekuensi dari debitor pailit adalah harta pailit akan segera dilakukan pemberesan oleh kurator. 
Selanjutnya kurator akan segera menjual harta pailit di muka umum secara lelang serta menyusun 
daftar pembagian dengan izin dari hakim pengawas.

Berdasarkan uraian diatas artikel ini mengkaji kedudukan hukum negara dalam sita tindak 
pidana korupsi yang dihadapkan dengan sita dalam kepailitan, kedudukan, dan perlindungan 
hukum bagi kreditor separatis dalam eksekusi harta pailit apabila dihadapkan dengan sita dalam 
tindak pidana korupsi.



258 Perlindungan Hukum terhadap Kreditor...Privat Law Volume 11 Nomor 2 (Juli-Desember 2023)            

B. 	  Metode Penelitian
Penulisan jurnal ini menggunakan metode penulisan yuridis normative, bahan hukum 

diperoleh dengan mengunduh, mengkopi, dan mengkompilasi adapun bahan hukum tersebut 
meliputi Undang-Undang, Artikel Jurnal, Buku, Berita, dan Putusan Pengadilan. Setelah bahan 
hukum terkumpul lalu di analisis dengan Teknik dengan teknik analisis deduktif.

C.  Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Dalam hukum kepailitan di Indonesia dikenal 3 jenis kreditor yaitu kreditor separatis, kreditor 

preferen, dan kreditor konkuren. Kedudukan hukum para kreditor tersebut diatur dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pada Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata sampai dengan Pasal 1135 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan dasar 
hukum mengenai jenis-jenis kreditor tersebut untuk pengaturan kreditor separatis diatur dalam 
Pasal 1134 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Gadai dan Hipotek. (Nien Rafles 
Siregar, diakses pada tanggal 11 Maret 2021, pada pukul 16.20 WIB.).

Kreditor separatis merupakan kreditor pemegang jaminan kebendaan yang timbul berdasarkan 
perjanjian accesoir yang merupakan perjanjian tambahan atau pelengkap dari perjanjian pokok 
yang dalam hal ini merupakan perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit (Sri Redjeki Slamet, 
2016 : 5). Peletakan jaminan dalam suatu hubungan utang-piutang atau pemberian kredit sangatlah 
penting dikarenakan peletakan  jaminan  tersebut  berfungsi  untuk  memberikan  kepastian  hukum  
bagi kreditor bahwa debitor dalam pelunasan utangnya akan sebesar nilai pengikatan jaminan 
apabila kreditor tidak dapat lagi melaksanakan kewajibannya.

“As an institution of risk management, an effective system to create security allows lenders 
to obtain collateral to reduce unwanted credit risk and have confidence that such collateral may 
be realized where necessary to permit the full or partial repayment of a loan” (Douglas W. Arner, 
Charles D. Booth, Paul Lejot, dkk, 2007 : 528).. Hukum jaminan sesungguhnya telah mengatur 
bahwa segala harta debitor meliputi benda bergerak maupun benda tidak bergerak baik yang 
sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari setelah dibuatnya perjanjian pokok otomatis 
akan menjadi jaminan pelunasan utang terlepas sudah diperjanjikan maupun belum. Salim HS 
memberikan rumusan hukum jaminan adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur 
hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan 
untuk memperoleh fasilitas kredit. (Salim HS, 2007 : 6)

Jaminan yang diberikan kepada kreditor oleh debitor ini bersifat umum sebagaimana diatur 
pada Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal ini dapat diartikan bahwa semua 
kreditor memiliki kedudukan yang sama dan tidak ada yang didahulukan atau diistimewakan. 
Dikarenakan kedudukan kreditor yang sama maka Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata ini pun selaras dengan asas paritas creditorum.

Asas ini memiliki pengecualian untuk kreditor yang memiliki hak mendahulu, hal ini 
ditegaskan dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berisi “Kebendaan 
tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mempunyai piutang kepadanya; 
pendapatan dan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-



259Perlindungan Hukum terhadap Kreditor ...Privat Law Volume 11 Nomor 2 (Juli-Desember 2023)          

kecilnya piutang masing- masing, kecuali apabila seorang kreditor mempunyai alasan-alasan yang 
sah untuk didahulukan.” Alasan-alasan yang sah untuk didahulukan bermaksud untuk melingkupi 
jenis kreditor separatis dan preferen.

Pada saat debitor cidera janji atau wanprestasi maka kreditor separatis memiliki keistimewaan 
yang melekat pada ciri-ciri yaitu dapat mengeksekusi hak jaminan kebendaan secara langsung 
yang ditinjau dari ketentuan hukum jaminan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata dan Undang-Undang lain yang berkaitan dengan jaminan seperti Undang-Undang yang 
mengatur mengenai hak tanggungan, Undang-Undang yang mengatur mengenai Gadai, Undang-
Undang yang mengatur mengenai jaminan resi gudang, dan Peraturan Perundang-Undangan 
lainnya.

Di dalam hukum kepailitan kedudukan kreditor separatis dapat di indikasikan melalui 
beberapa pasal yang mengaturnya, dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan 
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa kreditor separatis dapat 
mengajukan permohonan pernyataan pailit atas debitor tanpa kehilangan hak jaminan kebendaan 
mereka dan hak untuk di dahulukan. Kemudian pada Pasal 55 Undang-Undang Kepailitan dan 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dijelaskan secara eksplisit bahwa kreditor separatis 
tetap dapat mengeksekusi hak nya seolah-olah tidak terjadi kepailitan atau dengan kata lain 
mengabaikan fakta terjadinya kepailitan.

Di dalam eksekusi harta boedel pailit terkadang para kreditor dalam pemenuhan haknya atas 
piutang yang diberikan mendapatkan kendala yaitu adanya kemungkinan untuk bersinggungan 
dengan hukum acara pidana yang dalam penelitian ini secara lebih spesifik membahas mengenai 
apabila harta boedel pailit ini bersinggungan dengan tindak pidana korupsi dimana hal ini 
memungkinkan terjadinya penyitaan yang dilakukan oleh kejaksaan, kepolisian, dan atau komisi 
pemberantasan korupsi.

Pada saat eksekusi harta boedel pailit dilakukan atau sedang proses eksekusi harta boedel 
pailit, pihak kejaksaan, kepolisian, dan atau komisi pemberantasan korupsi juga turut melakukan 
penyitaan terhadap harta boedel pailit yang mengakibatkan terjadinya benturan antara dua 
kepentingan yaitu kepentingan dalam pelunasan piutang yang dimiliki oleh kreditor dan juga 
kepentingan yang dimiliki oleh hukum acara pidana atau kepentingan umum.

Terdapat suatu kasus yang dapat diajukan acuan yaitu kasus korupsi Jiwasraya yang 
menyangkut Benny Tjokro yang di sisi lain merupakan direktur utama PT Hanson Internasional. 
Di dalam kasus tersebut diduga adanya aliran dana yang masuk ke dalam asset PT Hanson 
Internasional sehingga dilakukan penyitaan terhadap asset PT Hanson Internasional yang 
penyitaan tersebut dilakukan oleh kejaksaan dan atau kepolisian demi kepentingan  pemeriksaan, 
pembuktian, dan peradilan (Fransisca Christy Rosana, diakses pada tanggal 7 Februari 2021, pada 
pukul 16.00 WIB).

Penyitaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut dilakukan setelah 
terjadinya proses kepailitan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang tertera pada Putusan 
Pengadilan Negri Jakarta Pusat Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibacakan  
pada tanggal  22 Juni  2020  juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 1173 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 
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yang dibacakan pada tanggal 23 September 2020. Penyitaan yang dilakukan oleh kejaksaan atau 
kepolisian berdasarkan  pada  Putusan Pengadilan Tipikor  Jakarta  dengan nomor  perkara 29/
Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst yang menyatakan benny tjokro telah melakukan tindak pidana 
pencucian uang (TPPU) pada senin 26 oktober 2020 malam (Fana Suparman, diakses pada 
tanggal 7 Februari 2021, pada pukul 16.10 WIB).

Apabila terjadi isu hukum seperti ini sita yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi 
dinilai telah menghambat proses pemberesan harta boedel pailit sehingga berakibat menimbulkan 
ketidakpastian hukum serta merugikan para kreditor. Selain menghambat, hukum kepailitan 
merupakan penjabaran dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
yang bertujuan untuk memberikan keadilan bagi kreditor, sehingga tidak hanya hukum acara 
pidana yang melindungi kepentingan umum tetapi hukum kepailitan juga melindungi kepentingan 
pribadi.

Di dalam kasus ini kreditor merupakan pihak yang sangat dirugikan karena tidak dapat 
mendapatkan pelunasan atas piutang yang diberikan kepada debitor yang hal tersebut dikarenakan 
sita perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan tersebut dimana melakukan 
penyitaan atas aset dari PT Hanson Internasional yang merupakan harta boedel pailit yang 
menimbulkan hambatan atas proses pemberesan yang dilakukan oleh kurator terhadap harta 
boedel pailit untuk selanjutnya digunakan untuk melunasi piutang yang dimiliki oleh kreditor.

Berdasarkan asas kepentingan umum yang lebih diutamakan sebagaimana pada Pembukaan 
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (vide alinea IV) beserta batang 
tubuhnya pada Pasal 33 dan Pasal 44 telah menggariskan bahwa segenap aparat pemerintahan 
harus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menuju pada penyelenggaraan kepentingan umum. 
Indonesia adalah negara kesejahteraan (welfare state) sehingga dengan sendirinya penyelenggaraan 
kepentingan umum merupakan asas utama bagi pemerintahan di Indonesia (Hilda Ainy Apriliany, 
2019 :5).

Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa induk peraturan perundang-undangan di Indonesia 
telah secara implisit menegaskan keutamaan kepentingan umum sebagai landasan etis bagi 
penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Maka dari hal itu dapat ditarik kesimpulan bahwa 
berdasarkan asas tersebut dimana kepailitan yang merupakan penerapan dari asas kepentingan 
pribadi maka apabila dilihat kedudukannya jelas bahwa sita yang dilakukan terhadap tindak 
pidana korupsi lebih kuat dibandingkan sita yang dilakukan pada harta boedel pailit.

Selain apabila dilihat dari sudut pandang asas kepentingan umum dan asas kepentingan 
pribadi, pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang jelas merupakan penerapan dari asas 
kepentingan umum yang tentunya apabila dilihat dari sudut pandang kepailitan hal tersebut dapat 
dikatakan bahwa negara termasuk kedalam kreditor preferen yang diakibatkan oleh pengaturan 
secara khusus terhadap tindak pidana korupsi yang dinilai merugikan negara dan harus melunasi 
kerugian tersebut.

Di dalam sita perkara tindak pidana korupsi terdapat kepentingan negara di dalamnya, hal 
tersebut dapat terlihat dengan jelas dikarenakan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh 
Terdakwa atau Terpidana Tindak Pidana Korupsi tersebut telah merugikan keuangan Negara 
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sehingga dalam hal ini Negara berhak untuk mendapatkan pengembalian atas kerugian yang di 
dapat oleh Negara.

Kerugian yang di dapat oleh negara tersebut dapat dikembalikan melalui proses persidangan 
dalam perkara tindak pidana korupsi, berdasarkan penyitaan yang dilakukan oleh KPK atau 
Kejaksaan dalam hal ini apabila Terdakwa terbukti bersalah dan sudah diputus oleh Majelis 
Hakim maka selanjutnya Majelis Hakim dapat menentukan harta yang di dalam sita yang termasuk 
kedalam harta yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya apabila telah ditentukan maka barang sitaan tersebut akan di lelang di kantor 
lelang yang kemudian hasil dari pelelangan tersebut akan dimasukkan kedalam Kas Negara 
untuk mendapatkan ganti kerugian atas Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Terpidana. 
Berdasarkan penjelasan di atas karena Negara dirugikan maka Negara berhak untuk mendapatkan 
ganti kerugian.

Dalam analisis ini Penulis menganalogikan bahwa Negara dalam hal ini apabila dilihat 
dari sudut pandang kepailitan dapat dikatakan sebagai kreditor preferen, analogi ini didasarkan 
pada asas kepentingan umum dimana terdapat kepentingan Negara yang harus dipenuhi karena 
mendapatkan kerugian atas Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa.

Apabila dilihat melalui sudut pandang hukum kepailitan dimana terdapat salah satu jenis 
kreditor yaitu kreditor preferen yang di dalamnya terdapat pajak sebagai salah satu kreditor 
preferen, Menurut ketentuan perpajakan Indonesia, utang pajak adalah pajak termasuk sanksi 
administrasi baik yang berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan 
pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; 
sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (8) UU tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP) 
yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dalam Pasal 21 ayat (1) UU KUP, disebutkan bahwa negara 
mempunyai hak mendahulu utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak. Hanya 
saja, tidak seperti UU KUP dan UU PPSP, regulasi perpajakan tidak menjelaskan secara rinci 
mengenai hak mendahulu utang pajak terhadap wajib pajak yang dinyatakan pailit.

Adapun yang dimaksud dengan ‘‘negara mempunyai hak mendahulu utang pajak’’, yakni 
penetapan negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan berhak mendahulu atas barang-
barang milik penanggung pajak yang akan dilelang di muka umum. Pembayaran kepada kreditur 
lain akan diselesaikan setelah utang pajak tersebut lunas. (Anonim, diakses pada tanggal 11 Maret 
2021 pada pukul 19.38 WIB.)

Maka dalam hal ini Penulis menarik kesimpulan bahwa kepentingan Negara di dalam Tindak 
Pidana Korupsi ini secara garis besar dapat dimasukkan kedalam kategori sebagai kreditor 
preferen karena dalam hal ini negara berhak untuk mendapatkan pembayaran atas kerugian yang 
di dapat oleh Negara itu sendiri dengan kata lain dapat dipersamakan dengan Negara berhak 
mendapatkan pembayaran atas piutang yang dimiliki.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dalam hal ini Negara dapat dikatakan sebagai kreditor 
preferen karena dapat di analogikan bahwa Debitor memiliki utang terhadap negara yang dalam 
hal ini merupakan kerugian yang harus dibayarkan oleh debitor yang tersangkut dengan Tindak 
Pidana Korupsi atas kerugian yang di timbulkan oleh Debitor tersebut terhadap Negara, maka 
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dalam hal ini Penulis menarik kesimpulan bahwa posisi Negara dalam hal ini dapat disamakan 
dengan pembayaran pajak yang termasuk kedalam kreditor preferen.

Atas penjelasan diatas mengenai posisi negara yang dapat dikatakan sebagai kreditor preferen 
maka negara diberikan hak khusus untuk mendahulu mendapatkan pengembalian atas kerugian 
yang diterima. Dalam hal kepailitan yang dihadapkan dengan sita tindak pidana korupsi terdapat 
dua kepentingan yaitu kepentingan para kreditor dan kepentingan penyidikan, penyelidikan dan 
peradilan yang disini mewakili kepentingan umum.

Dengan adanya dua kepentingan tersebut terjadi konflik norma yaitu asas kepentingan  umum  
dan  asas  kepentingan  pribadi. Dalam hal  ini  apabila dilihat kedudukan hukum dan kepentingannya 
maka asas kepentingan umum yang lebih diutamakan sebagaimana pada Pembukaan Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (vide alinea IV) beserta batang tubuhnya pada 
Pasal 33 dan Pasal 44 telah menggariskan bahwa segenap aparat pemerintahan harus melaksanakan 
kegiatan-kegiatan yang menuju pada penyelenggaraan kepentingan umum.

Indonesia adalah negara kesejahteraan (welfare state) sehingga dengan sendirinya 
penyelenggaraan kepentingan umum merupakan asas utama bagi pemerintahan di Indonesia. 
Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa induk peraturan perundang-undangan di Indonesia 
telah secara implisit menegaskan keutamaan kepentingan umum sebagai landasan etis bagi 
penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Maka dari hal itu dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan asas tersebut dimana kepailitan 
yang merupakan penerapan dari asas kepentingan pribadi maka apabila dilihat kedudukannya 
jelas bahwa sita yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi lebih kuat, dan lebih diutamakan 
dibandingkan sita yang dilakukan pada harta boedel pailit.

D.  Simpulan
Kedudukan hukum para kreditor separatis dalam eksekusi harta boedel pailit yang dihadapkan 

dengan sita perkara tindak pidana korupsi apabila dilihat dari sudut pandang keperdataan 
melalui Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang maka posisi kreditor lebih kuat daripada sita yang dilakukan dalam perkara 
tindak pidana korupsi. Namun di dalam sita perkara tindak pidana korupsi tersebut berlaku asas 
kepentingan umum sehingga kedudukan sita dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut lebih 
kuat dibandingkan dengan sita yang terdapat dalam eksekusi harta boedel pailit yang notabene 
nya merupakan penerapan dari asas kepentingan pribadi.

Berdasarkan penegasan yang terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesia Tahun 1945 (vide alinea IV) beserta batang tubuhnya pada Pasal 33 dan Pasal 44 
tersebut maka terlihat jelas bahwa induk peraturan perundang- undangan di Indonesia telah secara 
implisit menegaskan keutamaan kepentingan umum sebagai landasan etis bagi penyelenggaraan 
administrasi pemerintahan. Selain hal tersebut dapat dilihat bahwa sebetulnya negara apabila 
dilihat kembali melalui sudut pandang hukum kepailitan, dapat dikatakan bahwa negara termasuk 
kedalam kreditor preferen karena diberikan hak istimewa oleh undang-undang untuk mendahulu 
yang didasarkan pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
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E.  	Saran
Kepada Lembaga Negara khususnya DPR, Mahkamah Agung, KPK, dan Kejaksaan Agung 

untuk memperhatikan bahwa sita korupsi memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari sita di dalam 
kepailitan dengan masing-masing menerbitkan surat edaran di lingkungannya.
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This article aims to find out what are the problems that hamper 
legal protecting of rights holders in T-shirt graphic design 
according to law number 31 of 2000 concerning industrial design 
(case study in T-shirt seller in Malioboro, Yogyakarta).The 
research methodology. used is a non-doctrinal research method 
or Empirical research, which is researching secondary data at 
first, then continuing research on primary data in the field. The 
law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2000 concerning 
Industrial Design which is protected a creator  of  graphic  design.  
A  graphic  design  is  a  one  of  creation  must  be  protection. 
Especially for creator of design graphic. The result of protection 
for T-shit creator design graphic in Malioboro, Yogyakarta, is not 
protected optimally because there are defect in implementation 
and there are three inhibiting factors. Researchers getting 
conclusion that the implementation of protected for creator rights 
graphic design on t-shirt is not optimally and to harmful for 
creator and designer.

Abstrak:
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui problematika yang 
menjadi hambatan didalam perlindungan hukum atas Pemegang 
Hak Desain Grafis pada Kaos di Malioboro, Yogyakarta. 
Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian non-
doktrinal atau penelitian empiris, yaitu meneliti data sekunder 
pada awalnya, untuk kemudian dilanjutkan penelitian terhadap 
data primer di lapangan. Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang mengatur 
perlindungan terhadap pendesain dari desain grafis. Desain grafis 
sendiri merupakan salah satu ciptaan yang harus dilindungi. 
Terkhusus terhadap pemegang hak desain grafis dan pendesain. 
Hasilnya perlindungan terhadap pendesain grafis pada kaos yang 
berada di Malioboro Yogyakarta, masih belum dilindungi dengan 
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Article Information Abstract
optimal karena terdapat kekurangan pada penerapan dan terdapat 
3 (tiga) faktor penghambat. peneliti mendapatkan kesimpulan 
bahwa pelaksanaan perlindungan terhadap pemegang hak desain 
grafis pada kaos masih belum optimal dan merugikan pencipta 
ataupun pendesain.

A.	 Pendahuluan
Kreatifitas yang muncul dalam kehidupan sehari-hari yang sering ditemui adalah desain 

grafis dikaos yang bisa digunakan sebagai media penyaluran kreatifitas dan sisi lain pun memiliki 
nilai inovatif yang dapat dikenakan dikeseharian. Dalam pembuatan desain grafis itu sendiri 
bukanlah pekerjaan yang mudah karena membutuhkan kreatifitas ide dan keahlian pencipta. 
Kreatifitas tersebut ada sebuat ide atau gagasan, dari munculnya ide yang diikuti dengan keahlian 
yang menentukan suatu desain sebuah karya. Selama proses pembuatan desain tersebut pencipta 
membutuhkan jangka waktu yang cukup lama karena memerlukan pertimbangan – pertimbangan 
yang matang agar sesuai dengan ide, imajinasi dan pemikiran pencipta. Dengan jangka waktu dan 
proses terciptanya suatu desain grafis, tidak sedikit orang yang tidak dapat menghargai suatu ide 
pada desain grafis kaos tersebut.

Pembajakan yang terus terjadi secara langsung oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung 
jawab tanpa disadari telah melanggar norma serta hukum yang berlaku. Seperti  mengambil  karya  
cipta  pencipta  yang  mana  tidak  mencatumkan  nama pencipta. Sehingga perlunya perlindungan 
hukum.

Dalam hierarki peraturan perundang -undang di Indonesia, Undang- Undang Dasar Republik 
Indonesia 1945 sebagai peraturan tertinggi sekaligus konstitusi negara Republik Indonesia telah 
mengatur hak konsitusional dari pendesain merujuk Pasal 28D ayat (1), yang mana dijelaskan 
setiap orang berhak mendapat jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Namun, di dalam 
masyarakat sendiri masih ditemui hal yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan 
tersebut salah satunya  mengenai Pembajakan  desain  Industri . Dalam Pasal  499 Kitab Undang- 
Undang Perdata menyebutkan bahwa “Menurut paham undang-undang yang dinamakan 
kebedaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik”. Adapun 
juga dijelaskan dalam Pasal 503 yang mana menjelaskan bahwa barang dapat bertubuh dan tak 
bertubuh. dan dispesifikan lagi ke dalam hak kekayaan intelektual terkhusus undang-undang 
nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri dalam Pasal 1 ayat 1.

Artikel ini disusun dengan pengembangan dari penelitian sebelumnya oleh Robby  Ramadhan  
Abdi  Pranoto,  yang  meneliti  mengenai  Pelindungan  hukum terhadap pemegang desain grafis 
pada pakaian kaos menurut Undang-Undang Nomor 31Tahun 2000 tentang Desain Industri, dari 
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keefektifitasan perlindungan desain sangatlah minim 
disadari di tengah masyarakat, budaya hukum Pembajakan terhadap desain grafis merupakan 
hal dikesampingkan. Menurutu Hary Suhud Sunaryo Putro yang meneliti mengenai Perlidungan 
Hukum Terhadap Desain Industri di Sukoharjo, menjelaskan bahwa pembajakan yang sering 
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ditemukan dalam masyarakat sukoharjo juga dilandaskan dari kurang tahunya masyarakat 
mengenai pentingnya kesadaran akan perlindungan suatu desain industri.

Sementara yang peneliti lakukan  dari pengamatan di lapangan ada beberapa pihak yang 
tidak bertanggung jawab  yang ditemui menjualbelikan desain grafis kaos yang bukan miliknya. 
Oleh karena itu artikel ini mengkaji pada pembajakan Desain Grafis pada kaos yang sering terjadi 
di Malioboro, Yogyakarta. Oleh karena itu artikel ini mengkaji Perlindungan Hukum Terhadap 
Pemegang Hak Desain Grafis Pada Kaos Menurut Undang-Undang nomor 31 Tahun 2000 tentang 
Desain Industri yaang penelitian lakukan di Malioboro, Yogyakarta.

B.  	Metode Penelitian
Jenis penelitian pada artikel ini adalah penelitian hukum doktrinal dan penelitian non doktrin. 

Pada penelitian ini, penulisan menggunakan jenis penelitian non  doktrinal  yang  disebut  juga  
penelitian  empiris,  yaitu  suatu  penelitian  yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat 
dalam masyarakat berdasarkan data yang terjadi di lapangan . Pendekatan yang digunakan oleh 
penelitian dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif 
ini memusatkan perhatian  pada  prinsip-prinsip  umum  yang  mendasari  perwujudan  satuan-
satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala 
sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk 
memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku melalui proses pengamatan.

C.  	Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Setiap orang yang telah melaksanakan sesuatu kegiatan pembajakan yang bertujuan   untuk   di  

produksi   ataupun   diperjualbelikan   kembali   yang   dapat menimbulkan suatu kegiatan ekonomi 
wajib hukumnya mendapatkan izin ataupun persetujuan dari pencipta atau pemegang hak cipta. 
Suatu kegiatan atau perbuatan yang  menggunakan  suatu  desain  grafis  dengan  menggadakan  
atau  memproduksi dalam jumlah yang besar kemudian menjual kembali dapat menimbulkan 
kerugian ekonomi maupun moral yang dapat merugikan pencipta dari desain grafis tersebut. 
Dimana seharusnya  para pihak yang akan  memproduksi atau melakukan kegiatan ekonomi dapat 
meminta izin terlebih dahulu kepada pembuat, pencipta ataupun pendesain, sehingga tidak akan 
menimbulkan kerugian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, didasarkan pada konsep negara 
hukum. Negara hukum mengatur bahwa segala aspek kehidupan kemasyarakatan, kenegaraan dan 
pemerintahan harus berdasarkan atas  hukum. Salah satu unsur negara hukum adalah perlindungan 
hak asasi manusia sebagai dasar perlindungan hukum Hak Desain Industri. Perlindungan hukum 
meliputi perlindungan preventif dan perlindungan represif. Dengan adanya undang-undang 
desain industri memberikan perlindungan kepada pendesain untuk mencegah dan menyelesaikan 
terjadinya sengketa di bidang Desain Industri. Dengan adanya perlindungan terhadap pemegak 
hak Desain Industri membuat para pendesain untuk lebih kreatif dan produktif dalam mencipta 
dan menghasilkan karya-karya desain industri. Dan dalam pengaturan hukum Desain Industri 
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yang terpenting dalam pengajuan hak adalah berkaitan dengan unsur kebaruan dalam ciptaan 
karya Desain Industri.

Hierarki di dalam perundang-undangan Indonesia, memiliki dasar hukum yang paling 
tinggi adalah peraturan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945. dalam peraturan UUD 
1945 telah mengatur berbagai macam peraturan hukum dan hak-hak. Dalam pembajakan desain 
garfis sendiri merunjuk di dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi:  “Setiap  orang  berhak  atas  
pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 
hadapan hukum”, dapat ditarik kesimpulan bahwa negara memberikan hak kepada setiap pribadi 
lepas pribadi untuk mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum. Namun di dalam 
implementasi Pasal tersebut yang ditemui di tengah masyarakat masih sukar untuk ditemui hak 
tersebut. Terkhusus pada hak desain grafis, setiap pencipta yang menghasilkan karya ciptaannya 
harusnya mendapatkan hak jaminan dan perlindungan tersebut, dan tertuang kedalam UU Desain 
Industri 31/2000.

UU Desain Industri 31/2000, telah mengatur penjelasan dari desain industri yang dijelaskan 
di dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, 
konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya 
yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat 
diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan 
suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan”, dimana suatu desain grafis 
memiliki komposisi garis atau  warna tercakup  dalam penjelasan yang dimaksud desain  industri.
Dalam  UU Desain Industri sendiri mengatur hukuman pidana bagi pembajakan yang dilakukan 
di lingkup desain industri itu sendiri. Didalam Pasal 54 ayat (1) yang menyatakan bahwa sanksi 
terhadap pelanggaran pembajakan desain grafis tidak dapat dikatakan sedikit, bagi yang melanggar 
akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp300.000.00,00 (tiga ratus juta rupiah). Maka perlunya suatu desain industri yang 
dihasilkan oleh pencipta, maka patutlah untuk diberikan perlindungann hukum. Perlindungan 
hukum diberikan agar desain industri yang dihasilkan pengrajin tidak ditiru atau dimanfaat oleh 
pihak lain yang tidak berhak. Untuk desain industri yang mendapat perlindungan hendaknya 
suatu desain tersebut memenuhi kriteria.

Dalam  hubungan  dengan  industrialisasi  adanya  suatu  pengaturan  tentang desain industri 
ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengacu kedalam perlindungan Hak Atas 
Kekayaan Intelektual. Dalam mengawasi persaingan dan perputaran ekonomi serta pemasaran, 
maka mutu dan harga suatu produk sangat penting. Demikian pula desain industri sangatlah penting 
sebagai salah satu unsur yang dapat membedakan suatu produk dengan produk lainnya. Dengan 
mengingat hal-hal  tersebut  dan  menarik  benang  merah  dengan  perlindungan  hukum  tentang 
desain   industri   yaitu   untuk  menjamin  perlindungan hak-hak pendesain   dan menetapkan hak 
dan kewajiban serta menjaga agar pihak yang tidak berhak tidak menyalahgunakan hak desain 
industri tersebut. Yang menjadi landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai 
bentuk kecurangan dengan cara membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau 
mengedarkan barang itu yang sudah diberi hak desain industri yang telah dikenal secara luas.
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Perlindungan  hukum  terhadap  desain  industri  sebagai  salah  satu  karya intelektual sangat 
diperlukan, bukan saja karena untuk kepentingan pendesain semata, akan tetapi dimaksudkan 
juga untuk merangsang kreatifitas pendesain untuk terus menerus menciptakan desain baru. Tidak 
semua desain industri yang baru dapat diberikan  hak  atas  desain  industri  dan  perlindungan  
hukum,  Pasal  4  UU  Desain Industri mengatur tentang desain industri yang bertentangan dengan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, dan kesusilaan. Selain itu  
hak  desain  industri  baru  akan  diberikan  kepada  desain  industri  yang  bersifat novelty (baru) 
dan telah terdaftar.

Pembajakan dan penjualan karya bajakan yang sudah sering terjadi, yaitu pembajakan atas 
karya dari pencipta atas desain grafis kaos. Pembajakan desain memang tak jarang dianggap 
sepi. Tak heran jika kasus ini nyaris tidak ada yang muncul ke permukaan. Padahal, sebuah 
desain sangat mudah untuk ditirukan. Di kota Yogyakarta sendiri terdapat banyak pencipta atas 
desain grafis yang tak jarang karyanya dibajak yang dapat merugikan pencipta itu sendiri. Dari 
permasalahan ini penulis mendapatkan beberapa data dan informasi terkait dengan pembahasan 
penelitian ini, yaitu mengenai perkembangan para pencipta atas desain grafis dan hasil desainnya 
serta bentuk pelanggaran yang ada.

Berdasarkan data Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) KEMENKUMHAM, tidak 
adannya data pendesain khususnya desain grafis kaos yang mendaftarkan Hak Desain Industri di 
bidang Desain Grafis Kaos di bidang Desain Industri Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual 
(DJKI) KEMENKUMHAM. Maka penulis memutuskan untuk langsung turun kelapangan 
untuk mewawancarai pihak pendesain maupun penjual desain grafis pada kaos di Malioboro, 
Yogyakarta.

Berikut ini adalah hasil data dari berbagai pencipta atas desain grafis kaos di Yogyakarta  
khususnya  yang  diperjualbelikan  di  Malioboro  yang  diklasifikasikan dalam bentuk tabel:

No
Nama Pendesain atas
Desain Grafis Kaos

Alamat Bentuk Pelanggaran Tindakan

1 Romy
(Owner Capung)

Malioboro Pembajakan hasil desain tanpa 
seizin pemilik Desain; Hasil 
Desain digunakan oleh pihak yang 
tidak bertanggungjawab untuk 
diperbanyak dan dijual kembali 
dengan bentuk kaos yang sama, 
namun hanya perbedaan bahan 
kaos saja

Tidak Dilaporkan
(Pernah melalui 
proses Mediasi 
namun pemahaman 
tentang UU No.31 
tahun 2000 tentang 
Desain Indistri 
masih belum 
memahami)

2 Kurniawan (Pendesain
dari Dagadu)

Jl. Bantul KM
8, Pucungan

Hasil desain digunakan pada 
produk selain kaos dagadu dan 
banyak beredar di pasaran oleh 
pihak diluar dari kaos dagadu, 
dan lebih banyak didagangkan di 
Malioboro

Tidak Dilaporkan
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No
Nama Pendesain atas
Desain Grafis Kaos

Alamat Bentuk Pelanggaran Tindakan

3 Adi Santosa
(Mahasiswa FH 
UMY)

Tamanmartani,
Kalasan

Pembajakan hasil desain tanpa 
seizin pemilik desain: Hasil desain 
pribadi yang digandakan oleh 
pihak sekolah untuk membuat 
kaos, dan dipublikasikan tanpa 
seizin pemilik desain.

Tidak Dilaporkan

4 M. Arifin (Mahasiswa
ISI Yogyakarta)

Jl.Parangtritis
Km 6,5 Sewon

Pembajakan dan penjualan hasil 
desain tanpa seizin pemilik 
desain: Pemakaian hasil desain 
yang semula untuk kaos, tetapi 
oleh pabrik chiki digunakan pada 
kemasan produknya tanpa seizin 
pemilik desain dan diproduksi 
serta didistribusikan dalam jumlah 
yang banyak.

Tidak Dilaporkan

5 Akhmad Muzaki
(Pendesain Grafis
Freelance)

Gejayan, DIY Pembajakan hasil desain tanpa 
seizin pemilik desain: Hasil desain 
pribadi yang dibuat untuk kaos 
disalahgunakan oleh pihak yang 
tidak bertanggung jawab dengan 
membajak/memperbanyak dan 
digunakan untuk desain kaos 
lainnya tanpa seizin pemilik desain 
tersebut dan diperjual-belikan di 
sepanjang Malioboro

Tidak Dilaporkan

6 Sigit Dwi (Owner
Junkblood Clothing)

Sidoarum,
Godean

Pembajakan hasil desain tanpa 
seizin pemilik desain: Hasil desain 
pribadi yang dibuat untuk kaos 
disalahgunakan oleh pihak yang 
tidak bertanggung jawab dengan 
membajak dan digunakan untuk 
desain sebuah logo di sebuah 
website (blogspot) tanpa seizin 
pemilik desain tersebut dan juga 
hasil desain banyak diperjual 
belikan pada kaos di Malioboro

Tidak Dilaporkan

Dari hasil penelitian diatas, sejumlah 6 (enam) responden yang penulis wawancarai 
yang merupakan pencipta atas desain grafis kaos yang ada di Malioboro, Yogyakarta terlibat 
kasus pembajakan terhadap desain grafisnya, Orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan 
tidak mengerti akan adanya sebuah hak desain industri, dengan mudahnya membajak dan 
menyebarluaskan desain grafis kaos tersebut tanpa seizin dari penciptanya. Dan begitupun dengan 
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penciptanya, seakan tidak tahu bagaimana alur penyelesainnya jika desain grafis miliknya dibajak 
oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Kurangnya pengetahuan tentang bagaimana 
prosedur untuk memproses kasus ini ke jalur hukum menjadi alasan umum bagi para pencipta 
atas desain grafis kaos saat ini.

D.  	Simpulan
Dari  hasil  penelitian penulis dapat menyimpulkan Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan 

hak desain grafis pada kaos desain industri pengerajin kaos yang diperjualbelikan di Malioboro, 
Yogyakarta. Perlindungan Hak Pendesain grafis pada kaos dalam pelaksanaan UU 31/2000 
tentang Desain  Industri di Malioboro, Yogyakarta belum terlaksana dengan baik. Bahkan terkesan 
dikesampingkan karena penjual kaos kaki lima di Malioboro dan masyarakat telah terbiasa dengan 
adanya pembajakan yang dinilai sudah lumrah dan wajar di tengah masyarakat, ditambah dengan 
belum adanya kesadaran dari masyarakat untuk bisa menghargai suatu karya cipta pendesain grafis 
pada kaos. Sehingga peraturan yang telah ada mengenai perlindungan desain industri terkhusus 
dessain grafis tidak dapat berjalan secara maksimal di tengah masyarakat dan peraturan tersebut 
menjadi aturan yang hanya tertulis didalam Undang-Undang. Dengan penggunaan delik aduan 
sendiri yang telah ada pada UU 31/2000 tentang Desain Industri menyebabkan tidak adanya 
tindakan yang tegas dari para pihhak penegak hukum dan pelaksanaan secara nyata di tengah 
masyarakat.

Ketidak pahamannya masyarakat mengenai aturan dan hukum yang tertulis merupakan faktor 
utama yang dapat diperhatiakn lagi oleh pemerintah sendiri, peraturan yang telah  ada  seharusnya 
dapat berjalan secara efektif apabila dari Pendesain dan masyarakat paham akan pentingnya 
nilai. Budaya Hukum saling membajak desain grafis  juga  dirasakan  penjual desain grafis  kaos 
di malioiboro dengan terciptanya iklim persaingan yang tidak sehat ini mengakibatkan jangka 
yang cukup panjang terhadap kerugian. Bagi pendesain sendiri akan mengurangi minat dari 
anak bangsa untuk berkarya dalam bidang desain grafis dengan terus berkembangnya budaya 
pembajakan seperti ini.

Terdapat faktor-faktor penghambat yang menyebabkan kurang maksimalnya implementasi 
perlindungan Pencipta. Pertama adalah Peraturan Perundang-undangan Kekayaan Intelektual 
harus dapat dikomunikasikan kepada masyarakat Indonesia. Kedua, Budaya Hukum Masyarakat 
Yang Masih Rendah. Dan ketiga, Perlunya sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya 
hukum itu dilaksanakan dengan baik.

E.  Saran
1.     Kepada  penegak  hukum  dalam  hal  ini  terkhusus  Aparat  Penegeak  Hukum  dan Direktoran 

Jendral Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu memberikan sosialisasi kepada 
masyarakat secara terus menerus khususnya pada Pendesain Grafis pada kaos ataupun pelaku 
usaha pembajakan hak desain grafis pendesain.

2.	 Kepada  pendesain  diharapkan  dapat meningkatkan  kesadaran  dan  pengetahuan tentang 
pentingnya Perlindungan Hukum Desain Grafis pada Kaos sehingga tidak merugukan 
kepentingan orang lain.
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This article describes and examines the problem. First, how is the 
legal problematic if the application of the Currency Board System 
is carried out in Indonesia. Based on the results of the research, it 
shows that the problems found are that the Law of the Republic of 
Indonesia Number 6 of 2009 concerning the Second Amendment 
to Law Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia and Law 
Number 24 of 1999 concerning Foreign Exchange Flows and the 
Exchange Rate System have not accommodated application of the 
Currency Board System. The law clearly stipulates that Indonesia 
only adopts a floating exchange rate system. The response 
from banking law experts calls for the need for a new law and/ 
or amendments to the old law, namely Law of the Republic of 
Indonesia Number 6 of 2009 concerning the Second Amendment 
to Law Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia and Law 
Number 24 of 1999 concerning Foreign Exchange Flows and 
Exchange Rate System.

Abstrak:
Artikel ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama 
Bagaimana problematik hukum jika penerapan Currency Board 
System di lakukan di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian 
menunjukkan bahwa problematika yang didapatkan bahwa 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 
24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai 
Tukar belum mengakomodir penerapan Currency Board System. 
Undang-undang tersebut mengatur secara jelas bahwa Indonesia 
hanya menganut sistem nilai tukar mengambang. Respon dari 
ahli hukum perbankan menghendaki perlunya undang-undang 
yang baru dan atau perubahan terhadap undang-undang yang 
lama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 
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Article Information Abstract
2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem 
Nilai Tukar.

A. 	 Pendahuluan
Perekonomian Indonesia pada saat ini sedang mengalami kesulitan akibat pandemi  

COVID-19 yang menyebabkan  kepanikan  baik  di  kalangan  pemerintah, masyarakat, 
maupun dunia usaha. Respons pemerintah dan masyarakat yang melakukan upaya pencegahan, 
seperti: penutupan sekolah, Work From Home khususnya pekerja sektor formal, penundaan dan 
pembatalan berbagai Event pemerintah dan swasta, penghentian beberapa transportasi umum, 
dan pemberlakuan PSBB di berbagai daerah, larangan mudik, membuat roda perputaran ekonomi 
melambat. Tercatat semenjak pandemi berlangsung 2 Maret hingga 16 April 2020, kurs Rupiah 
terhadap US$ terkoreksi (melemah) sebesar -12,4% dan IHSG telah terkoreksi 28,44%. Meskipun 
volatilitas tersebut masih tergolong lebih baik apabila dibandingkan dengan krisis finansial 2008, 
dimana saat itu, IHSG terkoreksi hingga 50% dan Rupiah terdepresiasi sebesar 30,9% (Haryanto, 
2020:1). Apabila wabah Covid-19 tidak diantisipasi secara dini, dapat mengakibatkan kepanikan 
secara luas dan berkepanjangan, dan timbul efek domino, di mana serbuan terhadap Dolar AS 
makin lama makin besar, dengan nilai tukar rupiah tercatat pada 23 Maret 2020 mendekati angka 
Rp. 16.550 per Dolar AS yaitu nilai tertinggi setelah krisis 1998  (USD/IDR - Kurs & Nilai Tukar 
Dollar Ke Rupiah Hari Ini, 2020). Sehingga dampaknya bisa saja lebih buruk dari krisis keuangan 
tahun 2008. dampak Covid-19 terhadap nilai tukar (Indonesia Rupiah terhadap Dolar AS) dan 
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data harian 
kasus Covid-19, nilai tukar dan periode Indeks Harga Saham Gabungan dari 2 Maret hingga 30 
April 2020. Hasil analisis menunjukkan: peningkatan 1% pada kasus Covid-19 menyebabkan 
depresiasi sebesar Rupiah terhadap Dolar AS sebesar 0,02%, (Haryanto, 2020:1).

Namun Stimulus saja tidaklah cukup perlu adanya perubahan sistem nilai tukar. Kondisi 
kurs global sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia karena perekonomian 
Indonesia  merupakan  ekonomi  terbuka kecil.  Artinya,  perekonomian  Indonesia  tidak mampu 
mempengaruhi perekonomian global, justru sebaliknya perekonomian Indonesia dipengaruhi 
oleh perekonomian global. Kebijakan nilai tukar yang diterapkan   dapat berperan penting dalam 
penstabilan perekonomian.

Kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral memiliki peran yang cukup signifikan 
dalam perekonomian. Keadaan baik atau buruknya perekonomian suatu negara tercermin dari 
kebijakan moneter yang diterapkan oleh pelaku perekonomian. Seperti yang kita ketahui, Bank 
Indonesia sebagai salah satu pelaku perekonomian memegang peranan penting dalam kebijakan 
moneter. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 23D menjadi dasar 
konstitusi akan eksistensi bank sentral Indonesia, (Martono, 2002:13).
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Dalam menentukan sistem nilai tukar yang akan diterapkan di Indonesia. Hal ini tercermin di 
dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar yang 
berbunyi “Bank Indonesia mengajukan Sistem Nilai Tukar untuk ditetapkan oleh Pemerintah”. 
Kebijakan terkait penetapan sistem nilai tukar Rupiah pernah dilakukan oleh Bank Indonesia pada 
saat krisis moneter tahun 1997 yaitu sistem nilai tukar mengambang terkendali yang fleksibel 
menjadi sistem nilai tukar mengambang penuh.

Indonesia sendiri pernah menerapkan sistem nilai tukar 3, yaitu penerapan sistem nilai 
tukar tetap pada Tahun 1975-1978, mengambang terkendali pada tahun 1978-1997, dan 
periode mengambang bebas pada tahun 1997- Sekarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
perkembangan sistem nilai tukar di Indonesia mengalami fluktuasi sepanjang tahun. Upaya 
menstabilkan nilai tukar Rupiah perlu dilakukan oleh Bank Indonesia dan sistem mengambang 
bebas (Fitriyani dkk., 2019:9).
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Jika di lihat dari grafik di atas nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah terbukti 

membuat nilai tukar Indonesia yang makin lemah dan dampak negatif yang dapat timbul 

apabila kebijakan nilai tukar mengambang bebas Oleh karena itu, perlu ditinjau ulang

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2020) Nilai Tukar Dolar Amerika terhadap Rupiah

Jika di lihat dari grafik di atas nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah terbukti membuat 
nilai tukar Indonesia yang makin lemah dan dampak negatif yang dapat timbul apabila kebijakan 
nilai tukar mengambang bebas Oleh karena itu, perlu ditinjau ulang pelaksanaan sistem nilai 
free float ini secara periodik sejalan dengan perkembangan situasi ekonomi  moneter yang terus 
bergejolak  secara dinamis (Koestandar, 2001:34).

Alternatif terbaik bagi otoritas moneter saat ini adalah menerapkan sistem nilai tukar 
Currency Board System namun mata uang domestik yang beredar di jamin secara keseluruhan 
kepada cadangan devisa  ditetapkan terhadap mata uang asing. Kita harus lebih dalam memahami 
apa itu Currency Board System adalah sebuah sistem nilai tukar. Terdapat  tiga ciri utama dari 
sistem nilai tukar ini (Suseno & Simorangkir, 2004: 22).

1.   	Suatu negara secara eksplisit menyatakan komitmennya untuk menjaga nilai mata uangnya 
dengan mata uang negara lain dengan nilai tukar yang tetap.
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2.	 Setiap uang lokal yang diedarkan harus dijamin sepenuhnya dengan cadangan devisa. Selain 
menggunakan mata uang lokal terdapat juga negara yang menerapkan Currency Board System 
menggunakan mata uang asing sebagai uang beredar di negaranya, misalnya, menggunakan 
dolar Amerika serikat dan sistem ini sering disebut dengan dolarisasi. Dengan ciri kedua ini 
berarti setiap terjadinya perubahan di dalam cadangan devisa akan mendorong perubahan 
yang sama di dalam uang beredar atau uang primer. Aturan ini hampir sama dengan aturan 
yang berlaku dalam standar emas.

3.   	Tidak ada kebijakan pembatasan devisa.

Currency Board System sendiri sudah pernah di terapkan di negara-negara lain contohnya 
adalah Argentina, Hong Kong, Brunei Darussalam, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Lithuania, 
Estonia, dan Djibouti., Hong Kong pun dahulu menerapkan sistem nilai tukar mengambang bebas 
seperti Indonesia namun sekarang sudah beralih ke Currency Board System dan sukses menerapkan 
hal tersebut dimana pada tahun 1974 Hong Kong menerapkan nilai tukar mengambang bebas dan 
akhirnya menerapkan Currency Board System pada tahun 1984 hingga pada saat ini (Suyanto, 
2004:37).

Sumber: (Insider Inc., 2020)

Nilai tukar USD terhadap Dolar Hong Kong dapat di lihat dalam grafik ini terlihat nilai tukar 
dolar Hong kong jauh lebih stabil hanya di kisaran 7 Dolar Hong kong per USD. Indonesia sendiri 
pernah akan di terapkan Currency Board System pada zaman Suharto pada dengan mendatangkan 
ahli ke Indonesia namun proposal tersebut tidak mendapat persetujuan oleh IMF dan di sarankan 
oleh IMF menggunakan sistem nilai tukar mengambang bebas (Suyanto, 2004:23).
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Beberapa penelitian pernah di lakukan pertama dari Lessons From Argentina’s Currency 
Board System For Indonesia dalam bentuk jurnal di tulis oleh Agus Fadjar Setiawan (Setiawan, 
2003), di penelitian ini lebih kepada bagaimana keadaan Currency Board System di Argentina 
dan bagaimana jika di terapkan di Indonesia. Lalu ada dari Currency Board Arrangements: 
Arguments For And Against Adoption In Indonesia dalam bentuk  jurnal  di  tulis  oleh Suyanto  
(Suyanto, 2004), di  dalam tulisan  ini  dijelaskan bagaimana jika pada masa krisis 1998 di terapkan 
Currency Board System namun lebih ke arah ekonominya dan kurang sektor hukumnya. Dan ada 
dari Saving the Rupiah with a Currency Board for Indonesia dalam bentuk jurnal di tulis oleh 
Sromon Das,(Sromon Das 2007) dalam penelitian ini lebih detail bagaimana jika Currency Board 
System di terapkan dan dijelaskan beberapa aspek nya mulai dari ekonomi hingga sektor hukum 
namun dalam penelitian ini sektor hukumnya kurang jelas dan hanya sebagai hukum administrasi 
bukan hukum perbankan.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini di tunjukan potensi penerapan 
Currency Board System di Indonesia dengan perspektif hukum perbankan dimana akan 
menganalisis mengenai problematik hukum penerapan Currency Board System di Indonesia dan 
bagaimana respons penerapan hukum perbankan terhadap implementasi Currency Board System 
di Indonesia. Dalam tulisan ini akan di bahas bagaimana jika Currency Board System diterapkan 
di Indonesia ini pada saat ini.

B.   Metode Penelitian
Jenis Penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif (normative 

research). Penelitian hukum normatif adalah penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang 
fokusnya pada membaca dan mempelajari kompilasi dan mendownload bahan-bahan hukum primer 
dan sekunder. Sehingga, dalam penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, 
teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi untuk 
mempelajari tentang potensi penerapan Currency Board System di Indonesia dimana jawaban 
yang dihadapkan adalah right, inappropriate, atau wrong (Peter Mahmud Marzuki, 2014:34-35).

C.   Hasil Penelitian dan Pembahasan
Currency Board System bila diterapkan akan terdapat beberapa problematik dikarenakan 

Indonesia belum pernah menerapkan sistem tersebut. Ada beberapa hal yang akan dibahas tentang 
kendala yang ada jika Currency Board System diterapkan.

1.  	 Problematik Terhadap Regulasi Nilai Tukar Rupiah

Pemilihan sistem nilai tukar sangat memengaruhi efektivitas kebijakan moneter. 
Dalam kondisi suatu negara menerapkan sistem nilai tukar tetap, apabila terjadi aliran dana 
luar negeri masuk/keluar, maka hal tersebut berpengaruh langsung terhadap jumlah uang 
beredar di dalam negeri dan sebagai akibatnya berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan 
moneter dalam memengaruhi kegiatan ekonomi dan inflasi. Karena itu, sistem nilai tukar 
tetap biasanya disertai dengan penerapan sistem devisa terkontrol, karena mobilitas aliran 
dana dari dan ke luar negeri cenderung berkurang sehingga dapat mendukung pelaksanaan 
kebijakan moneter yang lebih efektif. 
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Sistem nilai tukar mengambang diterapkan di Indonesia sejak 14 Agustus 1997 hingga 
sekarang. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, sistem ini ditempuh sebagai reaksi Pemerintah 
dalam menghadapi demikian besarnya gejolak dan cepatnya pelemahan nilai tukar pada 
sekitar Juli – Agustus 1997. Serangan spekulasi terhadap rupiah yang dipicu oleh dampak 
menjalar serangan spekulasi terhadap mata uang baht Thailand telah menyebabkan gejolak 
dan pelemahan nilai tukar rupiah, yang selanjutnya mendorong investor luar negeri menarik 
dananya secara besar-besaran dan pada waktu bersamaan dari Indonesia. Kepanikan kemudian 
terjadi di pasar valuta asing karena perusahaan dan bank-bank di dalam negeri memborong 
valuta asing untuk membayar atau melindungi kewajiban luar negerinya dari risiko nilai 
tukar, sementara sebagian para pelaku pasar berspekulasi untuk mencari keuntungan pribadi.

Pada awalnya, pemerintah dan Bank Indonesia terus berupaya menstabilkan nilai tukar 
rupiah, antara lain dengan intervensi di pasar valuta asing dan beberapa kali memperlebar 
kisaran pita intervensi nilai tukar rupiah sesuai sistem nilai tukar mengambang terkendali 
yang dianut pada saat itu. Akan tetapi, tekanan yang sangat besar dan demikian cepat 
terhadap pelemahan nilai tukar rupiah yang disertai dengan penurunan cadangan devisa yang 
terus berlangsung memaksa Pemerintah mengubah sistem nilai tukar rupiah menjadi sistem 
mengambang. Apabila sistem mengambang terkendali tetap dipertahankan, maka cadangan 
devisa negara yang mulai menipis dikhawatirkan dapat terkuras habis dan menimbulkan 
krisis neraca pembayaran yang berat. Sejumlah negara tetangga, seperti Korea Selatan dan 
Thailand, juga melakukan hal yang sama dengan menerapkan sistem nilai tukar mengambang.

Selanjutnya, sistem nilai tukar mengambang tersebut dikukuhkan dengan Undang- 
Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. Sesuai 
dengan undang-undang tersebut, sistem nilai tukar di Indonesia ditetapkan oleh Pemerintah 
setelah mempertimbangkan rekomendasi yang disampaikan oleh Bank Indonesia. Hal ini 
mengingat perubahan sistem nilai tukar akan berdampak sangat luas, tidak saja terhadap 
kegiatan di bidang moneter dan sektor keuangan, tetapi juga terhadap kegiatan ekonomi riil 
baik konsumsi, investasi maupun perdagangan luar negeri. Karena itu, perubahan sistem 
nilai tukar harus melalui pemikiran dan penelitian yang matang, mempertimbangkan 
berbagai aspek, baik ekonomi, politik, maupun sosial. Dalam hal ini, Bank Indonesia perlu 
memberikan rekomendasi mengenai rencana perubahan sistem nilai tukar tersebut, apabila 
akan dilakukan, terutama karena pengalaman dan pengetahuannya di bidang ini maupun 
karena pengaruhnya terhadap kebijakan moneter, perbankan, dan sistem pembayaran.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999, Bank Indonesia diberi kewenangan 
untuk melakukan kebijakan nilai tukar sesuai dengan sistem nilai tukar yang ditetapkan 
pemerintah tersebut. Secara umum kebijakan nilai tukar yang ditempuh Bank Indonesia 
dapat berupa:

a.   	Devaluasi atau revaluasi mata uang rupiah terhadap mata uang asing dalam sistem nilai 
tukar tetap;

b.   	Intervensi di pasar valuta asing dalam sistem nilai tukar mengambang;

c.  Penetapan nilai tukar harian dan lebar kisaran intervensi dalam system nilai tukar 
mengambang terkendali.
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Dengan dianutnya sistem nilai tukar mengambang sejak Agustus 1997, pergerakan 
nilai tukar rupiah pada dasarnya ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan valuta 
asing di pasar. Dalam kaitan ini, kebijakan nilai tukar yang ditempuh Bank Indonesia berupa 
intervensi di pasar valuta asing lebih diarahkan untuk menstabilkan atau menghindari gejolak 
nilai tukar rupiah di pasar. Intervensi dimaksud tidak dimaksudkan untuk mencapai atau 
mengarahkan pergerakan nilai tukar rupiah pada tingkat atau kisaran tertentu. Dari peraturan 
tersebut perlunya perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 untuk menerapkan 
Currency Board System dikarenakan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Pasal 12 yang 
di perjelas dalam penjelasannya yaitu Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar 
berdasarkan kebijakan nilai tukar yang ditetapkan sesuai dengan sistem nilai tukar yang 
dianut, antara lain berupa:

a.	 Dalam sistem nilai tukar tetap berupa devaluasi atau revaluasi terhadap mata uang asing;

b.   	Dalam sistem nilai tukar mengambang berupa intervensi pasar;

c.   Dalam sistem nilai tukar mengambang terkendali berupa penetapan nilai tukar harian 
serta lebar pita intervensi.

Bank Indonesia hanya bisa menjalankan perintah berdasarkan undang-undang terhadap 
kebijakan sistem nilai tukar seperti mengatur laju arah apresiasi atau depresiasi rupiah dan 
intervensi lainya, Namun Bank Indonesia dapat memberikan rekomendasi sesuai Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 1999 Pasal 5 Ayat (1) “Bank Indonesia mengajukan Sistem Nilai 
Tukar untuk ditetapkan oleh Pemerintah.” Yang di perjelas dalam penjelasannya yaitu:

Penetapan Sistem Nilai Tukar sebagaimana dimaksud dalam Ayat ini dilakukan 
dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia. Bank Indonesia mengkaji Sistem Nilai 
Tukar yang diajukan kepada Pemerintah secara hati-hati. Sistem Nilai Tukar tersebut 
antara lain berupa:

a.	 Sistem Nilai Tukar tetap; atau

b.   	Sistem Nilai Tukar mengambang; atau

c.   	Sistem Nilai Tukar mengambang terkendali.

2.  	 Kebijakan Currency Board System di Indonesia

Currency Board System memiliki inflasi yang lebih rendah, pertumbuhan ekonomi yang 
lebih tinggi, dan defisit fiskal yang lebih rendah dibandingkan dengan rezim nilai tukar yang 
dipatok dan rezim nilai tukar mengambang. Dari pengalaman Hong Kong dan Argentina, 
terlihat bahwa negara-negara tersebut akan mencapai kinerja ekonomi yang stabil jika secara 
konsisten mempertahankan Currency Board System. Ketika mereka mulai tidak konsisten, 
pasar akan merespons, dan mengakibatkan kemerosotan nilai tukar dan kinerja ekonomi.

Dalam kasus Indonesia, Sempat ingin menggunakan Currency Board System selama 
krisis akan tetapi menghasilkan biaya yang lebih besar daripada keuntungan. Manfaat akan 
diperoleh jika Indonesia mengadopsi Currency Board System yang didukung penuh. Namun, 
kondisi yang diperlukan untuk mengoperasikan Currency Board System yang didukung penuh 
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tidak terpenuhi selama krisis. Indonesia tidak memiliki cukup cadangan untuk mendukung 
basis moneternya dan sistem perbankan belum siap menerima tidak adanya lender of last 
resort. Manfaat Currency Board System bagi Indonesia adalah: mata uang yang stabil, kondisi 
keuangan yang lebih baik bagi bank umum, penghapusan ketergantungan bank umum di 
Bank Indonesia, dan inflasi yang lebih rendah dan pertumbuhan yang lebih tinggi. 

Kebijakan tarik ulur yang di lakukan pemeritah pada era Suharto untuk mengadopsi 
Currency Board System untuk Indonesia didasarkan pada persepsi bahwa krisis ekonomi 
tidak lebih dari krisis keuangan atau lebih spesifiknya adalah masalah nilai tukar. Dengan 
menstabilkan nilai tukar, menurutnya krisis ekonomi akan segera berakhir. Inilah alasan 
utama mengapa ia kemudian mengundang Hanke untuk datang ke Indonesia dan meminta 
Dr. Steve Hanke sebagai penasehat untuk perencanaan Currency Board System di Indonesia, 
tidak lama pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa Currency Board System akan 
segera diperkenalkan. Di sisi lain, IMF tidak setuju dengan penerapan Currency Board 
System di Indonesia selama krisis. Direktur Pelaksana IMF, Michel Camdessus, menilai 
Indonesia belum waktunya mengadopsi Currency Board System. Beberapa kondisi yang 
diperlukan harus dipenuhi sebelum Indonesia mengadopsi pengaturan ini. (Suyanto, 
2004:46-47)

Currency Board System yang didukung penuh tidak mungkin dibentuk karena Indonesia 
tidak memiliki cukup cadangan untuk mendukung basis moneter. Ide untuk meluncurkan 
Currency Board System yang didukung sebagian akan menyebabkan Indonesia tidak dapat 
memperoleh manfaat dari Currency Board System. Selain itu, Currency Board System yang 
didukung sebagian tidak akan berhasil melawan serangan spekulatif.

Namun dengan penerapan Currency Board System di Indonesia menimbulkan masalah 
yaitu. (Suyanto, 2004:45) Masalahnya adalah jika Currency Board System diluncurkan 
dengan hanya sebagian dukungan, dewan tidak akan memiliki sumber daya yang cukup 
untuk melawan serangan spekulatif, dan serangan semacam itu dapat menjatuhkan Currency 
Board Currency Board System yang didukung penuh akan sangat mahal bagi Indonesia 
untuk mempertahankannya. Karena Indonesia berkomitmen untuk menjamin simpanan 
dalam sistem perbankannya, Currency Board System harus mencakup ukuran uang yang 
jauh lebih luas daripada hanya basis moneter. Bahkan mungkin perlu menggunakan jumlah 
uang beredar luas, yang mana akan menelan biaya US $ 66 miliar dengan nilai tukar Rp 
5.000. Saat Presiden Soeharto mempertimbangkan Currency Board System, Indonesia 
hanya memiliki cadangan devisa US $ 8 miliar, yang bahkan tidak cukup untuk mendukung 
basis moneter. Padahal, Indonesia membutuhkan pinjaman dana talangan dari IMF untuk 
membiayai program pemulihannya. Pada periode saat ini dimana keuangan Indonesia lebih 
baik pasca krisis moneter 97 namun dalam peraturannya Undang-Undang Nomor 24 tahun 
1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar dimana dalam Undang-Undang 
Bank Indonesia lah yang mengatur  nilai tukar rupiah yang nanti nya diajukan ke pemerintah 
dalam bentuk rekomendasi yang artinya jika ingin menerapkan Currency Board System perlu 
adanya kemauan dari Bank Indonesia.
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D.	 Simpulan
Problematik pada penerapan Currency Board System diperlukannya perubahan Undang-

Undang No. 23 Tahun 1999 untuk menerapkan Currency Board System dikarenakan Undang-
Undang No. 23 Tahun 1999 Pasal 12 yaitu “Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar 
berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan.” Yang di perjelas dalam penjelasanya 
yaitu menggunakan sistem nilai tukar mengambang. Namun Bank Indonesia dapat memberikan 
rekomendasi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 Pasal 5 Ayat (1) “Bank Indonesia 
mengajukan Sistem Nilai Tukar untuk ditetapkan oleh Pemerintah”. Artinya tidak di berikan 
ruang terhadap sistem nilai tukar lainya seperti Currency Board System.

E.  	Saran
Bank Indonesia perlu diberikan kekuasaan yang lebih untuk menjalankan fungsinya contohnya 

dalam mengatur sistem nilai tukar, tidak perlu bergantung oleh Undang-Undang dan hanya perlu 
diberikan target saja dalam menjalankan tugasnya tidak perlu diatur secara detail dalam Undang-
Undang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia tidak perlu dibuat terlalu 
kaku, demi menjalankan fungsinya sebagai lembaga negara yang independen dan tidak tergantung 
oleh siapa pun agar lebih bebas dan hasil yang lebih optimal dalam menjalankan tugasnya.
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This article aims to find out about the obstacles of implementing 
brand registration among small and medium batik entrepreneurs 
in Pusat Grosir Solo and solutions to the obstacles of implementing 
brand registration among small and medium batik entrepreneurs 
in Pusat Grosir Solo. Empirical legal research is descriptive with 
the research site at the Pusat Grosir Solo. The types and sources 
of this research data include primary and secondary data. Data 
collection techniques with interviews and literature studies. The 
data analysis technique is qualitatively. The results tells that the 
barriers to the implementation of brand registration among small 
and medium-sized batik entrepreneurs in Pusat Grosir Solo are 
divided into two, namely non- normative barriers and normative 
barriers. Non normative barriers are a lack of understanding 
about the brand and its registration, limited funds owned by SMEs, 
and concerns about the brand being not accepted for registration 
due to similarities to existing brands. Then there are normative 
obstacles is brand registration arrangements as stipulated in 
Article 14 paragraph (1), Article 14 paragraph (2), and Article 
23 paragraph (5) of Law No. 20 of 2016 concerning Brands 
and Geographical Indications take a long time (8 months). The 
solution to non-normative barriers is to empower SMEs regarding 
the brand and its registration conducted by the Surakarta City 
Government, the issuance of SME recommendation letters 
by Disnakerperin and Dinkop SME so that registration costs 
are cheaper, and to address concerns about brands not being 
accepted for registration  due to similarities  to existing  brands,  
may register  the brand  collectively. For solutions to normative 
barriers, there needs to be a revision of Law No. 20 of 2016 on 
Brands and Geographical Indications related to the process of 
brand registration to be shorter. 
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Abstrak:
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang hambatan 
pelaksanaan pendaftaran merek di kalangan pengusaha kecil 
dan menengah batik di Pusat Grosir Solo dan solusi untuk 
mengefektifkan pendaftaran merek di kalangan pengusaha kecil 
dan menengah batik di Pusat Grosir Solo. Penelitian hukum 
empiris ini bersifat deskriptif dengan lokasi penelitian di Pusat 
Grosir Solo. Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data 
primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan 
wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data secara 
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan  
pelaksanaan  pendaftaran  merek  di  kalangan pengusaha kecil 
dan menengah batik di Pusat Grosir Solo dibagi menjadi dua 
yaitu hambatan non normatif dan hambatan normative. Hambatan 
non normatif adalah kurangnya pemahaman mengenai  merek  
dan  perolehan haknya,  keterbatasan  dana yang  dimiliki  UKM  
dan  adanya kekhawatiran terhadap merek yang dimiliki tidak 
diterima pendaftarannya karena adanya kemiripan dengan merek 
yang sudah ada. Kemudian hambatan normatif adalah pengaturan 
pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 
(1), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (5) Undang- Undang 
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 
membutuhkan waktu yang lama (8 bulan). Solusi untuk hambatan 
non normatif adalah dengan pemberdayaan UMKM dibidang 
merek dan pendaftarannya yang dilakukan oleh Pemerintah 
Daerah Kota Surakarta, pengeluaran surat rekomendasi UMKM 
oleh Disnakerperin dan Dinkop UMKM agar biaya pendaftaran 
lebih murah, dan guna mengatasi kekhawatiran terhadap merek 
yang dimiliki tidak diterima pendaftarannya karena adanya 
kemiripan dengan merek yang sudah ada, dapat mendaftarkan 
merek secara kolektif. Untuk solusi atas hambatan normatif yaitu 
perlu adanya revisi Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 
tentang Merek dan Indikasi Geografis terkait proses pendaftaran 
merek agar lebih singkat.

A.  	Pendahuluan
Merek termasuk salah satu bentuk karya intelektual yang mempunyai peran penting untuk 

kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa. Merek sebagai lambang yang 
memberikan ciri khusus pada produk serta menjadi pembeda dengan produk milik produsen 
lain pada barang atau jasa yang sejenis. Merek dibedakan atas dua jenis, yaitu merek dagang 
dan merek jasa. Definisi merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek 
dan Indikasi Geografis, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka (1) adalah tanda yang dapat 
ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam 
bentuk dua dimensi dan/atau tuga dimensi, suata, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih 
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unsure tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan 
hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Pentingnya merek sebagai identitas suatu produk yang diciptakan oleh produsen, menjadi 
suatu keharusan untuk merek tersebut didaftarkan, agar supaya merek tersebut tidak diakui atau 
diambil alih oleh produsen lainnya tanpa izin, karena apabila suatu merek sudah memiliki reputasi 
yang bagus, pasti sangat banyak upaya yang dilakukan oleh orang lain untuk mendapatkannya, 
maka dari itu agar merek tersebut memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum, harus 
didaftarkan.

Di kota Solo terdapat suatu pusat perbelanjaan yang cukup besar dan lengkap, tepatnya berada 
di Gladag, yang biasa disebut Pusat Grosir Solo atau biasa disingkat PGS agar memudahkan 
dalam pengucapan. Di dalam Pusat Grosir Solo para pengusaha melayani pembelian secara grosir 
maupun eceran untuk aneka produk sandang terutama batik. Hal tersebut dapat dilihat di kalangan 
UKM batik di Pusat Grosir Solo. Total tenant yang ada di Pusat Grosir Solo mencapai 566 tenant 
dan 296 diantaranya merupakan toko batik, sisanya ada pakaian wanita dan pria; baju muslim; 
accesesories; tas; sepatu; perlengkapan rumah; underwear; baju dan perlengkapan anak; jasa dan 
ekspedisi; serta terdapat tenant makanan.

Salah satu ciri khas kota Solo adalah batiknya. Maka dari itu disini penulis akan meneliti 
mengenai para pengusaha UKM batik saja, karena sangat disayangkan apabila para pedangang 
batik terutama di Pusat Grosir Solo belum mendaftarkan mereknya. Terlebih menurut data dari 
manager Pusat Grosir Solo baru sekitar 10% saja yang sudah mendaftarkan merek. Namun, 
sebagian besar UKM batik di Pusat Grosir Solo nampaknya belum mengetahui dan memahami 
akan pentingnya perlindungan merek demi kepastian hukum dan persaingan usaha yang sehat. 
Sebenarnya peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Merek sudah cukup lengkap 
seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, namun masih banyak UKM batik di Pusat Grosir 
Solo yang tidak mendaftarkan merek mereka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku. Dari segi perlindungan hukum, efektivitas ini dikaji untuk menciptakan persaingan 
usaha yang sehat dan dapat melaksanakan haknya secara efektif serta masih perlu pengetahuan 
mengenai pemanfaatan Merek bagi UKM Batik Pusat Grosir Solo karena masih rendah.

Terdapat beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, seperti Studi Perlindungan 
Merek pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Jenang di Kabupaten Ponorogo Dalam Upaya 
Mendukung Berkembangnya Ekonomi Kreatif dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Risky 
Kharisma Manggara dan Munawar Kholil (2019:18); Tinjauan Yuridis Indikasi Geografis 
Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Non-Individual (Komunal) dalam bentuk jurnal yang 
ditulis oleh Dara Quthni Effida (2019:58); serta Pemahaman Pelaku Usaha Mikro Kecil dan  
Menengah  Terhadap  Urgensi  Penerapan  Hukum Kekayaan  Intelektual  Terkait  Merek 
Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 
(Studi di Dinas Koperasi dan UMKM Surakarta) dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Raissa 
Diva Kirana dan Hernawan Hadi (2019:118). Pada ketiga penelitian tersebut dijelaskan belum 
dijelaskan mengenai solusi secara normatif nya dan penelitian di Pusat Grosir Solo belum 
pernah dilakukan sebelumnya.
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Berdasarkan uraian diatas maka artikel ini akan dibahas mengenai efektivitas hukum 
pendaftaran merek di kalangan pengusaha kecil dan menengah batik di Pusat Grosir Solo.

B.  	Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Jenis dan sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer 
dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer dengan wawancara dan pengumpulan data 
sekunder dengan mengunduh dan mengkopilasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 
Teknik analisis dilakukan secara kualitatif dengan tiga komponen pokok yaitu reduksi data, 
penyajian data, dan menarik kesimpulan.

C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
1.   	Hambatan  Pelaksanaan  Pendaftaran  Merek  di  Kalangan  Pengusaha  Kecil  dan 

Menengah Batik di Pusat Grosir Solo

Berdasarkan hasil penelitian, hanya 10% UKM Batik di Pusat Grosir Solo yang 
telah mendaftarkan merek tokonya. Hal ini menjadikan adanya sebuah pemikiran bahwa 
pelaksanaan pendaftaran merek di kalangan pengusaha kecil dan menengah batik di 
Pusat Grosir Solo masih rendah. Menurut hasil penelitian hambatan-hambatan tersebut 
adalah:

a.	 Hambatan non normatif

Hambatan non-normatif merupakan suatu keadaan yang dapat menyebabkan 
pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik yang diakibatkan oleh 
perilaku individu yang tidak mampu mengikuti suatu norma. Hambatan non 
normative tersebut seperti:

1)	 Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya hak merek

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara 
dengan UKM Batik di Pusat Grosir Solo, dapat diketahui bahwa hambatan 
utama pelaksanaan pendaftaran merek pada UKM Batik di Pusat Grosir Solo 
masih rendah dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya 
mendaftarkan merek.

Menurut Teori Efektivitas Hukum oleh Lawrence M Friedman (1984:5), 
dari sisi budaya hukum yang merupakan sikap masyarakat hukum ditempat 
hukum itu dijalankan. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan 
yang telah ditetapkan dapat diterapkan masyarakat akan menjadi faktor 
pendukung. Namun, bila masyarakat tidak mau mematuhi peraturan yang ada 
maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan 
peraturan yang dimaksud.

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa para UKM 
Batik di Pusat Grosir Solo sebagai masyarakat tidak mengetahui tentang 
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pentingnya hak merek dan pendaftarannya yang secara tidak langsung juga 
tidak mengerti mengenai UU Merek dan Indikasi Geografis.

Pelaku UKM Batik di Pusat Grosir Solo juga mengalami kesulitan 
mengoperasikan pendaftaran secara online. Seiring dengan perkembangan 
zaman, sudah kembangkan pula untuk mendaftarkan merek tidak harus datang 
ke Kantor Ditjen KI, tetapi sudah dimudahkan dengan cara online sesuai 
dengan Permenkumham Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan   
Kekayaan   Intelektual  Secara   Elektronik.   Namun,   pada kenyataan nya hal ini 
belum mendekatkan para UKM Batik di Pusat Grosir Solo untuk mendaftarkan 
mereknya.

Menurut Teori Efektivitas Hukum oleh Lawrence M Friedman (1984:5), 
mengenai struktur hukum yang merupakan bagian dari sistem hukum yang 
bergerak di dalam suatu mekanisme, berkaitan dengan Lembaga pembuat undang-
undang,  pengadilan, penyidikan,  dan  berbagai  badan  yang  diberi wewenang 
untuk menerapkan dan menegakkan hukum. Hal ini berkaitan dengan Direktorat 
Jenderal HKI sebagai Lembaga pembuat Permenkumham Nomor 42 Tahun 
2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik, 
ternyata belum bisa mendekatkan para UKM Batik di Pusat Grosir Solo untuk 
mendaftarkan mereknya karena masih belum bisa mengoperasikan secara online.

2)  	 Keterbatasan dana yang dimiliki UKM

Keterbatasan dana karena tidak stabilnya omset yang mereka dapatkan 
membuat UKM Batik di Pusat Grosir Solo lebih memprioritaskan untuk 
meningkatkan penjualan di toko saja untuk biaya pengeluaran wajib yang 
harus dibayarkan setiap bulannya. Terlebih pendapatan dari penjualan  di Pusat 
Grosir Solo masih terlalu sedikit menjadi anggapan bahwa usaha batik yang 
dijalani pun masih tergolong kecil  sehingga  belum terdapat keinginan untuk 
mendaftarkan merek toko batik. (Hasil Wawancara dengan   Didik pemilik toko 
batik ‘Yess Batik’. 26 Januari 2021).

Paham mengenai merek pun belum menjadikan seorang pelaku bisnis 
seperti para UKM Batik di Pusat Grosir Solo untuk langsung mendaftarkan 
mereknya, Salah satu hambatan nya yaitu keterbatasan dana. Hal ini menjadi 
suatu hambatan bagi UKM Batik di Pusat Grosir Solo sehingga belum 
mendaftarkan mereknya.

3)  	 Adanya kekhawatiran terhadap merek yang dimiliki tidak diterima 
pendaftarannya karena adanya kemiripan dengan merek yang sudah ada.

Di Pusat Grosir Solo terdapat “Tunggal Lestari Jaya” dan “Lestari Jaya” 
jadi apabila yang satu didaftarkan maka akan ada kemungkinan yang satunya 
lagi ditolak. Hal ini membuat tidak ingin mendaftarkan merek toko. Terlebih 
pemiliknya adalah kakak beradik. (hasil wawancara dengan Handoko, pemilik 
toko batik “Lestari Jaya”. 26 Januari 2021).
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Berdasarkan hasil penelitian diatas, antara “Lestari Jaya” dan “Tunggal 
Lestari Jaya” memiliki persamaan pada pokoknya terlebih memiliki jenis yang 
sama, maka dari itu sudah pasti apabila salah satu merek didaftarkan, maka 
merek yang lain akan ada kemungkinan untuk ditolak.

b.   	Hambatan Normatif

Hambatan Normatif adalah suatu keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan 
terganggu dan tidak terlaksana dengan baik yang diakibatkan oleh suatu norma atau 
aturan yang berlaku. Hambatan normatif pelaksanaan pendaftaran merek di UKM 
Batik di Pusat Grosir Solo adalah pengaturan pendaftaran merek sebagaimana diatur 
dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (5) Undang- Undang 
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis membutuhkan waktu 
yang lama.

Melihat proses pendaftaran merek yang membutuhkan waktu yang lama menjadi 
faktor penghambat dalam pengajuan pendaftaran merek. Hal ini dirasa memakan 
waktu yang lama hingga membuat dilema dalam mendaftarkan merek toko batik 
miliknya. Terlebih apabila mengurus pendaftaran sendiri, tidak ada waktu untuk 
mengecek. (Hasil Wawancara dengan Weni Christiani, pemilik toko batik “Armo 
Batik”. 9 Februari 2021).

Apabila dikaitkan dengan Teori Efektivitas Hukum dari Lawrence M Friedman 
(1984:5) mengenai substansi hukum, yang ialah inti dari peraturan perundang-
undangan itu sendiri. Subtsansi merupakan aturan, norma, dan pola perilaku nyata 
manusia yang berada dalam sistem tersebut, atau bisa juga dikatakan sebagai suatu 
hasil karya yang nyata, produk yang dihasilkan, yang diterbitkan oleh sistem hukum 
tersebut. Dimana dipenelitian ini yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai suatu peraturan 
perundang-undangan, belum bisa dikatakan efektif apabila dalam pelaksanaannya 
belum diketahui secara menyeluruh dan dilaksanakan oleh subjek hukum yaitu 
masyarakat itu sendiri.

Proses pendaftaran merek yang lama menjadi faktor penghambat pengusaha 
untuk mendaftarkan mereknya. Karena untuk mendaftarkan merek membutuhkan 
tahapan-tahapan agar merek yang diajukan bisa diterima. Di dalam UU Merek dan 
Indikasi Geografis, proses pendaftaran merek sekarang sekitar 8 – 9 bulan dan hal 
itu masih menjadi faktor penghambat rendahnya pelaksanaan pendaftaran merek di 
kalangan pengusaha kecil dan menengah batik di Pusat Grosir Solo.

Dengan demikian apabila dilihat dari Teori Efektivitas Hukum menurut 
Lawrence M Friedman, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pendaftaran merek di 
kalangan pengusaha kecil dan menengah batik di Pusat Grosir Solo belum efektif. 
Karena menurut struktur hukum, substansi hukum, serta budaya hukum nya sudah 
jelas bahwa hukum tersebut belum efektif.
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2.	 Solusi untuk Mengefektifkan Pelaksanaan Pendaftaran Merek di Kalangan 
Pengusaha Kecil dan Menengah Batik di Pusat Grosir Solo

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para pengusaha kecil 
dan menengah batik di Pusat Grosir Solo dapat disimpulkan bahwa masih banyak 
yang belum mendaftarkan mereknya. Telah diketahui pula hambatan-hambatan 
yang membuat para pengusaha kecil dan menengah batik di Pusat Grosir Solo ini 
belum mendaftarkan mereknya. Para UKM Batik di Pusat Grosir Solo masih belum 
mengetahui dan belum paham dengan jelas mengenai pentingnya perlindungan 
hukum di bidang merek. Di samping itu keterbatasan dana yang dimiliki oleh UKM, 
kekhawatiran ditolak pendaftarannya, serta karena lamanya proses pendaftaran merek 
menjadi suatu hambatan bagi para UKM Batik di Pusat Grosir Solo hinggan enggan 
mendaftarkan mereknya.

Solusi untuk mengefektifkan pelaksanaan pendaftaran merek di kalangan pengusaha 
kecil dan menengah di Pusat Grosir Solo adalah sebagai berikut:

a.   	Solusi untuk hambatan non normatif

1)  	 Pemberdayaan UMKM mengenai merek dan pendaftarannya

Guna mengatasi kurangnya pemahaman para UKM Batik di Pusat 
Grosir Solo dan permasalahn dana yang terbatas adalah dengan dilakukannya 
pemberdayaan UKM mengenai HAKI khususnya merek dan pendaftarannya. 
Selain untuk memberi pemahaman kepada UKM, juga untuk membimbing 
para UKM khususnya UKM Batik di Pusat Grosir Solo untuk mendaftarkan 
mereknya. Pemberdayaan UKM bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota 
Surakarta khusunya Disnakerperin dan Dinkop UMKM, juga bisa dilakukan 
oleh Konsultan KI.

Upaya yang dilakukan dapat Disnakerperin dan Dinkop UMKM dalam 
memfasilitasi HAKI adalah sebagai berikut:

a)  	 Mengadakan penyuluhan atau sosialisasi mengenai HAKI. 

b)  	 Membantu  dan  membimbing  dalam  proses  pendaftaran merek.

c)  	 Menyediakan konsultasi merek.

(hasil wawancara dengan Hening, Bidang Peningkatan Produktivitas, 
Sertifikasi, dan Inovasi Produksi-Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, 
pada 4 Februari 2021).

Selain  upaya yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Daerah  Kota Surakarta, 
bisa juga adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh Konsultan KI karena 
Konsultan KI juga dapat menjadi solusi bagi para UKM yang belum begitu 
paham mengenai cara mendaftarkan mereknya, agar bisa diwakilkan oleh 
Konsultan KI.

Pada permasalahan keterbatasan dana yang dimiliki oleh UKM, bisa 
mendaftarkan merek dengan Disnakerperin dan Dinkop UMKM agar 
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mendapatkan keringanan dana yaitu biaya pendaftaran merek bisa lebih relatif 
murah karena mendapatkan surat rekomendasi pendfataran merek UMKM 
yang dikeluarkan oleh Disnakerperin ataupun Dinkop UMKM. Dengan begitu 
beban biaya yang dikeluarkan menjadi lebih sedikit.

2)  	 Bagi para UKM Batik di Pusat Grosir Solo yang memiliki nama merek yang 
memiliki persamaan seperti toko batik “Tunggal Lestari Jaya” dan “Lestari Jaya” 
bisa mendaftarkan merek secara bersamaan atau kolektif dengan menggunakan 
satu merek. Pengertian merek kolektif sesuai Pasal 1 angka 4 UU Merek dan 
Indikasi Geofrafis adalah:

“Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau 
jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan 
mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan 
oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk 
membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.”

Berdasarkan pengertian diatas, toko batik “Tunggal Lestari Jaya” dan 
“Lestari Jaya” dapat didaftarkan secara kolektif atau bersama, karena memiliki 
persamaan nama dan barang yang diperdagangkan pun sejenis.

Untuk pemberdayaan UMKM, Pemerintah dapat mendaftarkan Merek 
Kolektif untuk pengembangan usaha batik tersebut. Permohonan pendaftaran 
merek kolektif UMKM terkhusus UKM Batik di Pusat Grosir Solo bisa 
didampingi serta difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta seperti 
Disnakerperin (hanya bagi yang mempunyai proses produksi) dan Dinkop 
UMKM (bagi para UKM).

Dengan mendaftarkan merek secara kolektif, biaya pendaftaran merek yang 
dianggap masih terbilang mahal pun akan ditanggung oleh semua pemegang 
merek kolektif, oleh karena itu akan lebih murah dan menguntungkan bagi 
UKM yang memiliki dana terbatas.

b.   	Solusi untuk hambatan normatif

Berdasarkan hasil penelitian, proses pendaftaran merek yang terlalu lama 
menjadi suatu hambatan bagi UKM Batik di Pusat Grosir Solo. Maka dari itu 
diusulkan perlu adanya revisi terkait dengan lamanya waktu proses pendaftaran 
merek dengan  cara mempersingkat waktu per tahapan  pendaftaran  merek. terutama 
pada tahapan pemeriksaan substantif yang memakan waktu terlalu lama.

Proses pendaftaran merek dapat diketahui di Permenkumham Nomor 67 Tahun 
2016 tentang Pendaftaran Merek, yaitu:

1)  	 Persyaratan Formalitas dilakukan selama 15 hari,  diatur dalam Pasal 9 ayat (3).

2)  	 Pengumuman  Permohonan  dalam  Berita  Resmi  Merek  dilakukan selama 2 
bulan, diatur dalam Pasal 12.
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3)  	 Pemeriksaan Substantif, dilakukan selama 150 hari, diatur dalam Pasal 13 ayat 
(1).

4)  	 Penerbitan Sertifikat Merek.

Pengaturan mengenai proses pendaftaran merek pada UU Merk yang baru 
pun masih menjadi suatu hambatan untuk mendaftarkan merek tokonya. Maka 
dari itu perlu diadakan revisi UU Merek terkait dengan proses pendaftaran merek 
agar bisa di persingkat lagi pada tahapan pemeriksaan substantif,  agar  bisa  lebih  
meningkatkan  pelaksanaan  pendaftaran  merek khususnya di UKM Batik di Pusat 
Grosir Solo.

D.  	Simpulan
Hambatan pelaksanaan pendaftaran merek di kalangan pengusaha kecil dan menengah batik 

di Pusat Grosir Solo dibagi menjadi hambatan non normatif dan hambatan normatif. Hambatan 
non normatif berupa kurangnya pemahaman mengenai pentingnya merek dan pendaftarannya; 
keterbatasan dana yang dimiliki oleh UKM; adanya kekhawatiran terhadap merek yang dimiliki 
tidak diterima pendaftarannya karena adanya kemiripan dengan merek yang sudah ada. Kemudian 
Hambatan normatif berupa pengaturan pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 14 
ayat (1), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 
Merek dan Indikasi Geografis membutuhkan waktu yang lama (8 bulan). Dengan demikian, 
maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pendaftaran merek di kalangan pengusaha kecil dan 
menengah batik di Pusat Grosir Solo belum efektif.

E.	 Saran
Pemerintah Daerah perlu melaksanakan pemberdayaan UMKM dengan mengadakan sosialisasi 

dan memberikan fasilitas berupa mengadakan membantu dan mendampingi proses pendaftaran 
merek, menyediakan konsultasi merek, serta membantu mengeluarkan surat rekomendasi UMKM 
agar biaya yang dikeluarkan untuk mendaftarkan merek menjadi lebih murah.

UKM  Batik  di Pusat  Grosir Solo  yang  memiliki  kemiripan  nama merek  yang  ingin 
didaftarkan, perlu menmbentuk asosiasi atau paguyuban untuk segera mendaftarkan merek secara 
kolektif.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu mengadakan revisi terkait Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, terkait proses pendaftaran merek 
agar lebih singkat dan tidak memakan waktu yang lama.
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This article aims to describe the relevance of the protection of 
intellectual property rights (IPR) in the perspective of the theory 
of economic analysis of law. The approach used is a historical 
approach (historical approach) using primary legal materials 
and secondary legal materials. The data collection technique 
used is the literature study technique. Based on the research 
results, it can be concluded that so far the focus of traditional 
economic analysts has only highlighted that inventors or holders 
of exclusive IPR are entitled to incentives or rewards for their 
findings. Apart from that, giving incentives is also to encourage 
people to make discoveries that are beneficial to human life. 
However, they did not highlight the high cost of accessing or 
using their findings. Even the cost of accessing IP exceeds the 
cost of the production margin of IP itself. In the perspective of the 
theory of economic analysis of law, the condition of unbalanced 
margins can cause injustice.

Abstrak:
Artikel ini bertujuan untuk menguraikan relevansi antara fungsi 
pelindungan hak kekayaan intelektual (HKI) dalam perspektif 
teori economics analysis of law. Pendekatan yang digunakan 
yaitu pendekatan pendekatan historis (historical approach) 
dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik 
studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa selama ini focus analis ekonomi tradisional hanya 
menyoroti bahwa inventor atau pemegang hak eksklusif kekayaan 
intelektual (KI) berhak mendapatkan insentif atau reward atas 
hasil temuan mereka. Selain itu, pemberian insentif juga untuk 
mendorong masyarakat agar melakukan temuan-temuan yang 
bermanfaat untuk kehidupan manusia. Namun, mereka tidak 
menyoroti mahalnya biaya untuk mengakses atau memanfaatkan 
hasil temuan mereka. Bahkan biaya untuk mengakses KI melebihi 
biaya margin produksi KI itu sendiri. Dalam perspektif teori 
economics analysis of law, kondisi ketikseimbangan margin 
tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan.



298 Intelectual Property Rights in Theory of...Privat Law Volume 11 Nomor 2 (Juli-Desember 2023)            

A.  	Introduction
In every discussion regarding aspects of the protection of Intellectual Property Rights (IPR) 

or Intellectual Property (IPR) it is always identified with the theory of economic analysis of law 
by Richard A Posner. The essence of the theory is to apply economic principles to analyze legal 
issues (Richard A Posner, 1997). However, the use of economic principles in the field of law 
has actually been initiated by Jeremy Betham who examines how individuals deal with legal 
sanctions and evaluates the results by taking into account social welfare measures (utilitarianism 
perspective) (Louis Kaplow & Steven Shavell, 2002).

Economic thought in the field of law was then continued by Ronald Coase and Guido 
Calabresi who analyzed limited resources that make a person or organization choose the most 
profitable decision for him (R. H. Coase, 1960; Lourdes A. Sereno, 2018). Guido Calabresi also 
analyzes the cost of compensation due to accidents from a legal and economic perspective in 
his book entitled “The Costs of Accidents-A Legal and Economic Analysis” (Guido Calabresi, 
1970). These costs are primary costs (treatment and damage to goods), secondary costs (economic 
costs incurred when failing to compensate victims), and tertiary costs (costs of anticipating losses, 
primary and secondary costs) (Richard A. Posner, 1970).

From the views of these experts, an economic approach theory emerges which can be 
interpreted by the application of economic theory (especially microeconomics and the basic 
concept of welfare economics) to study the formation structure, process and economic impact 
of laws and legal institutions. Nicolas Mercuro and Steven G. Medema (1999) stated the 
following:

Law and economic can be defined as the application of economic theory (primarily micro 
economics and their basic concept of welfare economics) to the examine the formation 
structure, processes, and economic impact of law and legal institution (Nicolas Mercuro & 
Steven G. Medema, 1999).  

However, the economic approach to legal issues is still being debated. One of the basic things 
that is the difference is whether efficiency is a legal issue and not contrary to justice. The conflict 
between justice as efficiency and justice as fairness (justice as efficiency and justice as fairness) 
is a contemporary debate between the political views of law and moral theory (fairness) (Harold 
J. Berman, 2005).

On the one hand, one of the current contemporary legal issues is regarding the protection of 
IPR. IPR as a creativity-based asset becomes a legal object that must be protected, but in practice 
problems arise as well as legal issues because there is no balance between the production costs 
of IPR assets and the costs of enjoying IPR assets. For example, the cost of producing a vaccine 
issued by an inventor is not balanced with the economic value obtained. A vaccine inventor gets 
too much economic value from a patient who buys the vaccine because he needs the drug. In this 
context, the principles of efficiency and justice as fairness contradict each other. In this regard, 
this article attempts to describe the relevance of the protection of intellectual property rights in the 
perspective of the theory of economic analysis of law using a historical approach.
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B.  	Methods
The research approach used in this study is a historical approach. In a historical approach, 

it is carried out by examining the background of what was learned and the development of 
arrangements regarding the issues at hand (Peter Mahmud Marzuki, 2010). To describe the 
relevance of the IPR protection function and the theory of economics analysis of law, research 
is needed on the background of the principle of efficiency in IPR protection, the meaning and 
function of IPR protection from an economic and legal perspective.

The data collection technique was carried out by means of library research or known as 
document study. Document study is a data collection tool that is carried out through written data 
(secondary data) using content analysis. This library research was conducted in order to collect 
secondary data on theories that support the proposed problematic analysis, as well as positive law 
in the form of laws and regulations related to the utilization of trademark law.

In this study the author collects data by reading, understanding and collecting legal materials 
to be studied, namely by making document sheets that function to record information or data 
from legal materials studied which are related to research problems that have been formulated in 
the literature. about the theory of economic analysis of law and IPR, as well as various laws and 
regulations related to IP. 

C. 	 Research Result and Discussion
One of the fundamental questions in the field of law today is whether justice can be found 

in efficiency? To answer this question, of course, starting from what legal theory is used because 
each has a different rationale. The view that answers that efficiency cannot create justice departs 
from natural law theory, while efficiency can create justice is rooted in legal positivism, especially 
utilitarian theory which assumes that law and social policy are instruments or tools and have 
consequences (Michael I, Swygert & Katherin Earle Yanes, 1998). In general, people think that 
efficiency and justice are diverging or always different, but in fact these two things can be unified 
and integrated between the concepts of fairness and efficiency.

Posner stated that:

A second meaning of justice, perhaps the most common, is-- efficiency. There is more to 
notions of justice than a concern for efficiency. The Economics of Justice, he wrote: V have 
tried to develop a moral theory that... holds that the criterion for judging whether acts and 
institutions are just or good is whether they maximize the wealth of society (Richard A. 
Posner, 1981). 

The economic approach to law does not only talk about efficiency, but also predicts the effect 
of policies on an important value, namely “distribution”. Even economists claim to be a profession 
that best understands how law has an impact on the distribution of income and prosperity between 
classes and groups in society. Combining individual welfare and social welfare is the economist’s 
way of explaining his task of reconciling the conflicting interests of class and interest groups. 



300 Intelectual Property Rights in Theory of...Privat Law Volume 11 Nomor 2 (Juli-Desember 2023)            

Social welfare theories are viewed by philosophers as a family among competing traditions 
which propose a solution to the problem of distributive justice (Robert Cooter & Herman 
Selvin, 2003).

1.	 Wealth Maximization

In connection with the theory of economic analysis in law, Richard A Posner emphasizes 
the Principle of Efficiency – Wealth Maximization. Posner defines efficiency as a condition in 
which resources are allocated so that their value is maximized. In economic analysis, efficiency 
in this case is focused on ethical criteria in the context of making social decisions (social decision 
making) concerning the regulation of community welfare (Richard A. Posner, 1994).

Efficiency in Posner’s point of view is related to increasing one’s wealth without causing 
harm to other parties. In this regard, economic analysis in law like this is known as the idea of 
wealth maximization or in Posner’s terms “Kaldor-Hics” where changes in the rule of law can 
increase efficiency if the profits of the winning party exceed the losses of the losing party and 
the winning party can provide compensation. loss for the losing party so that the losing party 
still gets better. In this context, Posner observes one aspect of justice which includes not only 
distributive and corrective justice. Posner emphasizes “pareto improvement” where the goal of 
legal arrangements can provide valuable input for social justice and welfare (Nicholas Mercuro 
& Steven G. Medumo, 1999).

2.	 Future Consideration

Posner also pays great attention to aspects of the future (future consideration) in his theory 
of law, Todd J. Zywicki and Anthony B. Sanders, in their writing entitled “Posner, Hayek, 
and the Economic Analysis of Law” emphasizes the very aspect of the future. considered 
by Posner. Posner believes that through economic systems, the consideration for a future of 
social welfare will be enormous. That way, legal rules including legal theories must be able 
to be understood by judges for the sake of a good legal system (Todd J. Zywicki & Anthony 
B. Sanders, 2008).

The judge in his very large portion determines the decision to be handed down based on 
the considerations of the cases he handles. The aspect of social welfare that is addressed by 
various economic systems that support it directly or indirectly requires the skills of legal rules 
and legal theory that are interconnected and require IP to be able to read and understand them 
comprehensively. In the dialogue at Duke Law Class, he explained that a judge must diligently 
read and update information about the law. Answering a student’s question about unprofessional 
judges, in the interview he said: “I don’t think that judges do much reading—at least, not much 
secondary reading. The ordinary judicial job itself requires a great amount of reading. Most 
judges probably figure that that is enough” (Richard A Posner, 2009). So, Posner basically sees 
an optimistic future and believes that judges can create good laws or liberal laws, if they are 
diligent in absorbing social change and external changes. The aim is clear, namely the efficiency 
of the judge’s decision.
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3.	 Behaviorial Law and Economy

Posner’s economic view of law also gave birth to behavioral law or behaviorial economy. 
Posner emphasized that: This (judges as future-looking rule makers) includes assessing what 
would be the most efficient outcome in circumstances where, because of transaction costs, a 
transaction would not occur without judicial intervention (Todd J. Zywicki & Anthony B. Sanders, 
2008).

As with the economic conception, the existence of transaction costs must be accommodated 
in laws and regulations. Transaction costs which were originally economic principles were then 
made into legal rules so as not to harm one of the parties in the implementation of statutory 
products.

This behavioral principle seems clearly applied in a pluralistic society, which cannot avoid 
transaction costs. As a result, the rule of law is a necessity that is able to provide legal certainty 
and maintain a sense of social justice in society. These rules can be in the form of contracts or 
arrangements regarding the boundaries of ownership and property rights. Of course, this is all 
aimed at achieving social welfare.

4.	 Intellectual Property in the Perspective of Richard A. Posner

One of the figures of the Utilitarian school, Jeremy Bentham (1748-1832), in relation to the 
purpose of law enforcement stated that:

“The general object which all laws have, or ought to have, in common, is to augment the total 
happiness of the community; and therefore, in the first place, to exclude, as far as may be, 
every thing that tends to substract from that happiness: in other words, to exclude mischief. 
But all punishment is mischief: all punishment in itself is evil. Upon the principle of utility, if 
it ought to be admitted, it ought only to be admitted in as far as it promises to exclude some 
greater evil” (J Bentham, 2000). 

Therefore, supporters of the Utilitarian school argue that: “...intellectual property right was 
created by society for the purpose of serving the economic interests of its members at large”. 
That is, intellectual property is not a person’s natural rights, but is granted by the Government to 
guarantee the wider economic interests of society. According to this school, IP protection is not 
the main goal, but “...only tools to another greater end: progress”. That is why a work will one day 
become a public domain to encourage everyone to create new works (O Granstrand, 1999). It is 
this second stream – which is experiencing rapid development in the United States (US) – which 
until now has more colored the concept and regime of IP, because it is more suited to the needs of 
the development of industrialization.

Associated with this concept, William Landes and Richard Posner argued that if IP was not 
created, then everyone would not be motivated to make intellectual creativity-based products 
that have high social value. In relation to KI, both of them are of the view that this protection 
provides benefits for consumers because it reduces the “cost of searching/selection” of a product. 
For example, consumers will find it easier and faster to choose a product in a store simply by 
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looking at the brand “Chitato” or “Silverqueen”. compared to having to choose products that are 
not named because they have to take the time to look at the contents of the product in question. 
In addition, HKI also provides incentives to producers to produce something of high quality 
consistently. Even more interesting is that it also “improves the language” used between members 
of the community because communication patterns become more “efficient and attractive”. For 
example, of course, people will be more efficient in communicating when mentioning the brand 
of a product rather than having to define it at length (W Fisher, 2001).

Posner’s view regarding IP that is no less important is that the characteristics of IP are not 
only that there is an exchange between incentives and access (IP creates exclusive rights for the 
holder and can be transferred to other people) but also involves an exchange between benefits 
and costs (M. William Landes & Richard A. Posner, 2003). Advantages in the nomenclature of 
property rights can be divided into two, namely static advantages and dynamic advantages. If 
the first relates to the concept of traditional property rights because objects that can be used as 
rights are silent. An example is land. Whereas IP is included in dynamic profits because there is 
an investment in the invention and development of existing resources in the future. These two 
characteristics give rise to different transaction costs (M. William Landes & Richard A. Posner, 
2003).

Posner added, IP is a form of dynamic advantage because it relates to the work of human 
intellectuals where the process of invention or creation requires a fairly high cost. Because there 
is a high cost in IP, it is very reasonable to protect it because otherwise there will be rent-seeking 
who will take advantage of the findings or creations without incurring high costs but with big 
profits. The further impact is that the process of invention and innovation will be difficult to 
develop. However, protection of IP also creates externalities. The external form of IP protection 
is that it can hinder the invention process itself because of the monopoly characteristics of IP. 
Individuals or industries will incur large costs if they will conduct research to find or create new 
products (M. William Landes & Richard A. Posner, 2003).

Posner in several of his studies also presented the issue of an imbalance between the costs 
of producing intellectual property and the costs of accessing the goods or intellectual property 
produced. This is due to the high cost for the community to access IP, which on the one hand, 
the cost of producing IP is lower than the price for accessing it. So far, the focus of traditional 
economic analysts has only highlighted that inventors or exclusive intellectual property rights 
holders are entitled to incentives or rewards for their findings. Apart from that, giving incentives 
is also to encourage people to make discoveries that are beneficial to human life. However, they 
did not highlight the high cost of accessing or using their findings. Even the cost of accessing IP 
exceeds the cost of the production margin of IP itself. As stated by Posner:

“The traditional focus of economic analysis of intellectual property has been on reconciling 
incentives for producing such property with concerns about restricting access to it by 
granting exclusive rights in intellectual goods—that is, by “propertizing” them—thus 
enabling the owner to charge a price for access that exceeds marginal cost. For example, 
patentability provides an additional incentive to produce inventions, but requiring that the 
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information in patents be published and that patents expire after a certain time limit the 
ability of the patentee to restrict access to the invention—and so a balance is struck. Is it an 
optimal balance? This question, and the broader issue of trading off incentive and access 
considerations, has proved intractable at the level of abstract analysis (M. William Landes 
& Richard A. Posner, 2003). 

In Posner’s perspective, the condition of unbalanced margins can lead to injustice. With the 
rise of the legal and economic movement, the focus of economic analysis on IP has begun to shift 
to more concrete and manageable issues according to the structure and texture of the intricate 
patterns of common law and legal doctrine, legal institutions and business practices related to 
intellectual property. Some of Posner’s concepts of intellectual property problems include:

The length of protection for intellectual property, the rules that allow considerable copying 
of intellectual property without permission of the originator, the rules governing derivative 
works, and alternative methods of providing incentives for the creation of intellectual 
property (M. William Landes & Richard A. Posner, 2003). 

Posner emphasized that the regulation regarding IP focuses on law as a complex legal structure 
and has been relatively ignored by economists in conventional economic analysis of intellectual 
property. Posner also addresses issues of trademarks and trade secrets, and explores some of the 
parallels and differences between the legal treatment of physical and intellectual property.

D.  	Conclusion
In the context of IP, the theory of economic analysis of law does not only see from one side 

that inventors or exclusive rights holders of intellectual property  are entitled to incentives or 
rewards for their findings but also outlines that legal protection of IP can also lead to injustice 
due to conditions margin imbalance. In fact, the cost of accessing IP exceeds the cost of the 
production margin of IP itself. This condition can cause injustice.

E.	 Suggestion
Further research is needed to formulate a balance between production cost margins and costs 

for accessing IP using an economic and legal approach. It aims to create justice for all parties 
(inventors and the general public).
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This article aims to find out the legal implications of the 
Constitutional Court Decision No.18 / PUU-XVII / 2019 and the 
mechanism for the execution of fiduciary object guarantees after 
the Constitutional Court Decision No.18 / PUU-XVII / 2019. 
This type of research is normative with the nature of applied 
and prescriptive research. Based on the results of research and 
discussion, the most important implications  are  the  reduced  
executive  power  of  fiduciary certificates, the elimination of  
the  parate  execution  mechanism, and  inefficiency in handling 
fiduciary guarantee disputes. Meanwhile, the mechanism is 
longer and more complicated.

Abstrak:
Artikel ini bertujuan untuk mengatahui implikasi hukum yang 
ditimbulkan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-
XVII/2019  dan mekanisme eksekusi jaminan objek fidusia pasca 
Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU- XVII/2019. Jenis 
penelitian ini normatif dengan sifat penelitian preskriptif dan 
terapan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan,  implikasi 
yang  muncul antara lain yang terpenting adalah berkurangnya 
kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia, hapusnya 
mekanisme parate eksekusi, dan inefisiensi penanganan sengketa 
jaminan fidusia. Sedangkan mekanismenya lebih panjang dan 
rumit.

A.	 Pendahuluan
Dalam kegiatan ekonomi jaminan memegang peran penting dalam sebuah bisnis atau 

kebutuhan karena untuk mendapat pinjaman modal disyaratkan adanya jaminan, yang mana harus 
dipenuhi para pencari modal agar mendapatkan  pinjaman  modal  jangka  panjang maupun  jangka 
pendek (Jatmiko Winarno 2013,44). Salah satu lembaga jaminan yang dikenal adalah jaminan 
fidusia, yang mana diatur secara khusus didalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 
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Jaminan Fidusia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 
tentang Jaminan Fidusia diartikan sebagai hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud 
atau yang tidak berwujud dan benda bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak  
Tanggungan sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang Nomor  4 Tahun 1996 tentang  Hak 
Tanggungan  yang  tetap berada dalam kekuasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan 
utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap 
kreditur lainnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 6 
Januari 2020 telah mengeluarkan putusan yang menentukan bahwa frasa “kekuatan eksekutorial” 
dan “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” pada Pasal 15 Ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU No. 42/1999”), 
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 
tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan 
debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia. Selain 
itu frasa “cidera janji” pada Pasal 15 Ayat (3) UU No. 42/1999 juga dinyatakan bertentangan 
dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 
bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar 
kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan 
telah terjadinya cidera janji.” Mahkamah Konstitusi telah memberikan penafsiran hukum 
bahwa kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia tidak serta merta dapat diberlakukan, 
namun digantungkan pada suatu keadaan tertentu. Keputusan ini memberikan dampak kepada 
kreditur karena seharusnya Jaminan Fidusia mempunyai sifat mudah dalam eksekusi apabila 
debitur wanprestasi (Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UU No. 42/1999), tetapi saat ini apabila 
debitur menolak bekerjasama, maka kreditur harus memperoleh putusan pengadilan lebih 
dahulu sebelum melakukan eksekusi.

Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah menimbulkan 
ketidakpastian hukum dan menjadikan posisi antara Pemberi Fidusia atau debitur dan penerima 
Fidusia atau Kreditur timpang atau tidak sejajar. Berdasarkan uraian di atas, artikel ini berusaha 
untuk mengkaji implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap 
eksekusi jaminan objek fidusia.

Beberapa artikel yang mirip antara lain tulisan dari (Jihadul Amry, Jihadul Amry, 
2020:1372-1384). Analisis yuridis putusan mahkamah konstitusi nomor 18/puu-xvii/2019 
tentang eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur wanprestasi di indonesia. Lalu tulisan 
saudara (James Ridwan Efferin,2020:40- 49). Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. (Agung Pitra Maulana, Muhamad Azhar. 
2020. 763-776). Penafsiran Cidera Janji Oleh Mahkamah Konstitusi Terkait Eksekusi Jaminan 
Fidusia Dan Implikasinya. Sementara yang akan dikaji dalam artikel ini Implikasi Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii / 2019 terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia 
Dalam Hal Debitur Wanprestasi.
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B.   Metode Penelitian
Jenis Penelitian yang digunakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan 

dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual 
(conseptual approach). Jenis dan sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 
data sekunder dan menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang- 
undangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal hukum, artikel serta bahan 
dari internet. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah dengan metode silogisme melalui 
pola piker deduktif. Pola pikir deduktif ini terdapat 2 (dua) premis untuk membangun analisis 
terhadap isu hukum yaitu berupa premis mayor yang merupakan aturan hukum yang berlaku dan 
premis minor yang merupakan fakta hukum dalam pelaksanakan suatu aturan hukum. Kemudian 
dari kedua premis tersebut ditarik kesimpulan atau konklusi.

C.	 Hasil Penelitian dan Pembahasan
1.    	Implikasi eksekusi  jaminan  fidusia  setelah  adanya  Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 18/PUU-XVII/2019

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, 
menyatakan bahwa Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda 
atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya 
dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jadi yang dialihkan adalah 
kepemilikan atas benda yang dijadikan objek jaminan fidusia, sedangkan bendanya 
tetap dikuasai oleh debitur pemberi fidusia. Terbitnya Undang-Undang Nomor 42 
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tentu memacu aktifitas perekonomian dengan 
adanya jaminan kepastian hukum terutama bagi pengusaha kecil dalam menghadapi 
ekonomi global, persaingan usaha, sehingga pengusaha kecil yang diharapkan dapat 
bertahan dan tidak mudah terpengaruh pada perubahan perekonomian yang pesat dan 
komplek ( Prajitno, 2010 : 2).

Sebelum berlakunya Putusan MK Nomor 18/ PUU-XVII/ 2019, eksekusi jaminan 
fidusia diatur berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU No.42 Tahun 1999 menyatakan, eksekusi 
terhadap jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara;

a.    Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh 
Penerima Fidusia;

b.	 Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima 
Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya 
dari hasil penjualan;

c.	 Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan 
Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang 
menguntungkan para pihak.
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Dengan adanya ketentuan tentang penentuan tata cara eksekusi pada Pasal 29 Ayat 
(1) UU No. 42/1999 memberikan suatu pemahaman bahwa cara eksekusi benda yang 
dijadikan objek fidusia adalah sebagaimana tersebut di atas, dan tidak dimungkinkan 
adanya cara lain. (James Ridwan Efferin 2020) Akhirnya pada tanggal 6 Januari 2020 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-
XVII/2019 terkait dengan gugatan uji materiil terhadap Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU No. 42/1999)

Ada beberapa implikasi hukum yang terjadi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 18/PUU-XVII /2019 terhadap mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia sebagai 
berikut:

a.    Berkurangnya kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia

Pasal 15 ayat (2) mengatur bahwa ketentuan pemberian irah-irah demi 
Keadilan Yang Berketuhanan Yang Masa Esa dan selanjutnya mempunyai kekuatan 
eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap menjadi berkurang. Perlu dipahami bahwa hakekat titel eksekutorial 
adalah kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa dengan bantuan dan oleh alat-
alat negara. Mekanisme pelaksanaan titel eksekutorial sendiri dilakukan dengan 
meminta ijin Ketua Pengadilan, yang kemudian dilanjutkan dengan mekanisme 
aanmaning, sampai akhirnya dilanjutkan dengan sita eksekusi dan penjualan.

Akibat hukum terhadap kreditur dalam eksekusi objek jaminan fidusia ialah 
Kreditur hanya dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia jika terjadi wanprestasi 
yang mana klausula wanprestasi telah disepakati oleh kedua belah pihak dan 
adanya kerelaan debitur untuk di eksekusi. Jika masih ada keberatan pada debitur, 
maka harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku yaitu melakukan gugatan 
wanprestasi ke pengadilan, maka dalam hal ini pemegang jaminan fidusia tidak   
lagi  dapat   mengajukan  permohonan  eksekusi  ke pengadilan, dan oleh karenanya 
harus terlebih dulu memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap melalui gugatan 
wanprestasi terhadap debitur, sebelum dapat mengajukan titel eksekutorialnya.

b.    Hapusnya mekanisme parate eksekusi atas jaminan Fidusia

Pasal 15 ayat (3) sepanjang frasa “cidera janji” dinyatakan bertentangan dengan 
UUDNRI 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak bermakna 
“adanya cidera janji tidak ditentukan sepihak oleh kreditur. Jika pemberi hak fidusia 
(debitur) tidak mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan keberatan untuk 
menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, 
maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri 
(parate eksekusi) melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi 
kepada pengadilan negeri. Dimana berpotensi untuk menghilangkan sifat utama 
jaminan fidusia, yaitu kemudahan eksekusinya. Akibatnya apabila terjadi cidera 
janji yang diperdebatkan oleh Debitur atas alasan apapun, jalan yang tersedia adalah 
melakukan gugatan wanprestasi.



309Implikasi dan Mekanisme Eksekusi Objek ...Privat Law Volume 11 Nomor 2 (Juli-Desember 2023)          

c.    Inefisien penanganan sengketa jaminan fidusia

Pengadilan harus memiliki sumber daya yang cukup untuk mengurusi sengketa 
antara kreditur dan debitur. Dimana pengadilan akan berperan lebih aktif karena 
banyaknya jumlah perkara jaminan fidusia, khususnya di bidang juru sita, sehingga 
para Kreditur akan mengeluarkan biaya atau ongkos yang lebih mahal dan bersifat 
inefisien. Maka dari itu diperlukan efisiensi penanganan sengketa di pengadilan 
antara kreditur dan debitur, jika nilai jaminan fidusianya tidak begitu besar (Huzaini, 
2020).

d.	 Hak Mendahulu (droit de preference) Kreditur menjadi tidak efektif, karena proses 
penarikan dan penjualan jaminan sangat mungkin harus melalui gugat menggugat 
pengadilan, untuk terlebih dahulu menentukan apakah debitur wanprestasi atau 
tidak.

e.	 Harmonisasi ketentuan titel eksekutorial dan parate eksekusi pada UU Jaminan 
Fidusia sendiri dan instrumen jaminan lain yang diberikan undang-undang.

UU JF bukanlah satu-satunya ketentuan jaminan yang diberikan oleh Undang-
undang dengan mekanisme titel eksekutorial dan parate eksekusi. UU Nomor 4 Tahun 
1996 tentang Hak Tanggungan, serta Pasal 224 HIR juga mengatur tentang hal ini 
dengan logika yang kurang lebih sama. Menyatakan Pemberian Titel Eksekutorial 
dan Parate Eksekusi sebagai inkonstitusional pada UU JF secara logis juga akan 
mengakibatkan ketentuan yang sama menjadi inkonstitusional pada undang-undang 
lain (Debora R. N. N. Manurung, 2015:4).

Terdapat  implikasi  lain  yang  muncul  pasca  putusan  Mahkamah Konstitusi, yakni:

a.	 Proses  eksekusi  atas  benda  yang  dijadikan  jaminan  fidusia  akan berjalan lebih 
lama dan berbelit-belit;

b.    Terjadinya biaya tinggi (high cost), kerugian (loses) dan inefisiensi;

c.    Kurang mendukung iklim bisnis yang kondusif;

d.    Berkurangnya  potensi  pendapat  Negara  dari  Penerimaan  Negara Bukan Pajak 
(PNBP);

e.    Terjadi paradoks terkait dengan kebijakan Pemerintah terkait dengan Ease of Doing 
Business (EODB) (A. Yudha Hernoko 2020)

Dari pendapat di atas, terdapat beberapa dampak negatif dari Putusan Mahkamah 
Konstitusi bagi para  Kreditor Pemegang  Jaminan Fidusia, yaitu:

a.	 Bank  sebagai  penerima  fidusia  tidak  dapat  melakukan  eksekusi jaminan fidusia 
secara langsung;

b.    Proses eksekusi jaminan lebih panjang daripada sebelumnya;

c.    Biaya yang dibutuhkan untuk proses sengketa bertambah;

d.    Penyelesaian kredit bermasalah menjadi lebih lama (Edy Suleksono, 2020).
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2.    Mekanisme   Eksekusi   Jaminan   Objek   Fidusia   Pasca   Putusan Mahkamah 
Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019

Berikut  dua sisi putusan yang  juga sekaligus menjadi mekanisme pelaksanaan 
Eksekusi Jaminan Fidusia sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-
XVII/2019:

Pertama, Putusan Makhamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menilai bahwa 
Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 
Fidusia tetap memiliki nilai Konstitusional dan berkekuatan hukum tetap sepanjang 
ditafsirkan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, pihak debitur secara sukarela 
menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut dan frasa “cidera janji” 
hanya dapat dikatakan konstitusional sepanjang dimaknai bahwa “adanya cidera janji 
tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara 
kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya 
cidera janji”. Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi ini, maka pelaksanaan 
eksekusi jaminan fidusia dilakukan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 
1999 tentang Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 29, yang mekanismenya sebagai 
berikut:

a.	 Kreditur  mengajukan kesepakatan   baru  dengan  mekanisme restrukturisasi kredit 
(novasi objektif). Dengan retrukturisasi kreditur dan debitur memperhitungkan 
kembali sisa hutang debitur untuk ditetapkan kembali menjadi hutang pokok baru, 
dan atas hutang pokok baru tersebut kemudian disepakati pula jangka waktu (tenor) 
masa pelunasan dan nilai cicilan baru yang harus dibayarkan oleh debitur dalam 
periode tertentu.

b.	 Selain   dengan   jalan restrukturisasi   karena   alasan   ketiadaan kemampuan debitur 
untuk memenuhi kewajibannya, maka penyelesaian kredit macet dilakukan dengan 
penyerahan secara sukarela objek jaminan fidusia yang diikuti dengan penjualan 
objek jaminan fidusia secara di bawah tangan, dan atas pembayaran yang dilakukan 
oleh pembeli digunakan sebagai pelunasan atas tanggungan (kewajiban) debitur 
terhadap kreditur.

c.	 Penyerahan secara sukarela atau eksekusi objek jaminan fidusia diikuti dengan 
penjualan di muka umum (lelang), atas penyelesaian ini penjualan di muka 
umum (lelang) dapat dilakukan melalui dua mekanisme yakni penjualan di 
muka umum (lelang) yang dilakukan melalui perusahaan yang ditugaskan untuk 
menyelanggarakan penjualan di muka umum (lelang) atau penjualan di muka umum 
yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan.

d.	 Pengalihan  hak  atas  piutang  juga  dijamin  dengan  fidusia  yang mengakibatkan 
beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada Kreditur 
baru, upaya penyelesaian ini diatur dalam Pasal 19 Undang undang Nomor 42 Tahun 
1999 tentang Jaminan Fidusia jo. Pasal 1400 – Pasal 1403 Kitab Undang undang 
Hukum Perdata. Tindakan ini menyebabkan hapusnya perikatan di antara kreditur 
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lama dengan debitur namun beralih kepada kreditur baru, yang dengan beralihnya 
perikatan yang diperjanjikan dari kreditur lama kepada kreditur baru menyebabkan 
turut beralih pula segala hak turunan atas hak diperjanjikan dalam perjanjian pokok 
(utang piutang); (Benny Krestian Heriawanto, 2019: 54-55).

e.	 Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (c) dilakukan 
setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh 
Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan 
diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang 
bersangkutan (Pasal 29 ayat (2) Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 
Jaminan Fidusia). 

Kedua, Putusan Makhamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menilai bahwa 
Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 
Fidusia menyatakan tidak memiliki nilai konstitusional (Inkonstitusional) sepanjang 
dimaknai dalam eksekusi jaminan fidusia menimbulkan rasa keberatan dari pihak 
debitur dan tidak ada kesepakatan terkait dengan kondisi cidera janji. Dalam hal yang 
demikian ini, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan  eksekusi 
Sertifikat  Jaminan  Fidusia  harus  dilakukan  atas dasar putusan pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap (Pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBg).

Menurut ketentuan Pasal 196 HIR, eksekusi dilakukan berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun apabila pihak yang 
kalah tidak mau melaksanakan putusan pengadilan tersebut secara sukarela dalam 
tenggang waktu yang ditentukan, maka menurut ketentuan 196 HIR dapat dimintakan 
pelaksanaan eksekusi secara paksa kepada ketua pengadilan negeri. Eksekusi didalam 
HIR mengenal 2 jenis  eksekusi,  yaitu  eksekusi  sukarela dan  eksekusi paksa.  Eksekusi 
sukarela yang dimaksud adalah pihak yang kalah menurut putusan pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap, secara sukarela melakukan putusan pengadilan tersebut. 
Beda halnya dengan eksekusi sukarela yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 
42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
18/PUU-XVII/2019 adalah penyerahan objek jaminan fidusia oleh debitur wanprestasi 
tanpa didasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sementara 
itu HIR juga mengenal eksekusi paksa yang disebabkan oleh pihak yang kalah menurut 
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak mau melaksanakan putusan 
tersebut selama tenggang waktu 8 hari (Jihadul Amry, 2020).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 196 atau Pasal 207 RBg, apabila pihak yang kalah 
tidak mau atau lalai melaksanakan putusan pengadilan, pihak yang menang dapat 
mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang memutus perkara, baik 
secara lisan maupun secara tertulis agar putusan pengadilan dilaksanakan. Untuk itu, ketua 
pengadilan negeri menyuruh dan memanggil pihak yang kalah serta memperingatkannya 
agar sedia untuk melaksanakan putusan pengadilan selambat-lambatnya dalam tempo 
delapan hari (Abdulkadir Muhammad, 2015: 227).
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Kegiatan eksekusi putusan pengadilan dilakukan dengan beberapa tahap-tahap yaitu :

a. 	 Mengajukan permohonan eksekusi 
b. 	 Aanmaning
c. 	 Permohonan Sita Eksekusi d. Penetapan Eksekusi
e. 	 Lelang (http://pnkaranganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/993-eksekusi 

diakses pada 10 Maret 2021 Pukul 14.20 WIB).

D. 	 Simpulan
Implikasi yang muncul antara lain yang terpenting adalah berkurangnya kekuatan eksekutorial 

sertifikat jaminan fidusia, hapusnya mekanisme parate eksekusi, dan inefisiensi penanganan 
sengketa jaminan fidusia. Sedangkan mekanismenya lebih panjang dan rumit dikarenakan kreditur 
hanya dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia jika terjadi wanprestasi yang ada klausula 
wanprestasi telah disepakati oleh kedua belah pihak serta ada kerelaan dari debitur.

E. 	 Saran
Hendaknya  pemerintah,  dalam  hal  ini  Kementerian  Hukum  dan  Ham segera melakukan 

penataan dengan menerbitkan ketentuan pelaksanaan tata cara eksekusi khususnya parate eksekusi 
untuk memberikan kepastian terhadap dunia usaha dengan membawa konsep  baru menyusul 
terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
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Bankruptcy is a legal process when a debtor who go through 
difficulty to pay the debt to the creditor hence it is stated as 
bankrupt through commercial court. In the court process of 
bankruptcy legal action, there are principles which become 
foundation to execute the bankruptcy process in accordance with 
the Act No. 37 Year 2004 about PKPU (Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang/Suspension of debt payment obligations) 
and Bankruptcy. This research aimed to acknowledge the  
implementation of justice  principle in the bankruptcy legal action 
between Acrossasia Limited and PT First Media Tbk, also the 
power of bankruptcy legal verdict especially on the verdict of 
No. 44PK/Pdt.Sus- Pailit/2016 which not in accordance with the 
bankruptcy requirements. This research used normative method 
which means the writer studied the existing laws and regulations. 
Moreover, the research used case approach to find a complete 
picture of a situation. The research results of this article show 
that this decision has permanent power and execution but in 
this decision it does not apply as justice which is a condition in 
bankruptcy.

Abstrak:
Kepailitan adalah suatu proses ketika debitur yang mempunyai 
kesulitan untuk melunasi utangnya terhadap kreditur sehingga 
dinyatakan pailit melalui pengadilan niaga. Dalam proses 
persidangan pada sengketa kepailitan terdapat asas-asas yang 
menjadi landasan untuk menjalankan proses kepailitan sesuai 
dengan ketentuan dalam undang-undang Nomor 37 Tahun 
2004 tentang PKPU dan Kepailitan. Artikel ini bertujuan untuk 
mengetahui penerapan asas keadilan dalam sengketa kepailitan 
antara Acrossasia Limited dengan PT First Media Tbk, serta  
kekuatan hukum putusan pailit  khususnya pada  putusan Nomor  
44PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 yang tidak sesuai dengan syarat
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Article Information Abstract
kepailitan. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian 
normatif, yaitu penulis melakukan penelitian terhadap peraturan 
perundang-undangan yang ada,. Pendekatan penelitian yang 
digunakan adalah case approach yang bermaksud menemukan 
gambaran menyeluruh mengenai suatu keadaan. Hasil Penelitian 
dari artikel ini bahwa putusan ini berkekuatan tetap dan eksekusi 
tetapi dalam putusan ini tidak menerapkan asas keadilan yang 
menjadi syarat yang ada di kepailitan.

A. 	 Pendahuluan
Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu melaksanakan kewajiban utang 

pembayaran terhadap para Krediturnya. Sedangkan kepailitan adalah putusan pengadilan yang 
mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, yang telah dimiliki maupun yang 
akan dimiliki dikemudian hari. Untuk melindungi hak-hak para kreditur yang terkena dampak 
dari wanprestasi yang dilakukan debitur, dan demi menjamin sebuah kepastian hukum maka pada 
umumnya diajukanlah gugatan kepailitan tersebut melalui Lembaga Kepailitan.

Melalui prosedur pailit, penyelesaian hutang antara debitur dan kreditur dapat diselesaikan 
secara adil, dan jaminan kepastian hukum dapat diberikan kepada kedua belah pihak (Purnomo, 
dkk, 2020:45). Undang-undang Kepailitan diundangkan pada dasarnya untuk memperbaiki praktik 
kepailitan di Indonesia, akan tetapi dalam praktiknya terdapat banyak permasalahan termasuk di 
dalamnya masalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Permohonan pailit terhadap 
debitur haruslah memenuhi syarat pailit yang tercantum dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang 
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang 
menyatakan bahwa “debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas 
sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan 
pengadilan, atas permohonan satu atau lebih dari Krediturnya maupun, permohonannya sendiri”.

Kepailitan dan Penundaan atau pengunduran pembayaran memiliki kaitan erat dengan 
permasalahan utang piutang antara debitur yaitu yang berhutang dengan kreditur yaitu yang 
memiliki dana atau yang meminjamkan dana. Hal ini yang kemudian membuat kreditur  mengalami  
kerugian  dan  memilih  mengambil langkah penyelesaian melalui jalur hukum. Penyelesaian utang 
piutang melalui jalur hukum dapat melalui permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 
(PKPU) atau melalui gugatan pailit. Undang-Undang Kepailitan memiliki fungsi Perlindungan 
hukum dan maanfaat bagi kedua belah pihak. Undang-Undang juga harus dapat memberikan 
perlindungan hukum bagi masyarakat luas (Kale & Dharmakusuma, 2015:72).

Hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia digunakan sebagai pranata untuk semudah-
mudahnya mempailitkan subyek hukum tanpa ada suatu pertimbangan solvabilitas perusahaan 
(Rahayu & Permayun, 2015:7).

Kasus yang akan penulis bahas berdasarkan studi  putusan Nomor 44Pk/Pdt.Sus-Pailit/2016 
yang mana telah inkracht pada putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung adalah 
kasus antara PT First Media (Kreditur) dengan Suatu perusahaan asing bernama Acrossasia 
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Limited (Debitur). Beberapa penelitian pernah di lakukan pertama dari Universitas Sriwijaya dan 
Universitas Muhammadiyah Palembang yang ditulis oleh Aprita, Serlika dan Rio Adhitya dalam 
bentuk jurnal(Aprita, dkk, 2019). Penelitian ini lebih Kepada penerapan keadilan dalam fokus 
general dan berdasarkan keadilan sosial yang berlaku di Indonesia. Kemudian ada Jurnal Ilmiah 
yang ditulis oleh Syaifullah Universitas Sumatera Utara (Syaifullah,  2019)  yang  berfokus  pada  
keseimbangan  dengan studi putusan Ma Nomor 156pk/Pdt.Sus/2012 Dan Perkara Nomor 749k/
Pdt.Sus- Pailit/2016. Yang membedakan dengan tulisan penulis adalah dalam kasus antara PT 
First Media Tbk, melawan Acrossasia Limited hanya terdapat satu kreditur yanh melakukan 
verifikasi dan kasus ini telah berkekuatan hukum tetap dengan adanya fakta hukum bahwa hanya 
terdapat satu kreditur.

Berdasarkan uraian diatas artikel ini mengkaji tentang Penerapan “Asas Keadilan” Dalam 
Sengketa Kepailitan dalam Rangka Melindungi Kepentingan Debitur (Studi Putusan: Nomor 
44pk/Pdt.Sus-Pailit/2016).

B. 	 Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan penulis, yaitu penelitian yuridis normatif yang merupakan 

penelitian mengkaji studi dokumen.Sifat penelitian yang penulis gunakan menggunakan deskriptif 
analitis.

Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan case aproach atau pendekatan studi 
kasus yang bermaksud mendeskripsikan hasil penelitian dan berusaha menemukan gambaran 
menyeluruh mengenai suatu keadaan. Bahan Hukum yang digunakan penulis, yaitu Undang 
- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 
Utang, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Putusan Nomor 64/
PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST, Putusan Nomor 214K/Pdt.sus.Pailit/2013, Putusan Nomor 
44PK/Pdt.sus-Pailit/2-16. Bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah dan penelitian hukum  
lainnya  seperti skripsi, tesis, dan jurnal. Bahan Hukum Tersier berupa Kamus Hukum dan Kamus 
besar Bahasa Indonesia.

Penulis akan melakukan metode studi kepustakaan (library research), dimana penulis akan 
mencari dan mengumpulkan terlebih dahulu (Marzuki, 2016:237). Setelah analisis data data 
selesai maka hasilnya akan disajikan secara kualitatif data yang diperoleh oleh penulis dan 
menghasilkan sajian data.

C. 	 Hasil Penelitian dan Pembahasan
1.    Kekuatan Hukum Putusan Pailit Dalam Sengketa Kepailitan

Dalam hubungan bisnis, perjanjian hutang piutang merupakan hal yang umum 
dilakukan. Dalam kasus ini, melibatkan PT First Media sebagai Kreditur, dan Acrossasia 
Limited sebagai Debitur. Perjanjian utang piutang antara kedua pihak mengalami 
permasalahan dimana Acrossasia Limited melakukan wanprestasi dengan tidak 
membayar atau melunasi utangnya. Dengan adanya wanprestasi, maka PT First  Media 
melakukan  gugatan  PKPU  yang  berujung  permohonan pailit  atas  Acrossasia  Limited.  
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Namun dalam  penjelasan  dari  kasus  tersebut penulis  menemukan kejanggalan dimana 
yang  menjadi  Kreditur hanyalah  PT First Media dan tidak adanya kreditur lain. Hal 
ini tentu tidak sesuai dengan satu satunya syarat kepailitan yaitu adanya dua kreditur 
atau lebih dan adanya utang yang telah jatuh tempo. Hal inilah yang menjadi keresahan 
penulis, karena dalam perkara kepailitan ini telah jatuh putusan pailit atas Acrossasia 
Limited yang mana secara teori hukum dan peraturan undang-undang Nomor 37 Tahun 
2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang yang ada di Indonesia 
seharusnya tidak dapat dinyatakan pailit karena hanya ada satu kreditur.

Putusan  pengadilan  merupakan  kesimpulan  dari  hakim  atas  keseluruhan proses 
pemeriksaan di pengadilan. Setiap putusan yang dikelakan pengadilan akan memiliki 
kekuatan hukum yang mengikat apabila telah inkracht (berkekuatan hukum tetap). 
Suatu putusan dapat dikatakan telah inkracht apabila sudah tidak ada upaya hukum 
lagi yang dapat dilakukan untuk merubah putusan yang telah dibacakan.  Dalam  kasus  
antara  PT First  Media  Tbk,  dan  Acrossasia  Limited, Acrossasia Limited melakukan 
upaya hukum dengan mengajukan Kasasi yang menghasilkan Putusan dengan Nomor 
214K/Pdt.Sus-Pailit/2013 yang menolak permohonan Kasasi dari Acrossasia Limited.
Pada dasarnya untuk perkara kepailitan ketika sudah ada putusan Kasasi maka putusan 
tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) terbagi menjadi 3 
(tiga), yaitu kekuatan mengikat, yaitu mengikat kedua belah pihak (Pasal 1917 BW); 
kekuatan pembuktian, diatur di dalam Pasal 1918 dan 1919 BW, sedangkan kekuatan  
pembuktian  perdata  tidak  ada  ketentuannya;  ketetntuan  eksekutorial, yaitu Kekuatan 
mengikat saja belum cukup atau bahkan tidak berarti apabila tidak dapat direalisasikan 
atau dilaksanakan.

Mengenai Perjanjian Utang Piutang antara PT First Media dengan Acrossasia 
Limited  yang  disebut  sebagai  Facility  Agreement  menyatakan  apabila  ada sengketa 
dikemudian hari maka akan diselesaikan melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional  
Indonesia) dan Hukum Indonesia, maka  Acrossasia  Limited  harus tunduk pada putusan 
pengadilan Niaga yang telah diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung mengenai 
Peninjauan Kembali dengan Nomor 44PK/Pdt.sus-Pailit/2016. Perjanjian Facility 
Agreement ini yang menjadi dasar hukum untuk dilaksanakannya eksekusi atas putusan 
pailit dengan Nomor 44PK/Pdt.Sus- Pailit/2016.

Dengan adanya putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka dalam 
putusan kepailitan dapat mengakibatkan akibat hukum bagi debitur, yaitu Accrossasia 
Limited. Debitur akan kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan 
nya semenjak putusnya perkara kepailitan (Yani & Widjaja, 2002:30). Sita umum yang 
dimaksudkan, adalah sitaan terhadap harta kekayaan dengan kepemilikan mutlak atas 
debitur.

Berdasarkan hal hal yang telah diungkapkan di atas maka Acrossasia Limited 
selaku debitur pailit yang dinyatakan dalam putusan 44PK/Pdt.Sus-Pailit/2016, demi 
hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Terkait 
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harta kekayaannya akan berada dalam sita umum sejak saat putusan pernyataan pailit 
dibacakan. Sehingga pengurusan dan penguasaan harta kekayaan Acrossasia Limited, 
akan dialihkan kepada kurator atau Balai Harta Peninggalan yang bertindak sebagai 
kurator yang telah ditunjuk oleh Hakim Pengawas, sebagaimana diatur dalam Pasal 
65 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Terkait 
perjanjian utang antara Acrossasia Limited dan PT First Media Tbk yang muncul 
setelah adanya putusan pailit  ini  maka  tidak  lagi  dapat  dibayar  dengan harta  pailit.  
Apabila  hal ini dilanggar oleh Acrossasia Limited maka perbuatannya tidak mempunyai 
akibat hukum terhadap harta pailit tersebut kecuali perjanjian tersebut mendatangkan 
keuntungan terhadap harta pailit, sebagaimana dalam pasal 25 Undang-Undang nomor 
37 Tahun 2004 tentang kepailitan.

Acrossasia Limited adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Caymand 
Island (Hongkong) dan memiliki kantor pusat di Hongkong. Meskipun demikian kembali 
kepada fakta hukum adanya Facility Agreement yang menyatakan bahwa pemilihan 
hukum dalam menyelesaikan sengketa antara PT First Media Tbk, dengan Acrossasia 
Limited adalah BANI dan Hukum Indonesia, maka putusan dengan nomor 44PK/Pdt.
Sus-Pailit/2016 memiliki kekuatan hukum eksekusi dengan dasar hukum Facility 
Agreement tersebut. Kurator dan Balai Harta Peninggalan dapat mengeksekusi harta 
kekayaan Acrossasia Limited yang berada di Indonesia yaitu Kantor Perwakilan dan 
segala asetnya yang berada di Indonesia maupun yang berada di Hongkong dengan 
status hukum dari Acrossasia Limited  dinyatakan  dalam  keadaan  pailit  dengan  segala  
akibat  hukumnya. Keadaan Pailit ini mengikat Acrossasia Limited.

Kepastian hukum dapat dijelaskan dengan pemberlakuan hukum yang jelas, 
konsisten, pasti, tetap yang dalam pelaksanaannya tidak dapat dipengaruh oleh 
subjek-tifitas atau ketidakadilan. Kepastian dan keadilan bukan hanya tuntutan moral, 
melainkan secara de facto mencirikan hukum. Putusan dari Pengadilan Niaga nomor 64/
PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST yang diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung 
dengan nomor 44PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 tidak memberikan kepastian hukum bagi 
debitur maupun kreditur.

2.   	Penerapan Teori Keadilan  Dalam Sengketa Kepailitan

Menurut John Rawls :“Keadilan adalah kebijakan utama dalam sistem sosial, 
sebagaimana kebenaran dalam sistem ideologis.” (Pan, 2009:72). Dalam Pasal 1 angka 
1 UU NO 37 TH 2004 Tentang Kepailitan menyatakan bahwa yang dapat memutuskan 
bahwa suatu perusahaan pailit tidak hanya dapat melalui pengadilan niaga dan harus 
memenuhi syarat dan prosedur pailit yang harus dipenuhi hal ini dijelaskan di pasal 
2 angka jo. Pasal 8 angka 4 UU NO. 37 TH 2004 Tentang Kepalitan, yaitu adanya 
debitur yang memiliki dua atau lebih kreditur yang tidak membayar lunas sedikitnya 
satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, adanya kreditur yang  memnerikan  
pinjaman  utang  kepada debitur yang  dapat berupa perseorangan maupun badan usaha, 
dan terdapat sejumlah utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
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Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan sementara 
pengadilan merupakan tempat terahir untuk pencari keadilan. Hakim dalam memutuskan 
perkaranya harus menecerminkan 3 (tiga) unsur, yaitu kepastian hukum, kemanfaatam, 
dan keadilan. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-
undang saja, sebab kemungkinan undang-undang  tidak  mengatur secara jelas,  sehingga  
hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan 
hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat (Muqaddas, 2002:21). Dalam 
hal tersebut hakim wajib menggali dan merumuskannya dalam suatu putusan. Putusan 
hakim tersebut merupakan bagian dari proses penegakkan hukum yang memiliki salah 
satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum.

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk 
penegak  hukum  yang didasarkan  pada  fakta-fakta  persidangan yang relevan secara 
yuridis dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan). Putusan hakim 
yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak saja menerapkan hukum 
secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga 
memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan 
kemanfaatan bagi  masyarakat pada umumnya  (Ilyas, 2016:91).  Putusan  hakim  yang  
mencerminkan  keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolok ukur bagi pihak-
pihak yang bersengketa. Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang 
lain. Tugas hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan irah-irah yang dibuat 
pada kepala putusan yang berbunyi “Demi  Keadilan Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  
Maha  Esa”.  Keadilan secara teoretis maupun dalam penerapannya memiliki multitafsir, 
dengan adanya kenyataan tersebut penulis akan memulai dengan konsep keadilan oleh  
John Rawls. John Rawls memahami keadilan sebagai fairness. Menurut Swift yang 
dimaksudkan dengan fairness oleh John Rawls adalah the original position dan 
the veil of ignorance dimana John Rawls mengemukakan bahwa dalam keadaan asli 
dan ketidakberpengetahuan dimana tidak seorangpun tahu tempatnya, posisi atau status 
sosialnya dalam masyaakat, tidak ada yang tahu terkait kekayaannya, kecerdasannya, 
kekuatannya, tidak seorangpun diuntungkan ataupun dirugikan. Penjelasan  dari  John  
Rawls  mengenai  keadilan,  meskipun  lebih  menunjukkan suatu keadaan yang bersifat 
hipotetik, dapat diambil kaitannya dengan penegakan hukum yang adil yaitu setiap orang 
harus diasumsikan dan diperlakukan sama di depan hukum (Rawls, 2006:47).

Acrossasia Limited merupakan perusahaan yang dibangun dengan hukum 
Caymand Islands (Hongkong) yang memiliki kantor cabang di Indonesia sebagai kantor 
perwakilan (representatif). Sedangkan PT First Media Tbk, merupakan perusahaan yang 
dibangun dengan hukum Indonesia dan beroperasi di negara Indonesia. Sehingga dengan 
adanya fakta hukum ini, maka permasalahan diantara kedua pihak tersebut  seharusnya  
diselesaikan  melalui  lembaga  yang  ditunjuk dalam perjanjian yaitu BANI dan Hukum 
Indonesia. PT First Media Tbk, menggugat Acrossasia Limited pada Pengadilan Negeri 
Niaga Jakarta Pusat. PT First Media Tbk memohonkan adanya PKPU atas Acrossasia 
Limited sehingga menimbulkan putusan PKPU sementara dengan jangka waktu 45 hari 
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sejak dibacakan putusan PKPU sementara tersebut. Meskipun dengan adanya PKPU 
ini, Acrossasia Limited masih terikat dengan Pengadilan Tinggi Hongkong yang telah 
mengeluarkan Garnishee Order dimana memerintahkan untuk Acrossasia Limited dan 
PT First Media Tbk, untuk menyelesaikan permasalahan ini pada Pengadilan Tinggi 
Hongkong. Dengan adanya ikatan antara Acrossasia Limited dengan Pengadilan 
Tinggi Hongkong, maka Acrossasia Limited tidak dapat bertindak dengan bebas 
untuk membayar utangnya kepada PT First Media Tbk, meskipun secara keadaan   
perusahaan Acrossasia Limited mampu untuk membayar utangnya. Namun untuk 
mempertimbangkan fakta hukum adanya putusan pengadilan asing yaitu putusan 
Pengadilan Tinggi Hongkong,

Dapat disimpulkan bahwa negara berhak menentukan sikap apakah akan mengakui 
dan melaksanakan putusan pengadilan asing atau tidak. Hal ini juga dijelaskan oleh M. 
Yahya Harahap bahwa putusan pengadilan asing tidak dapat dieksekusi di Indonesia 
kecuali undang-undang mengatur sebaliknya (Harahap, 2004: 32). M. Yahya Harahap 
mengacu pada ketentuan Pasal 436 Rv bahwa satu-satunya cara untuk mengeksekusi 
putusan pengadilan asing di Indonesia adalah dengan menjadikan putusan tersebut 
sebagai dasar hukum untuk mengajukan gugatan baru di Pengadilan Indonesia.  
Kemudian  putusan  pengadilan  asing tersebut dijadikan sebagai alat bukti tulisan dengan 
daya kekuatan mengikatnya; dapat bernilai sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan 
pembuktian yang sempurna dan mengikat; atau hanya sebagai  fakta hukum yang  
dinilai secara bebas sesuai dengan pertimbangan hakim. Sehingga putusan Pengadilan 
Tinggi Hongkong tersebut tidak mengikat bagi Hukum Indonesia. Keadilan dalam 
kedudukanya sebagai nilai-nilai yang berlandaskan Pancasila dalam sistem hukum pada 
dasarnya harus mencerminkan keadilan pada setiap pengaturan hukum. Konsep keadilan 
dalam perspektif pancasila ini juga ditegaskan dalam Pasal 5 angka (1) Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan agar hakim 
wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa “keadilan” yang 
hidup dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak sekedar 
formar legal melainkan juga harus sosio substantif. Kemudian terkait syarat kepailitan 
dimana seharusnya ada 2 kreditur atau lebih dan adanya utang yang telah jatuh tempo, 
dalam perkara yang diputus dengan nomor 44PK/Pdt.Sus-Pailit.2016 PT First Media 
Tbk, tidak dapat membuktikan adanya kreditur lain selain dirinya, yang menjadi kreditur 
atas Acrossasia Limited. Meskpun dalam jawaban memori kasasi PT First Media Tbk 
mengatakan adanya kreditur lain yaitu perusahaan X, namun utang Acrossasia Limited  
terhadap  perusahaan X telah lunas  sebelum  diajukannya PKPU  di Pengadilan 
Niaga Jakarta Pusat. Sehingga hal ini melanggar syarat permohonan PKPU  maupun  
Pailit.  Hal  ini  tidak  dijelaskan  dalam  pertimbangan  hakim mengapa hakim memutus 
untuk melanjutkan perkara ini dan memenangkan PT First Media Tbk. Hal ini tentu 
tidak sejalan dengan teori keadilan John Rawls mengenai prinsip konsistensi yang 
diperkuat oleh argumentasi dari Hans Kelsen yang menyatakan bahwa adil adalah ketika 
suatu ketentuan diterapkan pada suatu kasus tetapi tidak diterapkan pada kasus lainnya. 
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Ketentuan terkait syarat pailit yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 
2004 bahwa setidak tidaknya ada dua kreditur dan setidak tidaknya satu utang yang telah 
jatuh tempo jelas tidak diterapkan dalam kasus antara Acrossasia Limited dan PT First 
Media Tbk.

Selanjutnya kasus ini bermula dengan permohonan PKPU maka  memang menurut 
ketentuan apabila setelah putusan PKPU sementara tidak adanya perdamaian maka  
debitur dinyatakan  pailit  dengan  segala  akibat hukumnya. Namun dalam rapat kreditur 
nyatanya hanya PT First Media Tbk yang hadir dan memverifikasi adanya utang oleh 
Acrossasia Limited, sehingga PT First Media Tbk, memiliki hak keseluruhan dan hal 
ini dibiarkan oleh hakim pengawas. Sehingga hal ini tentunya tidak sesuai dengan 
teori keadilan karena keadaan yang dihadapi dalam perkara antara PT First Media Tbk, 
dan Acrossasia Limited mendapat  perlakuan yang  berbeda dan  tidak  sesuai  dengan  
ketentuan  yang berlaku. Lalu karena Acrossasia Limited merasa tidak diperlakukan 
dengan adil maka Acrossasia Limited berusaha mencari keadilan dengan mengajukan 
kasasi kepada Mahkamah Agung. Namun hakim mahkamah agung tidak memberikan 
pertimbangan terkait hal hal yang dimohonkan oleh Acrossasia Limited dalam memori 
kasasinya.

Acrossasia Limited melalui kuasa hukumnya masih merasa tidak mendapat keadilan 
sehingga mengajukan Peninjauan Kembali dimana mempertanyakan terkait putusan  
hakim  dari  putusan-putusan  sebelumnya apakah telah  sesuai dengan prosedur kepailitan 
dan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang PKPU 
dan Kepailitan. Dengan adanya permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh 
Acrossasia Limited melalui kuasa hukumnya, maka upaya hukum yang dapat  dilakukan  
untuk  mencari keadilan tidak ada lagi ketika putusan PK telah dikeluarkan. Namun 
upaya hukum untuk mencari keadilan dari Acrossasia Limited mendapatkan penolakan 
dari hakim  Mahkamah  Agung  yang  menyatakan  tidak  ada  kesalahan  dari  putusan 
hakim dan pertimbangan hakim sebelumnya.

Apabila kita membaca pertimbangan hukum dan pertimbangan hakim yang 
dikeluarkan dari setiap putusan pengadilan terkait kepailitan dan Undang-Undang 
Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan, tidak terdapat pengecualian ataupun putusan 
yang   menjadi   dasar   hukum  untuk diterapkan   untuk   menyatakan Acrossasia Limited 
dalam keadaan pailit. Dalam pertimbangan hakim yang dikeluarkan dari pengadilan serta 
pertimbangan hakim yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tidak menjelaskan dasar 
hukum apa yang digunakan untuk memutus Acrossasia Limited yang hanya memiliki satu 
kreditur dapat dipailitkan. Dasar hukum yang digunakan untuk mempailitkan Acrossasia 
Limited hanyalah fakta bahwa tidak didapatkannya kata sepakat untuk memperpanjang 
masa PKPU (Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang) dari Acrossasia Limited, 
sehingga dengan tidak diperpanjangnya masa 45 hari PKPU sementara maka Debitur 
dinyatakan dalam keadaan pailit. Padahal sebelum diteruskannya proses PKPU dan 
pailitnya Acrossasia Limited syarat dari kepailitan itu sendiri tidak dipenuhi sehingga 
seharusnya perkara ini tidak diteruskan dan ditolak karena hukum.
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Apabila menerapkan dari Teori Keadilan dimana penulis menggunakan pendapat 
dari John Rawls, seharusnya perkara antara Acrossasia Limited dengan PT First Media 
menerapkan ketentuan-ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 
2004 tentang PKPU dan Kepailitan yang mana telah dijelaskan diatas. Sehingga perkara 
antara Acrossasia Limited dan PT First Media Tbk, tidak diputus pailit karena hanya 
adanya 1 kreditur.

D.	 Simpulan
Kekuatan Hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 44PK/Pdt.Sus- Pailit/2016 adalah 

berkuatan tetap atau inkracht karena sudah tidak ada upaya hukum yang dilakukan putusan 
palit. Putusan ini juga memiliki kekuatan eksekusi karena  perjanjian utang piutang (Facility 
Agreement) antara Acrossasia Limited dengan PT First Media Tbk, menunjuk BANI dan Hukum 
Indonesia sebagai pilihan hukum apabila ada sengketa diantara para pihak. Kemudian Putusan 
ini belum menerapkan asas keadilan yang menjadi prinsip-prinsip kepailitan. Karena menolak 
adanya peninjauan kembali atas putusan pailit, yang mempailitkan Accrosassia Limited yang 
hanya memiliki satu kreditur. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh John Rawls dimana adil ketika 
“Suatu ketentuan yang diterapkan pada suatu perkara harus diterapkan pada perkara lainnya pula”.

E.   Saran
Berdarkan Hasil dan Pembahasan dan peneltian artikel ini, disarankan agar pemerintah 

dalam hal ini presiden dan DPR untuk menambah ketentuan yang ada dalam  Undang-Undang  
Nomor 37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  PKPU tersebut mengenai syarat debitur untuk 
dinyatakan pailit ketika tidak melunasi utangnya setelah adanya putusan PKPU, supaya syarat 
pailit berdasarkan PKPU tersebut juga seperti dalam Pasal 2 Angka (1) Undang Undang Nomor 
37 Tahun 2004  tentang  Kepailitan  dan  PKPU  sehingga  ada  kepastian hukum  mengenai syarat 
kepailitan.
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This article aims to examine the role of cooperatives in supporting 
the strengthening of MSMEs Convection Cloth Masks during the 
Covid-19 pandemic.This study uses empirical research methods. 
This legal research uses legal resources in the form of legal 
materials both primary legal materials and secondary legal 
materials. The data types used are Secondary data and Primary 
data. Data collection techniques are used through literature 
studies, interviews, and data analysts. The results showed that 
cooperatives play an active role in supporting the strengthening 
of MSMEs Convection in Pati Regency.

Abstrak:
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran koperasi dalam 
mendukung penguatan UMKM Konveksi Masker Kain pada 
masa pandemic Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitan empiris. Penelitian hukum ini menggunakan sumber 
hukum berupa bahan hukum baik bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder. Jenis data yang digunakan  adalah data Sekunder 
dan Data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
melalui studi kepustakaan, wawancara, serta analis data. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa koperasi berperan aktif dalam 
mendukung penguatan UMKM Konveksi di Kabupaten Pati.

A.   Pendahuluan
Pandemi covid-19 menjadi bencana alam global yang memberikan dampak buruk terhadap 

semua segi  kehidupan manusia. Tingginya angka kematian serta cepatnya penyebaran akan 
penyakit ini membuat pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan sosial sebagai respon 
terhadap merebaknya penyebaran penyakit ini. Pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial ini 
juga dipercaya sebagai cara yang efektif untuk memutus mata rantai penularan dari Coronavirus 
disease 2019 atau Covid-19, akan tetapi akibat dari pemberlakukan kebijakan ini ruang gerak 
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serta aktivitas masyarakat menjadi terbatas dan berujung pada menurunnya kegiatan ekonomi 
dalam masyarakat, terutama pada penjualan produk-produk UMKM.

Melemahnya kegiatan ekonomi masyarakat disebabkan karena pelaku ekonomi yang saat 
ini didominasi oleh UMKM masih menggunakan metode penjualan konvesial, yakni melalui 
kegiatan jual beli secara langsung. Masih banyak pelaku UMKM yang belum bisa memasuki 
pasar digital dikarenakan berbagai keterbatasan yang ada. Menurunnya penjualan pada berbagai 
sektor UMKM juga dipengaruhi oleh pola perilaku konsumen. Kotler and Keller menyebutkan 
bahwa dalam Model Engle, Kollat dan Blackwell atau EKB Model proses keputusan pembelian 
konsumen didasarkan pada psikologi konsumen. Keadaan psikologis konsumen ini yang berperan 
penting dalam pengambilan keputusan konsumen dalam membeli suatu produk (Widya Rambi. 
2015: 919).

Di masa pandemi seperti ini konsumen akan lebih mengutamakan value dari suatu barang 
daripada harga dari barang itu sendiri. Hal ini dipengaruhi oleh situasi terdesak yang dialami 
konsumen sehingga harus mendapatkan suatu barang tersebut. Pada saat ini, masyarakat lebih 
mengutamakan pengeluarannya untuk membeli barang-barang medis dan kesehatan seperti obat- 
obatan, vitamin, masker, handsanitizer. Ketersediaan dan penggunaan APD seperti masker, 
perlindungan mata, sarung tangan, gaun, dan, untuk prosedur pembangkit aerosol khususnya, 
N95 dan KN95 menyaring respirator facepiece (FFR) atau yang setara sangat penting untuk 
mencegah penularan dari Covid-19 (Derraik dan Rubio dalam Neil J. Rowan dan John G. Laffe 
2020:3). Akibatnya, kebutuhan akan barang seperti produk fesyen, gadget dan lainnya menjadi 
berkurang. Kondisi  ini  berpengaruh terhadap keberlangsungan UMKM di bidang tersebut, yakni  
UMKM Konveksi.

Industri konveksi merupakan salah satu bentuk ekonomi kreatif yang banyak diminati di 
kalangan pelaku usaha. Industri konveksi merupakan kegiatan usaha yang mengolah bahan mentah 
kain menjadi barang jadi yang identik dengan produk-produk fesyen. Usaha dibidang konveksi 
atau fesyen diklasifikasikan sebagai salah satu subsektor ekonomi kreatif oleh BEKRAF yang 
kemudian dirinci ke dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) oleh Badan Pusat 
Statistik (AL. Sentot Sudarwanto dan Dona Budi Karisma, 2019: 62). Dalam buku yang berjudul 
“The Creative Economy: How People Make Money from Ideas” John Howkins mendefinisikan 
ekonomi kreatif sebagai suatu  transaksi produk  kreatif  yang  memiliki manfaat  ekonomi yang  
dihasilkan dari kreativitas dan memiliki nilai ekonomis Inti dari ekonomi kreatif adalah sebuah 
kreativitas atau creativity. Kreativitas oleh BEKRAF diartikan sebagai suatu kemampuan manusia 
untuk menciptakan sesuatu yang memiliki keunikan dan berbeda dari hal-hal serupa yang sudah 
pernah ada sebelumnya serta merupakan solusi terhadap suatu permasalahan yang terjadi (Al. 
Sentot Sudarwanto dan Dona Budi Karisma, 2019: 53).

Strategi bertahan yang dilakukan oleh UMKM konveksi pada masa pandemi ini adalah 
dengan beralih pada produksi masker kain. Masker merupakan salah satu alat  pelindung  diri yang 
digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas pada saat pandemi ini. Sejak awal menyebarnya 
covid-19 permintaan terhadap masker medis melonjak dan bahkan sempat terjadi kelangkaan 
masker medis di pasaran. Sehingga masker kain digunakan sebagai alternatif dari langkanya 
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masker medis tersebut. Adanya kondisi ini dapat dilihat sebagai peluang bisnis baru untuk 
bertahan bagi industri konveksi.

Kebutuhan akan model ekonomi berbasis masyarakat (Community-based economic) sangat 
penting di saat-saat ini. Model ekonomi ini merupakan model ekonomi yang membantu anggota 
maupun komunitas tersebut dalam membangun kekuatan dan mendukung sesama anggotanya 
(CICOPA, 2020). Sebagai Organisasi yang berasaskan kekeluargaan koperasi dapat dijadikan 
sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi dan ide-ide kreatif masyarakat dalam rangka tercapainya 
peningkatan taraf hidup. Selain itu juga koperasi diharapkan menjadi sokoguru perekonomian 
yang mampu untuk mengembangkan ekonomi dengan cara pemberdayaan masyarakat yang 
dilakukan meallui kegiatan berkoperasi (Erlina Rufaidah, 2017:363).

Berdasarkan paparan diatas, artikel ini mengkaji peran koperasi dalam mendukung penguatan 
UMKM Konveksi Masker Kain pada masa pandemic Covid-19. Dengan adanya koperasi 
diharapkan dapat membantu UMKM untuk tetap bertahan pada masa pandemi covid-19 ini. Oleh 
karena itu kehadiran Koperasi Produsen Budi Utomo menjadi penting dalam hal pengembangan 
UMKM Konveksi Kabupaten Pati di masa pandemi ini.

B.	 Metode Penelitian
Penelitian ini  menggunakan metode penelitan empiris atau Socio Legal Research untuk 

mengetahui keadaan yang sesungguhnya di dalam praktek. Penulisan yang dilakukan penulis 
bersifat deskriptif. Yaitu menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis dan factual terkait 
fenomena-fenomena yang terjadi. Penelitian hukum ini menggunakan sumber hukum berupa 
bahan hukum baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan melalui studi kepustakaan, wawancara, serta analisis data.

C.	 Hasil Penelitian dan Pembahasan
Koperasi merupakan badan usaha yang didasarkan pada sistem kekeluargaan yang tujuannya 

untuk mensejahterakan anggotanya. International Co-operative Alliance (ICA) menyatakan 
koperasi sebagai perkumpulan otonom orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi 
kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya mereka secara bersamaan melalui usaha yang 
dijalankannya dalam koperasi yang dikendalikan secara demokratis (ILO, 2020:1).

Koperasi  berbeda  dengan  badan  usaha  lainnya.  Di  dalam  koperasi  ditanamkan konsep 
kepemilikan Bersama dan manfaat Bersama. Jika di dalam badan usaha lain suatu perusahaan 
atau usaha dimiliki oleh seseorang, beberapa orang atau negara, di dalam koperasi kegiatan 
usaha merupakan milik Bersama seluruh anggota koperasi. Sehingga banyak sedikitnya modal 
yang berikan pada koperasi tidak berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Sistem 
usaha bersama ditekankan dalam menjalankan usaha koperasi dengan cara memberdayakan 
para anggotanya. Usaha yang dijalankan oleh koperasi memiliki sifat yang khas dan berbeda 
dengan badan usaha lainnya. Pada koperasi, mendapatkan keuntungan yang sebanyak banyaknya 
bukan menjadi tujuan utama, akan tetapi kesejahteraan anggotanyalah yang diutamakan. Berbeda 
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dengan badan usaha lainnya, koperasi lebih menekankan pada benefit oriented atau manfaat yang 
ingin dicapai. Konsep manfaat Bersama yang ditanamkan dalam koperasi adalah bahwa manfaat 
atau hasil dari setiap kegiatan usaha yang dilakukan dalam koperasi harus dirasakan oleh seluruh 
anggota koperasi sesuai kontribusi anggota terhadap koperasi (AL. Sentot Sudarwanto dan Dona 
Budi Karisma, 2019: 4).

Pemilihan koperasi sebagai badan usaha memberikan banyak keuntungan dalam mendukung 
perkembangan industri  kreatif,  khususnya  industri  konveksi  atau  fesyen.  Kelebihan  koperasi 
dibandingkan dengan badan usaha lainnya adalah sebagai berikut: (a) Status koperasi yang telah 
berbadan hukum; (b) Koperasi berperan dalam hal meminimalkan risiko, kerugian dan biaya; (c) 
Kemudahan  koperasi  dalam  mengakses  berbagai  fasilitas  dan  layanan  pemerintah  (Ambar 
Budhisulistyawati, dkk, 2020: 1780).

Alasan lain mengapa koperasi dipilih sebagai badan usaha oleh para pelaku UMKM untuk 
mengembangkan usahanya adalah karena koperasi dapat mengumpulkan dan menyatukan 
kelompok masyarakat marjinal yang tingkat perekonomiannya masih rendah dan tidak mampu 
bersaing dalam pasar bebas, sebagian besar masyarakat yang tergabung dalam koperasi 
merupakan pelaku UMKM dengan pendapatan yang belum stabil. Sehingga dengan adanya 
koperasi pemberdayaan terhadap kelompok masyarakat miskin mudah untuk dilaksanakan 
(Muhammad Hasan Muhammad Azis, 2018: 336). Sebagai suatu badan usaha yang dibangun 
dan dijalankan secara bersama berlandaskan asas kekeluargaan, koperasi memiliki hubungan 
yang dekat dengan masyarakat sehingga mudah untuk menjangkau kepentingan masyarakat itu 
sendiri.

Amanat dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Perekonomian 
disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dan perekonomian nasional 
diselenggarakan berdasarkan pada demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi 
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga 
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Berdasarkan pasal tersebut, dapat 
terlihat bahwa keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan perekonomian merupakan hal yang paling 
utama dari pembanguan ekonomi nasional. Dalam demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh 
semua, untuk kepentingan semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat (Eros 
Rosmianti, 2012: 44). Kesejahteraan masyarakatlah yang menjadi hal utama, bukan kepentingan 
dan kesejahteraan secara individu. Mohammad Hatta menekankan bahwa koperasi merupakan 
suatu badan usaha Bersama yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan Bersama secara gotong 
royong (Sukamdiyo dalam Achmad Sani Alhusain, dkk, 2019: 3).

Bapak Koperasi Indonesia yaitu Mohammad Hatta mendefinisikan koperasi sebagai usaha 
bersama untuk memperbaiki nasib perekonomian berdasarkan asas tolong-menolong. Definisi 
koperasi yang dikemukakan oleh Mohammad Hatta ini dirasa lebih tepat jika dipandang dari Segi 
ideologi koperasi. Beliau Sangat menginginkan pembangunan ekonomi Indonesia didasarkan 
pada koperasi, sebab koperasi menawarkan konsep semangat kebersamaan, asas kekeluargaan, 
dan gotong-royong. Oleh karena itu secara ideologi koperasi dapat menjadi tulang punggung 
perekonomian Indonesian (Sastrawidjaja dan Richard. 2015: 219).
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Dalam setiap kegiatan, koperasi mengacu pada prinsip dan nilai-nilai yang dianutnya. Di 
dalam koperasi terdapat prinsip demokrasi. Prinsip ini berarti bahwa pengelolaan koperasi 
dilakukan atas kemauan dan keputusan anggota itu sendiri. Anggota adalah pemilik, pelaksana, 
dan pengawas. Para anggota ini juga memegang dan melaksanakan posisi tertinggi di koperasi 
pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, dengan turut sertanya anggota dalam mengawasi 
jalannya kegiatan bisnis, risiko tinggi dapat diatasi. Dibandingkan dengan usaha yang dilakukan 
secara perseorangan, adanya modal masing-masing anggota di koperasi juga meminimalkan risiko 
yang ditanggung anggota (AL. Sentot Sudarwanto dan Dona Budi Karisma, 2019: 96). Demokrasi 
tidak akan berhasil jika tidak ada toleransi yang mengakui dan menghargai perbedaan pendapat 
dan keyakinan. Toleransi adalah syarat hidup bagi demokrasi. Demokrasi menuntut terlaksananya 
kemerdekaan berpikir, kemerdekaan bersuara, dan mengeluarkan pendapat (Sastrawidjaja dan 
Richard. 2015:210). Koperasi merupakan sumber kekuatan ekonomi and sosial yang telah diakui 
oleh berbagai negara di dunia. Koperasi yang berlandasakan pada demokrasi dinilai ideal untuk 
implementasi bagi Sustainable Development Goals (SDGs) atau Pembangunan berkelanjutan 
karena menjadikan masyarakat sebagai pusat pembangunannya sehingga dapat memanfaatkan 
kekuatan masyarakat tersebut untuk menghadapi tantangan ditingkat nasional, regional maupun 
global (ILO, 2020:1).

Koperasi dinilai berhasil dalam menjalankan fungsinya apabila koperasi tersebut telah 
mencapai tujuan dari koperasi itu sendiri, yakni kesejahteraan bagi para anggotanya (Emil 
Fatmala, dkk, 2020: 18). Tujuan koperasi tidak hanya untuk memberdayakan kegiatannya secara 
ekonomi, tetapi juga secara sosial. Artinya koperasi tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan 
keuntungan saja, tetapi juga mencapai kesejahteraan bersama. Koperasi mengandalkan kekuatan 
anggota, bukan kekuatan modal. Koperasi adalah organisasi keanggotaan yang dapat menentukan 
bisnisnya. Anggota koperasi memainkan peran sebagai sebagai pengguna jasa/barang dan sebagai 
pemilik usaha perusahaan (Azhari, 2017:44).

Koperasi merupakan sumber kekuatan ekonomi dan sosial yang telah diakui oleh berbagai 
negara di dunia. Sebagai kegiatan usaha yang berbasis pada masyarakat, koperasi dapat membantu 
masyarakat untuk menghimpun kekuatan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup serta dapat 
mengembangkan kapasitas diri mereka. Dalam industrialisasi, koperasi produsen skala kecil 
mempunyai peran penting dalam meningkatkan akses pelaku usaha yang menjadi anggotanya 
terhadap permodalan untuk membeli bahan produksi serta akses terhadap peningkatan kualitas 
sumber daya sehingga dapat menambah nilai produk dan meningkatkan daya tawar dan juga 
branding dalam pemasaran produk usahanya (ILO, 2020:1).

Koperasi harus memiliki kreativitas dalam menjalankan usahanya agar mampu bersaing 
dan bertahan di situasi yang sulit. Kreativitas dan inovasi merupakan kunci utama dalam 
mengembangkan usaha. Koperasi dituntut agar mampu mengatasi persoalan ekonomi yang 
dialami serta  memberdayakan anggotanya  sehingga  tujuan  koperasi  tercapai.  Kegiatan  usaha  
yang dilakukan tidak hanya dilakukan pada beberapa sektor usaha saja, melainkan koperasi harus 
selalu menggali potensi dari anggotanya dengan tujuan dapat merambah ke jenis usaha yang baru 
serta dapat menyesuaikan diri di tengah perubahan keadaan di masyarakat.
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Adanya pandemi covid-19 membawa perubahan pola perilaku pada masyarakat. Sehingga 
pola konsumsi pada masyarakat juga berubah. Setiap usaha harus mampu memahami perilaku 
konsumen dari pasar sasarannya, karena kelangsungan hidup suatu usaha tersebut sebagai 
organisasi yang berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan para konsumen sangat bergantung 
pada perilaku konsumennya (Tjiptono dalam Kadek Ayu Suryaningsih dan I Nengah Kartika, 
2019: 1803).

Perilaku konsumen adalah proses kompleks yang melibatkan kegiatan yang dilakukan 
seseorang ketika mencari, memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk dan 
layanan dengan tujuan memenuhi kebutuhannya. Berbagai penelitian telah menjelaskan tentang 
keterkaitan antara antara emosi atau psikologi konsumen terhadap pilihan dan keputusan 
konsumen dalam membeli suatu produk. Keadaan psikologis atau emosional konsumen adalah 
penentu penting dalam perilaku pembelian mereka; (Sherman, Mathur & Smith dalam Caroline 
SueLin, TAN 2010:2914).

Penyebaran covid-19 yang meluas disertai dengan tingginya angka kematian akibat 
penyebaran virus menyebabkan timbulnya rasa tidak aman pada masyarakat. Akibatnya berbagai 
cara  dilakukan  oleh  masyarakat untuk  melindungi  diri  dari  penularan  virus  ini.  Berdasarkan 
penelitian disebutkan bahwa penularan covid-19 salah satunya memalui perantara udara dan 
benda-bena yang terkontaminasi oleh virus tersebut. Orang yang paling rentan terpapar oleh virus 
ini adlaah tenaga medis yang merawat pasien covid-19 serta orang yang memiliki riwayat kontak 
dengan pasien baik secara langsung maupun tidak langsung (Wardiyah Daulay, 2020: 353). 
Rekomendasi yang dianjurkan adalah dengan menerapkap kan pola hidup sehat seperti mencuci 
tangan dengan sabun, menerapkan etika batuk dan bersin, menghindari kontak dengan orang 
yang menunjukkan gejala-gejala covid-19. Masyarakat juga dianjurkan untuk menggunakan alat 
pelindung diri seperti face shield, handsanitizer, masker. Akibatnya dipasaran terjadi lonjakan 
permintaan akan barang-barang tersebut. Tingginya angka permintaan yang tidak wajar ini 
diperparah dengan timbulnya fenomena panic buying pada masyarakat (Prince Clement Addo, 
dkk., 2020: 472). Fenomena panic buying meningkatkan kekhawatiran masyarakat terhadapa 
ketersediaan barang-barang tersebut khususnya masker medis. Masker medis yang biasa dijual 
bebas di apotik atau minimaket menjadi langka dan harga yang diberikan juga tidak masuk akal. 
Sehingga masker kain digunakan sebagai alternatif pengganti masker medis atau sejenisnya untuk 
mencegah paparan dari covid-19 tersebut.

Keperluan akan baju atau produk fesyen lainnya bukan menjadi kebutuhan yang diutamakan 
oleh masyarakat saat ini, akan tetapi produk-produk Kesehatan dan alat pelindung dirilah yang 
menjadi kebutuhan utama disaat pandemi. Akibatnya, penjualan produk konveksi atau fesyen 
menurun drastic sedangkan penjualan terhadap produk Kesehatan dan Alat Pelindung Diri (APD) 
melonjak naik. Oleh karena itu kehadiran Koperasi Produsen Budi Utomo menjadi penting dalam 
hal pengembangan UMKM Konveksi Kabupaten Pati dimasa pandemi ini. Koperasi Produsen 
Budi Utomo telah memberikan kontribusi nyata dalam hal pengembangan usaha konveksi dan 
mampu mondorong pelaku UMKM konveksi untuk tetap bertahan dimasa pandemi ini. Sangat 
berperannya koperasi dalam mendukung penguatan UMKM Konveksi di Kabupaten Pati pada 
masa pandemi Covid-19 terlihat dari perannya sebagai berikut:
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1.   	Sebagai lembaga penyedia permodalan bagi anggota

Kesulitan dalam hal permodalan menjadi salah satu permasalahan yang dikeluhkan 
anggotanya. Masih banyak juga pelaku UMKM Konveksi yang belum terhubung dengan 
perbankan sehingga masih mengandalkan modal pribadi serta pinjaman dari pihak lain. 
Pinjaman dari sektor perbankan pun sulit didapatkan karena tanggungan kredit pada masa 
sebelum pandemi pun belum dapat  terpenuhi. Kalau pun  mendapatkan pinjaman  perbankan, 
bunga yang diberikan tinggi sehingga para pelaku UMKM Konveksi ini akan terbebani. 
Dengan adanya Koperasi Produsen Budi Utomo dapat dijadikan sebagai alternatif pendanaan 
non bank. Anggota dapat dengan mudah mengakses pinjaman modal melalui kegiatan simpan 
pinjam pada Koperasi Produsen Budi Utomo dengan mudah dan dengan bunga rendah. 
SHU (Sisa Hasil Usaha) yang ada pada Koperasi Produsen Budi Utomo juga menjadi solusi 
bagi masalah permodalan bagi anggota dalam menjalankan usaha konveksinya pada masa 
pandemi covid-19 ini.

2.   Menciptakan pasar baru dan inovasi pada kegiatan usaha anggota 

Untuk bertahan di masa pandemi, Koperasi Produsen Budi Utomo melakukan inovasi 
pada usahanya dengan cara membuat pasar baru. Kemitraan dengan pihak lain pun menjadi 
salah satu cara bagi Koperasi Produsen Budi Utomo untuk membuka pasar baru bagi produk 
yang dihasilkannya. Salah satunya dengan mengadakan kemitraan dengan Dinas Koperasi 
dan UMKM Kabupaten Pati.

Terjadinya perubahan budaya di masyarakat tentunya akan berdampak pada pandangan 
para pelaku  UMKM dalam menyikapi perubahan tersebut. Bagi pelaku UMKM yang  aktif  
melihat perubahan ini akan memanfaatkannya sebagai kesempatan untuk menemukan 
hal-hal baru bagi pengembangan usahanya. Di dalam buku yang ditulisnya Drucker 
menyebutkan bahwa Ada beberapa faktor yang dapat mendukung organisasi untuk bertahan 
dari perubahan, diantaranya adalah (Ida Hindarsah, 2020:75): Fleksibel: Perusahaan atau 
organisasi bisnis harus mempunyai strategi bisnis yang fleksibel untuk merespon perubahan 
yang ada. Perusahaan harus mampu beradaptasi dengan segala situasi yang terjadi di 
masyarakat. Fokus terhadap peluang yang ada: Suatu perusahaan harus memiliki arah 
dan tujuan yang jelas. Hal ini berkaitan dengan visi dan misi perusahaan. Strategi bisnis 
yang digunakan juga harus tepat sasaran agar target yang ingin dipenuhi tercapai. Fasilitas: 
Kemampuan adaptasi terhadap perubahan atau kondisi yang baru tentunya harus dibarengi 
dengan kelengkapan fasilitas seperti perlengkapan alat produsksi, bahan baku dan sebagainya. 
Pengetahuan: kemampuan adaptasi perusahaan sangat ditentukan oleh pengetahuan sumber 
daya manusia yang dimilikinya. Kurangnya pengetahuan pada karyawan atau pelaku usaha 
akan menghambat proses perkembangan yang dilakukan. Riset akan kebutuhan pasar 
sebelum memulai produksi merupakan hal penting untuk dilakukan. Hal ini bertujuan untuk 
menentukan Langkah apa yang akan diambil untuk menghadapi perubahan dalam masyarakat 
tersebut. Inovasi: inovasi merupakan hal mutlak yang harus dilakukan perusahaan atau 
pelaku usaha. Kegiatan usaha yang monoton akan menghambat perkembangan usaha,  
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sedangkan masyarakat selalu bergerak sehingga kebutuhannya juga ikut berubah seiring 
dengan pergerakan dalam masyarakat. Inovasi dapat dimunculkan dengan memadukan 
antara pengetahuan dengan kreativitas.

Pada masa pandemi covid-19 banyak sektor usaha memang megalami keterpurukan, 
akan tetapi ada juga beberapa sektor bisnis yang bisnisnya mendapat peluang penjualan 
dari adanya pandemi. Untuk dapat bertahan dalam kondisi tidakpastian, tentunya seorang 
poengusaha harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan mengembangkan ide 
bisnis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Heri Erlangga, 2020: 110).

Pada masa pandemi, Koperasi Produsen Budi Utomo mengalihkan kegiatan produksinya 
dari produksi barang konveksi atau fesyen menjadi produksi APD (Alat Pelindung Diri) 
berupa masker kain yang memang menjadi kebutuhan utama oleh masyarakat saat ini. 
Penggunaan masker dinilai sebagai cara yang efektif untuk mencegah penyakit pernapasan 
menular serta dapat mengurangi resiko infeksi penyakit menular tersebut (World Health 
Organization Writing Group dalam Jiao Wan, dkk, 2020:3). Atas permintaan dan arahan dari 
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati, Koperasi Produsen Budi Utomo diminta untuk 
menjadi pemasok untuk memenuhi kebutuhan akan masker kain di Kabupaten Pati. produk 
yang dihasilkan nantinya akan dibeli oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati yang 
kemudian akan didistribusikan kepada masyarakat dan tenaga medis di wilayah Kabupaten 
Pati. Walalupun penjualan produk fesyen yang dihasilkan oleh Koperasi Produsen Budi 
Utomo menurun, akan tetapi dengan pengubahan hasil produksi ini dapat membantu UMKM 
Konveksi di Kabupaten Pati khusunya yang menjadi anggota Koperasi Produsen Budi Utomo 
bertahan dimasa pandemi.

3.   Sebagai organisasi yang mengakomodasi pengembangan usaha dan memberdayaan anggota

Dalam rangka mengakomodasi pengembangan usaha dan memberdayaan anggotanya, 
Koperasi Produsen Budi Utomo mengadakan program-program pelatihan bagi anggotanya 
yakni:

a.   	Pelatihan pembuatan masker kain dan APD

Pelatihan pembuatan masker kain dan APD dilakukan dengan didampingi oleh 
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati serta Dinas Kesehatan Kabupaten Pati 
yang dilaksanakan pada awal bulan April tahun 2020. Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. 
diikutsertakan dalam program pelatihan ini karena penggunaan masker kain sebagai 
pengganti dari masker medis haruslah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh 
WHO serta Kementrian Kesehatan Indonesia.

b.   	Pelatihan Kewirausahaan dengan pokok bahasan Pengembangan model bisnis bagi 
UMKM Konveksi

Untuk mampu bersaing dengan competitor lainnya, diperlukan inovasi dalam 
strategi usaha yang dijalankan pada Koperasi Produsen Budi Utomo. oleh karena itu, 
Koperasi Produsen Budi Utomo Kabupaten Pati turut serta dalam program pelatihan 
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terhadap pengembangan model bisnis di era pandemi. Program pelatihan ini dilaksanakan 
Bersama-sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati serta narasumber 
bidang akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus.

c.   	Pelatihan Inovasi Produk

Pelatihan inovasi produk ini merupakan program pelatihan yang diselenggaran bagi 
internal anggota Koperasi Produsen Budi Utomo. Jika sebelumnya dengan pendampingan 
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati telah dilakukan pelatihan dalam pembuatan 
masker kain, program pelatihan selanjutnya adalah pelatihan dalam melakukan inovasi 
produk masker kain yang dihasilkan. Tujuannya adalah mengubah masker kain yang 
diproduksi secara sederhana menjadi produk fesyen dengan cara menambahkan teknik-
teknik yang digunakan dalam industri konveksi.

Inovasi yang di tambahkan dalam produksi masker kain ini antara lain penggunaan 
teknik bordir, teknik sulam, pemasangan payet dan manik-manik, serta aplikasi teknik 
tie dye untuk bahan baku masker kain. Dengan mengaplikasikan teknik-teknik tersebut 
dalam pembuatan masker kain, produk yang dihasilkan akan mempunyai nilai jual yang 
lebih tinggi daripada produk masker lain biasa.

4.	 Memberi kemudahan dalam mengakses program pemerintah

Kehadiran koperasi menjadi penting di tengah pelaku UMKM adalah dalam hal kemudahan 
akses dalam program-program pemerintah. Fakta yang didapatkan dari penelitian dilapangan 
bahwa program-program pemerintah terkait dengan pengembangan UMKM tidak berjalan 
secara merata dan hanya mampu menjangkau sebagian  dari  pelaku  UMKM. Seperti contoh 
dalam  penyaluran dana Dana Hibah Bantuan Presiden yang sampai saat ini masih belum 
berjalan dengan maksimal. Tidak meratanya penyebaran informasi akan adanya bantuan ini 
menjadi kendala utama bagi para pelaku UMKM. Akibatnya hanya sebagian kecil pelaku 
UMKM saja yang mengetahui. Dengan tergabung dalam koperasi, maka data para pelaku 
UMKM anggotanya akan tercatat pada database Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten 
Pati sehingga lebih mudah untuk ikut serta dalam program-program pengembangan UMKM 
yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dengan bergabung menjadi anggota koperasi maka data 
mengenai UMKM anggota koperasi tersebut akan terdaftar pada database Dinas Koperasi 
dan UMKM sehingga UMKM tersebut lebih mudah untuk mengikuti rangkaian program 
pengembangan UMKM yang dilaksanakan oleh pemeintah.

5.   Mengurangi jumlah pengannguran dan kemiskinan pada masyarakat sekitar

Dengan berhasilnya pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Koperasi Produsen 
Budi Utomo penyerapan tenaga kerja di wilayah sekitar koperasi meningkat. Dengan 
adanya pandemi covid-19, banyak tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya karena PHK. 
Akibatnya jumlah pengangguran bertambah. Dengan berkembangnya usaha konveksi masker 
kain selama masa pandemi ini masyarakat banyak yang beralih profesi menjadi pembuat 
masker kain, atau hanya sebagai penjual masker kain ini.
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Seiring dengan meningkatnya permintaan akan produksi masker kain pada Koperasi 
Produsen Budi Utomo, Banyak pelaku UMKM Konveksi yang menjadi anggota koperasi 
menambah jumlah karyawannya untuk memenuhi permintaan akan permintaan pasar tersebut. 
kondisi ini juga menjadi bukti bahwa aspek kesejahteraan anggota menjadi terpenuhi dengan 
berjalannya usaha yang dijalankan pada Koperasi Produsen Budi Utomo. Koperasi Produsen 
Budi Utomo juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengentaskan kemiskinan pada 
masyarakat, khususnya anggota koperasi beserta karyawan pada UMKM milik anggota.

D.	 Simpulan
Koperasi Produsen Budi Utomo telah berperan dalam mendukung penguatan UMKM 

Konveksi di Kabupaten Pati pada masa pandemi covid-19. Beberapa peran strategis dari Koperasi 
Produsen Budi Utomo adalah: Memberikan pinjaman modal dengan bunga yang rendah bagi 
para anggotanya, Mengadakan kemitraan dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati, 
Melakukan pemberdayaan anggota koperasi melalui program-program pelatihan.

E.   Saran
Dinas Koperasi dan UMKM  Kabupaten Pati  perlu  untuk memberikan pembinaan terhadap 

Koperasi Produsen Budi Utomo dalam hal meningkatkan kualitas kelembagaannya melalui 
pelatihan-pelatihan terkait peningkatan kualitas kelembagaan koperasi serta memberikan  
bimbingan dan pelatihan kewirausahaan kepada Koperasi Produsen Budi Utomo untuk 
mewujudkan koperasi kuat dan mandiri untuk mendukung UMKM Konveksi di Kabupaten 
Pati.
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This article aims to analyze the civil liability of the parties 
at Lazada if there is default in the online sale and purchase 
agreement in relation to the law of e-commerce in Indonesia. And 
to see the legal protection of Lazada’s online buying and selling 
agreements with e-commerce laws in Indonesia. This research is 
a descriptive normative legal research. The approach used is a 
statue approach. The materials used in the study were selected 
from primary legal materials and secondary legal materials 
using techniques and data in the form of literature study. In 
analyzing legal materials and in data analysis techniques used 
the syllogism method. Based on the research results, there is still 
a lack of explanation in the electronic contracts at Lazada about 
civil liability and existing repressive legal protections. It is hoped 
that the government will provide assertiveness through good 
preventive legal protection and for Lazada to tidyup the class and 
the contents ofthe agreement.

Abstrak:
Artikel ini bertujuan untuk melihat tanggung jawab perdata dari 
para pihak di Lazada jika terjadi wanprestasi pada perjanjian 
jual beli secara online kaitannya dengan hukum e-commerce 
di Indonesia. Serta untuk melihat perlindungan hukum pada 
perjanjian jual beli online Lazada dengan hukum e-commerce 
di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif 
bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pen-
dekatan undang-undangan (statue approach). Bahan yang 
digunakan dalam dipilih dari bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder dengan menggunakan teknik dan data berupa 
studi kepustakaan. Dalam menganalisis bahan hukum dan dalam 
teknik menganalisis data yang digunakan metode silogisme. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa masih 
kurangnya penjelasan dalam kontrak elektronik di Lazada seputar 
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Article Information Abstract
tanggung jawab perdata dan perlindungan hukum represif yang 
ada. Besar harapan pemerintah memberikan ketegasan melalui 
perlindungan hukum preventif yang baik dan terhadap pihak 
Lazada bisa merapihkan klausul serta isi perjanjian.

A. 	 Pendahuluan
Manusia adalah makhluk yang selalu ingin berinteraksi dan berkumpul dengan manusia 

lainnya. Oleh karena itu, manusia membutuhkan satu sama lain untuk berinteraksi. Dengan adanya 
interaksi, kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Salah satu interaksi yang ada dalam kehidupan 
manusia yaitu aktivitas jual beli yang setiap hari terjadi. Hal ini dilakukan untuk memenuhi 
kebutuhan yang diinginkan.

Perkembangan yang pesat dalam bidang teknologi, interaksi manusia pun mengikuti pola 
perubahan aktivitas yang terjadi. (Hikmahanto Juwana, 2002: 23). Perkembangan teknologi 
tersebut berdampak pada perdagangan. Pada awalnya, perdagangan dilakukan dengan cara 
bertatap muka secara langsung untuk menukarkan barang yang satu kepada barang yang lain 
yang saling membutuhkan atau disebut juga dengan barter. Kemudian saat ini, perkembangan 
perdagangan dipengaruhi dengan berkembangnya teknologi yang berbasis internet yang dikenal 
dengan e- commerce. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat selain menimbulkan 
adanya sistem e-commerce juga membentuk sebuah tatanan baru dalam berbisnis. Salah satunya 
munculnya StartUp atau usaha rintisan. StartUp didirikan oleh perorangan atau perusahaan dalam 
rangka utuk menjual produk atau jasa baru. (Hendry E. Ramdhan, 2015: 18). Secara keseluruhan 
startup e-commerce adalah sebuah perusahaan rintisan atau baru yang dikembangkan dalam 
sektor perdagangan online. Pertumbuhan startup e-commerce di Indonesia semakin pesat di 
tengah perlambatan laju ekonomi tanah air.

Dalam transaksi e-commerce, diciptakan transaksi bisnis yang lebih praktis tanpa kertas 
(paperless) dan para pihak dapat tidak bertemu secara langsung (face to face) dalam melakukan 
transaksi. Oleh karena itu e- commerce dapat dikatakan menjadi penggerak ekonomi baru dalam 
bidang ekonomi maupun teknologi. Salah satu bentuk dari e-commerce ini adalah marketplace. 
Marketplace merupakan salah satu bentuk pasar elektronik (virtual market) isinya penjual dan 
pembeli yang menawarkan berbagai produk untuk dapat dijual-belikan kapan saja. Aplikasi yang 
dibangun didasarkan pada konsep business to business (B2B) yang menjadi tempat pertemuan 
antara pihak penjual dan pembeli baik dalam memasarkan produk maupun mencari produk 
yang dibutuhkan. Contoh startup e-commerce marketplace di Indonesia adalah Lazada, BliBli, 
Tokopedia, Shopee, dan lain-lain.

Melakukan jual beli dengan startup e-commerce melalui marketplace memiliki banyak 
keuntungan, baik dari segi pembeli maupun penjual. Keuntungan untuk organisasi/ perusahaan/ 
penjual yaitu sebagai berikut: (M. Suyanto, 2003: 50).

1. 	 Memperluas market place hingga ke pasar nasional dan internasional;
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2. 	 Menurunkan biaya pembuatan, pemrosesan, pendistribusian, penyimpanan dan pencarian 
informasi yang menggunakan kertas;

3. 	 Memungkinkan pengurangan inventory dan overhead dengan menyederhanakan supply 
chain dan manajemen tipe “pull”;

4. 	 Mengurangi waktu antara outlaymodal dan penerimaan produk dan jasa; 
5. 	 Mendukung upaya-upaya business process reengineering;
6. 	 Memperkecil biaya telekomunikasi; dan 
7. 	 Akses informasi lebih cepat.

Sedangkan keuntungan untuk pembeli/konsumen diantaranya adalah sebagai berikut: (M. 
Suyanto, 2003: 51)

1. 	 Memungkinkan pelanggan untuk berbelanja atau melakukan transaksi lain selama 24 jam 
sehari sepanjang tahun dari hampir setiap lokasi dengan menggunakan fasilitas Wi-Fi.

2. 	 Memberikan lebih banyak pilihan kepada pelanggan. 

3. 	 Pengiriman menjadi sangat cepat.

4. 	 Pelanggan bisa menerima informasi yang relevan secara detail dalam hitungan detik, bukan 
lagi hari atau minggu.

5. 	 Memberi tempat bagi para pelanggan lain di electronic community dan bertukar pikiran serta 
pengalaman.

6. 	 Memudahkan persaingan yang ada pada akhirnya akan menghasilkan diskon secara 
substansial.

Pelaksanaan jual beli pada startup e-commerce ataupun marketplace dalam transaksinya 
tidak dengan tatap muka antar pihak. Oleh karena itu, suatu perjanjian jual beli tersebut tidak 
bertuliskan pada selembar kertas layaknya perjanjian jual beli pada umumnya, melainkan dengan 
bentuk perjanjian elektronik yang ditampilkan dalam bentuk halaman website.

Dalam transaksi startup e-commerce melalui marketplace sangat bergantung pada kepercayaan 
antar pihak. Ini terjadi karena dalam transaksi startup e-commerce ataupun marketplace para 
pihak tidak melakukan interaksi secara langsung dan tidak adanya perjanjian yang tertulis dengan 
materai seperti perjanjian pada umumnya. Dalam perjanjian yang didasarkan atas transaksi bisnis 
secara elektronik (e-commerce) biasanya dilakukan dalam suatu kontrak baku. Oleh karena itu, 
pihak penjual telah menyiapkan syarat-syarat baku yang tercantum dalam formulir kontrak (web 
contract) dan kemudian ditawarkan kepada pembeli untuk disetujui. Sifat dari perjanjian ini 
adalah hampir tidak adanya suatu negosiasi dalam perumusan klausula-klausula perjanjian (Selbi 
B. Daili, 2015: 38).

Saat ini transaksi jual-beli melalui internet, seringkali terjadi kecurangan. Hal tersebut 
tentunya melanggar perjanjian jual beli yang sebelumnya telah disepakati antar kedua belah 
pihak. Kecurangan tersebut menyangkut keberadaan pelaku usaha, barang yang dibeli, harga 
barang, cara pembayaran oleh pembeli dan hal- hal lain yang dapat dikatakan sebagai wanprestasi. 
Permasalahan tersebut merupakan contoh kasus yang menjadi kendala dalam pelaksanaan jual 
beli melalui internet.
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Salah satu marketplace terbesar di Indonesia adalah Lazada. Lazada merupakan startup 
e-commerce yang berkantor pusat di Singapura. Oleh karena itu, Lazada merupakan startup 
multinasional. Lazada didirikan oleh Rocket Internet pada tahun 2011. Lazada Group bertujuan 
membangun model bisnis Amazon.com di Asia Tenggara. Penulis tertarik untuk meneliti perjanjian 
jual beli di Lazada karena banyaknya keluhan mengenai pelayanan yang ada dan klausul- klausul 
yang kurang sesuai dengan hukum di Indonesia serta tidak rapih penataannya pada situs. Sebagai 
perusahaan yang multinasional dan berdiri di luar negeri, menjadikan klausul-klausul pada 
perjanjian tersebut bersifat urgensi untuk diteliti dengar besar harapan tidak merugikan banyak 
masayarakat Indonesia.

Contoh kasus yang terjadi di Lazada adalah pada Januari 2021, banyaknya pembeli di 
Lazada mengalami pembatalan pesanan secara sepihak setelah melakukan transaksi. Pesanan 
tersebut adalah alat komunikasi handphone melalui sistem flashsale atau banting harga. Barang 
tersebut dijual oleh Xiaomi di Lazada Mall. Lazada Mall sendiri merupakan kumpulan dari 
toko-toko resmi, aman, dan terpercaya yang ada di Lazada. Diketahui sekitar ratusan orang rugi 
terhadap pembatalan sepihak tersebut. Tidak hanya itu saja, salah satu konsumen mendapatkan 
tuduhan bahwa pembatalan diakibatkan adanya aktivitas belanja yang tidak sesuai dengan 
syarat dan ketentuan di Lazada tanpa adanya bukti. Terkait dengan kasus pembelian handphone 
tersebut, Lazada sudah memberikan tanggapan terkait surat terbuka di Media Konsumen. 
Dalam tanggapannya, pihak Lazada menyesal dan meminta maaf atas ketidaknyamanan yang 
dialami. Terdapat pula klarifikasi bahwa pembatalan disebabkan bahwa Lazada dan penjual 
mengindentifikasi adanya aktivitas yang tidak wajar dan bisa mengarah pada tindakan yang 
merugikan banyak pihak termasuk pembeli.

Kasus yang lain yaitu pada Agustus 2020, seseorang membeli TV, namun saat barang tiba 
ternyata TV tidak sesuai mereknya dan merupakan barang bekas. Padahal pembeli tersebut 
membeli di Lazada Mall yang seharusnya sudah terjamin keasliannya.

Berkaitan dengan problematika tersebut, artikel ini mengkaji kontrak elektronik Lazada 
apakah sesuai dengan regulasi hukum e-commerce di Indonesia, dan bagaimana perlindungan 
hukumnya.

B. 	 Metode Penelitian
Penelitian ini adalah	 penelitian	hukum normatif bersifat deskriptif, menggunalan jenis 

data primer dan sekunder. Metode pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan 
(statue approach). Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (library research). Teknis 
analisis data menggunakan metode silogisme.

C. 	 Hasil Penelitian dan Pembahasan
Lazada merupakan StartUp E-Commerce yang berasal dari Singapura dan terkenal di Asia 

Tenggara. Oleh karena itu, pengaturan pada website menyesuaikan setiap negara. Pada situs 
website Lazada Indonesia terdapat menu “Syarat dan Ketentuan” yang mengatur lebih jelas 
mengenai perjanjian serta istilah-istilah yang ada (https://www.lazada.co.id/terms-of-use/). 
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Berdasarkan perjanjian jual beli online Lazada yaitu Syarat dan Ketentuan, terdapat definisi 
pihak-pihak yang ada yaitu:

1) 	 Pelanggan, merujuk pada Pembeli dan/atau individu di atas 18 tahun atau di bawah 18 tahun 
dengan perwakilan dan/atau pengawasan orang tua atau wali yang sah

2) 	 Lazada, merujuk pada PT Ecart Webportal Indonesia, sebuah perusahaan yang didirikan 
berdasarkan hukum Republik Indonesia dan beralamat di Agro Plaza lantai 9, Jalan H. R. 
Rasuna Said Blok X-2 No.1, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta 
Selatan, 12950.

3) 	 Penjual, merujuk pada individu dan/atau toko yang menjual barangnya di Lazada. Penjual 
yang menjual barang dengan jaminan keaslian dapat masuk ke dalam kategori LazMall 
dengan pemberian sistem garansi untuk penjual atau pelanggan.

4) 	 Jasa pengirimian, merujuk pada kurir internal yaitu Lazada Express (LEX) dan 7 perusahaan 
logistik, yaitu: JNE, Ninjavan, Sicepat, J&T, SAP, Gojek, Acommerce.

Pengaturan mengenai e-commerce masih menggunaan aturan dalam Buku III KUH Perdata 
khususnya mengatur perjanjian yang terjadi dalam e-commerce. Dalam perjanjian e-commerce 
terjadi dimana salah satu pihak berjanji kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu. Hal ini sesuai 
denga Pasal 1313 KUH Perdata, yang berbunyi:

“Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 
dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Syarat sah suatu perjanjian harus diperhatikan dan telah diatur dalam pasal 1320 KUH 
Perdata yaitu:

1.	 Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

Kesepakatan yang terjadi di Lazada, menurut pengamatan penulis yaitu saat pembeli 
mengklik “Beli Sekarang” dan jika sudah membaca kesepakatan klik “Buat Pesanan”.

2.	 Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Menurut pengamatan penulis, pada Lazada di bagian “Syarat dan Ketentuan” Pasal 3 
Ayat 2, terdapat klausul yang menyatakan:

“Pembatasan: Penggunaan Layanan terbatas pada Pelanggan yang sah yang berada pada 
usia dewasa secara hukum dan yang memiliki kapasitas hukum untuk masuk/membuat	
kesepakatan/perjanjian dan mengikatkan diri berdasarkan hukum yang berlaku. 
Pelanggan yang melanggar syarat dan ketentuan yang tercantum di sini serta Pelanggan 
yang ditangguhkan secara permanen atau sementara dari penggunaan setiap Layanan 
tidak diperbolehkan menggunakan Layanan meskipun mereka memenuhi persyaratan 
Klausul 3.2 ini.”

Dalam klausul tersebut dijelaskan bahwa pembeli diwajibkan orang dewasa atau sah 
secara hukum. Dari awal pun, untuk melakukan transaksi diperlukan pembuatan akun Lazada 
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yang menggunakan tanggal lahir pembeli. Dalam hal ini, sebenarnya sudah ditegaskan bahwa 
pembeli adalah orang yang cukup umur dan sah secara hukum.

3.	 Suatu pokok persoalan tertentu;

Berdasarkan “Syarat dan Ketentuan” pada Pasal 2 Ayat 2 bahwa:

Penjual harus memberikan deskripsi, harga, gambar, dan/atau informasi lainnya yang jelas 
dan benar mengenai setiap Produk yang ditawarkan untuk dijual kepada Pelanggan melalui 
Platform. Sebagai penyedia Platform, Lazada akan mengkomunikasikan kepada Penjual 
apabila terdapat informasi, deskripsi, harga, gambar yang tidak akurat mengenai Produk 
berdasarkan keluhan atau laporan dari Pelanggan.

Berdasarkan “Syarat dan Ketentuan” yang ada pada halaman website Lazada sudah 
memberikan penjelasan bahwa objek atau barang yang dijual harus sesuai dengan aslinya.

4.	 Suatu Sebab yang tidak terlarang;

Pada situs website Lazada, diatur dalam “Ketentuan Layanan Penjual” bahwa Lazada 
melarang penjual untuk menjual barang yang terlarang oleh Undang-Undang.

Hubungan hukum dalam jual beli yang dilakukan secara online merupakan penawaran 
barang yang dilakukan secara online dan memilki akibat hukum berupa hak dan kewajiban 
sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pemasalahan yang timbul akhir-akhir ini mengenai transaksi jual beli online terhadap 
konsumen yang dirugikan seharusnya tidak terjadi apabila hak konsumen terpenuhi. Faktor 
utama yang sering kali menjadi kelemahan konsumen yaitu rendahnya tingkat pengetahuan 
mengenai hukum dan kesadaran hak konsumen. Oleh karena itu, hal seperti ini sering 
dimanfaatkan pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan 
tidak menjalankan seluruh kewajiban sebagai pelaku usaha. Jika adanya kecurangan yang 
merugikan konsumen, dapat diartikan telah terjadi wanprestasi.

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab akibat perbuatan 
melanggar hukum (onrechtssmatigedaad) dan tanggung jawab akibat perbuatan ingkar 
janji (wanprestasi). Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal 
1365 KUH Perdata yang berbunyi bahwa “tiap perbuatan melawan hukum yang membawa 
kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian 
itu, mengganti kerugian tersebut”. Dari pasal tersebut, dapat diketahui bahwa diperlukan 
persyaratan tertentu agar si pelanggar hukum dapat dimintai pertanggungjawaban. Adapun 
tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi jual beli online terbagi atas 3 yaitu:

1.)	 Tanggung Jawab Atas Informasi

Informasi merupakan komoditas yang diperhitungkan konsumen karena sering 
menjadi korban akibat tidak bersikap kritis serta tidak mempertanyakan keberadaan 
suatu informasi mengenai barang dan/atau jasa yang dikonsumsi padahal lengkap atau 
tidaknya informasi ikut menentukan keputusan untuk membeli atau tidak membeli 
sesuatu. Tanggung jawab informasi dalam transaksi jual beli online terbagi atas 3, yaitu:
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a.	 Tanggung jawab informasi atas iklan di internet (webvertising);

b.	 Tanggung jawab informasi atas kontrak elektronik;

c.	 Tanggung jawab informasi atas pilihan hukum dan yurisdiksi.

2.)	 Tanggung Jawab Hukum Atas Produk.

Apabila tidak terdapat hhubungan perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, 
tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada product liability atau pertanggung 
jawaban kontrak. Product liability adalah tanggung jawab perdata secara langsung dari 
pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang 
dihasilkan.

3.)	 Tanggung Jawab Atas Keamanan.

Jaringan transaksi secara elektronik harus mempunyai kemampuan untuk menjamin 
keamanan dan kenadalan arus informasi. Pasal 21 ayat (2) huruf a UU ITE menyebutkan: 
“ jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik 
menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi”. Dengan demikian, dalam 
transaksi e-commerce, pihak yang bertanggung jawab adalah pihak yang melakukan 
wanprestasi yang dalam hal ini dilakukan oleh pelaku usaha.

Menurut penulis terhadap perlindungan konsumen dalam jual beli online aturan-aturan 
yang telah ditetapkan oleh pemerintah dirasa telah mencangkupi. Namun, dalam perjanjian 
jual beli online atau kontrak elektronik di Lazada masih belum cukup baik karena tidak 
secara terbuka terdapat klausul mengenai tanggung jawab perdata untuk semua pihak yang 
melakukan perdagangan melalui sistem elektronik. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran 
dan itikad baik agar dapat terhindar dari perlakuan atau perbuatan-perbuatan yang tidak 
bertanggung jawab dari salah satu pihak.

Tanggung jawab perdata tidak lepas dengan perlindungan hukum. Manusia pada 
hakikatnya mendapatkan hak dasar yaitu hak hidup, kebebasan, hak untuk dilindungi, dan 
hak yang lainnya. Oleh karena itu, hukum dan aparat penegak hukum harus memberikan 
perlindungan terhadap semua pihak. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan 
hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang 
dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan 
bantuan hukum. Perlindungan Hukum dibagi menjadi dua yaitu Perlindungan Preventif dan 
Perlindungan Represif.

1.	 Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif sendiri berasal dari pemerintah yang bertujuan 
guna mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Terkait mengenai perjanjian jual 
beli online atau kontrak elektronik, terdapat 4 (empat) peraturan perundang-undangan 
yang mengatur yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 19 
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 
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tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

2.	 Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi 
seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi 
sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran serta bertujuan untuk menyelesaikan 
sengketa. Adapun klausula yang terkait dengan perlindungan hukum di Lazada antara 
lain sebagai berikut:

a.	 Bantuan Hukum: Kami dapat mencari atau menggunakan bantuan hukum dengan 
segera berdasarkan itikad baik untuk menangani pelanggaran atau tidak dipatuhinya 
Syarat & Ketentuan Pengunaan ini adalah sedemikian rupa sehingga perintah 
penahanan sementara atau langsung ganti-rugi lainnya adalah satu-satunya yang 
sesuai atau memadai.

b.	 Layanan Pengaduan: Customer Service yang disediakan dalam Platform kami akan 
memberikan pelayanan yang terbaik untuk menjawab pertanyaan dan mencari 
solusi yang terbaik bagi keluhan Anda. Anda juga dapat menghubungi Layanan 
Pengaduan Konsumen Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib 
Niaga (Ditjen PTKN), Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Gedung I 
Lantai 3 Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta Pusat 10110, +62-21-3858171 atau 
+62-21-3451692.

Klausula tersebut kurang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 80 tentang 
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 72 ayat (3) karena tidak dijelaskan 
mengenai solusi melalui proses pengadilan jika terjadi sengketa. Dari hasil analisis, 
klausula di Lazada masih kurang dalam memberikan perlindungan represif secara 
terbuka terkhusus bagi seluruh pihak yang ada di Lazada.

D. 	 Simpulan
Tanggung jawab perdata dan perlindungan hukum ketika terjadi wanprestasi pada transaksi 

pejanjian jual beli online pada StartUp Multinasional Lazada masih kurang optimal sehingga 
pihak lain merasa dirugikan.

E. 	 Saran
Bagi Lazada sebagai e-commerce marketplace seharusnya menambahkan lebih jelas 

mengenai tanggung jawab perdata apabila terjadi sengketa bagi seluruh pihak yang ada dalam 
transaksi elektronik. Selain itu, Lazada seharusnya lebih memperhatikan kerapihan dalam 
penulisan perjanjian di situs website seperti “Syarat dan Ketentuan”. Selain itu, pemerintah 
sebagai unsur penegakan perlindungan hukum secara preventif diharapkan dapat memberikan 
perundang-undangan yang lebih rinci.
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